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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


[bookmark: _GoBack]
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut tahun 2016, yang merupakan pelaksanaan  tahun kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah ini dibuat  guna mencapai visi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yaitu: 
” Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, 
Nyaman dan Sejahtera”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut.
· Bermartabat	:	Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
· Nyaman	:	Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan optimal dan kondusif.
· Sejahtera	:	Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki; maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut.
1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur.
Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2016 berfokus terhadap upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Garut tahun 2016. 

4.1.	Tujuan dan  Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2016 disusun mengacu RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Berikut pada tabel 4.1 disajikan mengenai hubungan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
	
Tabel 4.1
Penjabaran Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan
	Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, 
Nyaman dan Sejahtera

	Tujuan
	Sasaran

	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis.

	1
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama
 
	1
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama

	
	
	2
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan

	
	
	3
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

	
	
	4
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga  

	
	
	5
	Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan

	
	
	6
	Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

	
	
	7
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja

	Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

	1
	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan aktifitas ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan, dan pariwisata
	1
	Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata;

	
	
	2
	Meningkatnya produksi, nilai tambah   dan keragaman komoditas pertanian, perikanan dan kelautan 

	
	
	3
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

	
	
	4
	Meningkatnya daya dukung infrastruktur ekonomi

	
	
	5
	Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung

	
	
	6
	Meningkatnya ketahanan pangan

	
	
	7
	Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata

	
	
	8
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah

	Misi 3 : Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

	1
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya
	1
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai

	
	
	2
	Meningkatnya kualitas prasarana dasar permukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman

	
	
	3
	Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

	
	
	4
	Meningkatnya pengelolaan irigasi,  konservasi dan pengendalian banjir

	
	
	5
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan

	
	
	6
	Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas

	
	
	7
	Meningkatnya  pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional , Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.

	1
	Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur
	1
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

	
	
	2
	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa

	
	
	3
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran daerah

	
	
	4
	Meningkatnya pengelolaan aset daerah

	
	
	5
	Meningkatnya suasana aman dan nyaman 

	
	
	6
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi 


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

Guna mengukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, berikut disajikan pada tabel 4.2 mengenai target indikator kinerja tahun 2016 untuk setiap sasaran pembangunan berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016
	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target Capaian Kinerja Tahun
2016
	Bidang Urusan 
	SKPD Penanggung Jawab

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	MISI 1
	 
	 
	 
	 

	1
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika  serta menjunjung nilai-nilai agama
	Prosentase Pesantren, madrasah, diniyah yang mendapat bantuan
	10%
	Otonomi daerah 
	Adkesra Setda

	
	
	Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan
	8
	 
	Adkesra Setda

	
	
	Jumlah putra-putri petani, pedagang kecil yang mendapat fasilitasi beasiswa kuliah
	16
	Otonomi daerah / Pendidkan
	DPPKA/ Disdik

	
	
	Jumlah Fasilitasi kegiatan keolahragaan
	3
	Pemuda dan Olahraga
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	
	
	Jumlah Fasilitasi kegiatan kepemudaan
	5
	 
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	
	
	Gelar seni dan budaya (kali)
	3
	Kebudayaan
	Disbudpar

	
	
	Misi seni dan budaya (kali)
	1
	 
	Disbudpar

	2
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan
	APK pendidikan Anak Usia Dini / TK
	38,82%
	Pendidikan
	Disdik

	
	
	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar :
	 
	 
	Disdik

	
	
	- APK SD sederajat
	110,93%
	 
	Disdik

	
	
	- APK SMP sederajat
	107,60%
	 
	Disdik

	
	
	- APM SD sederajat
	100,00%
	 
	Disdik

	
	
	- APM SMP sederajat
	95,68%
	 
	Disdik

	
	
	Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar :
	 
	 
	Disdik

	
	
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI
	0,000%
	 
	Disdik

	
	
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs
	0,009%
	 
	Disdik

	
	
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK
	100%
	 
	Disdik

	
	
	Angka Partisipasi Pendidikan Menengah:
	 
	 
	Disdik

	
	
	- APK SMA sederajat
	67,84%
	 
	Disdik

	
	
	- APM SMA sederajat
	61,41%
	 
	Disdik

	
	
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
	0,026%
	 
	Disdik

	
	
	Angka Melek Huruf
	99,29%
	 
	Disdik

	
	
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
	8,10
	 
	Disdik

	
	
	Jumlah pengunjung perpustakaan terlayani per tahun 

	1.614.945
	Perpustakaan
	Bapusipda

	3
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (orang)
	219,323
	Kesehatan
	RSUD dr. Slmet

	
	
	
	4,966
	 
	RSUD Pameungpeuk

	
	
	Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Inap (orang)
	48,800
	 
	RSUD dr. Slmet

	
	
	
	1,295
	 
	RSUD Pameungpeuk

	
	
	Prosentase kepesertaan BPJS
	70%
	 
	Setda( Bag Adkesra)

	
	
	
	
	 
	Dinas Kesehatan / BLUD RSU

	
	
	Cakupan Linakes
	89%
	 
	Dinkes

	
	
	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan
	22
	 
	Dinkes

	
	
	Jumlah kasus kematian bayi
	155
	 
	Dinkes

	
	
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	95%
	 
	Dinkes

	
	
	Cakupan Desa Siaga Aktif
	83%
	 
	Dinkes

	4
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga 
	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
	2.36%
	Keluarga
Berencana
dan Keluarga
Sejahtera
 
	Badan KBPP

	
	
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
	1.51%
	
	Badan KBPP

	 
	
	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK)
	 
172.923

	Keluarga Sejahtera
	Badan KBPP

	 
	
	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan
	25
	Transmigrasi
	Dinsosnakertrans

	5
	Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan
	Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan
	100%
	Pemberdayaan
Perempuan
	Badan KBPP

	
	
	Prosentase traficking yang tertangani
	100%
	 
	Badan KBPP

	6
	Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu (orang)
	 25.000
	Sosial
	Dinsosnakertrans

	 
	
	Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang dibantu (RTLH)
	550

	Sosial
	Dinsosnakertrans

	  7 
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja
	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
	10.00%
	Tenaga Kerja
	Dinsosnakertrans

	
	
	Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui sistem padat karya (PKS-PK)
	       5.500 
	 
	Dinsosnakertrans

	
	
	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja
	100%
	
	Dinsosnakertrans

	
	
	Prosentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama
	100%
	 
	Dinsosnakertrans

	
	
	Prosentase kesesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
	97%
	 
	Dinsosnakertrans

	
	
	Prosentase keikutsertaan Jamsostek
	59

	 
	Dinsosnakertrans

	 
	MISI 2
	 
	 
	 
	 

	8
	Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata
	Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang terlatih :
	 
	Pertanian
	TPH

	 
	
	- Petani tanaman pangan dan hortikultura (orang)
	1.000
	 
	TPH

	 
	
	- Petani perkebunan (orang)
	575
	 
	Disbun

	 
	
	- Pelaku agribisnis peternakan (klp)
	40
	 
	Disnakanla

	 
	
	- Gabungan kelompok tani dan pelaku agribisnis (Gapoktan)
	85
	 
	BP4K

	 
	
	Kelompok tani berprestasi tingkat regional dan nasional
	2
	 
	BP4K/ TPH/ Disbun/ Disnakanla

	9
	Meningkatnya produksi, nilai tambah   dan keragaman produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
 
	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura :
	 
	Pertanian
	Dinas TPH

	 
	
	- Padi (ton)
	871.816
	 
	Dinas TPH

	 
	
	- Palawija
	1.135.250
	 
	Dinas TPH

	 
	
	- Sayuran
	668.567
	 
	Dinas TPH

	 
	
	- Buah-buahan
	314.933
	 
	Dinas TPH

	 
	
	Terkendalinya luas lahan sawah di Kabupaten Garut (Ha)
	44.009
	 Pertanian
	Dinas TPH

	 
	
	Prosentase peningkatan pendapatan petani
	5%
	 
	Dinas TPH

	 
	 
	Terwujudnya produk bersertifikat organik (sertifikat)
	3
	 
	Dinas TPH

	 
	 
	Populasi ternak (sapi perah dan Domba) :
	 
	Pertanian (Sub. Peternakan) 
	Disnakanla

	 
	
	- Sapi perah (ekor)
	     14.178 
	
	Disnakanla

	 
	 
	- Domba Garut (ekor)
	1.363.733
	 
	Disnakanla

	 
	 
	Produksi hasil peternakan :
	 
	 
	 

	 
	 
	- Daging Sapi (kg)
	1.601.742
	 
	Disnakanla

	 
	 
	- Daging Domba (kg)
	1.216.675
	 
	Disnakanla

	 
	 
	- Daging Ayam (kg)
	4.048.246
	 
	Disnakanla

	 
	 
	- Susu (liter)
	20.018.359
	 
	Disnakanla

	 
	 
	- Telur (kg)
	2.426.407
	 
	Disnakanla

	 
	 
	Prosentase peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (Akarwangi, Kopi, Teh, Karet) 
	4,0%
	Pertanian          (Sub. Perkebunan)
	Disbun

	 
	 
	Laju Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan 
	2,6%
	 
	Disbun

	 
	 
	Prosentase peningkatan unit pengolahan hasil  perkebunan
	2%
	 
	Disbun

	10
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
	Jumlah produksi Perikanan Laut (ton)
	4.284
	Perikanan & Kelautan
	Disnakanla

	
	
	Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)
	795,89
	 
	Disnakanla

	
	
	Jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton)
	     33.162 
	 
	Disnakanla

	11
	Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung
	Jumlah lahan kritis di luar kawasan hutan-hutan yang ditangani (Ha)
	3.500
	Kehutanan
	Dishut

	
	
	Prosentase kerusakan hutan
	1,70%
	 
	Dishut

	
	
	Jumlah usaha aneka hasil kehutanan bukan kayu yang dibina 
	25
	 
	Dishut

	
	
	Jumlah Komoditi aneka  usaha hasil kehutanan bukan kayu yang dikembangkan
	6
	 
	Dishut

	
	
	Peningkatan Jumlah Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan
	3

	 
	Dishut

	12
	Meningkatnya ketahanan pangan
	Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
	40%
	Ketahanan Pangan
	BKP

	 
	 
	Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa)
	12
	 
	BKP

	13
	Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata
	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)
	2,4
	Pariwisata
	Disbudpar

	14
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan, dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah
	Prosentase UMKM yang terbina
	100%
	Koperasi & UMKM
	Diskop, UMKM BMT

	 
	
	Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM
	99,08%
	 
	Diskop, UMKM BMT

	 
	
	Jumlah wirausahawan baru
	650
	 
	Diskop, UMKM BMT

	 
	
	Prosentase Koperasi aktif /sehat
	74%
	 
	Diskop, UMKM BMT

	 
	
	Prosentase IKM terbina
	100%
	Perindustrian
	Disperindag Pasar

	 
	 
	Jumlah sentra industri potensial yang dibina dan dikembangkan 
	6
	 
	Disperindag Pasar

	 
	 
	Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan
	1%
	 
	Disperindag Pasar

	 
	 
	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
	2
	Perdagangan
	Disperindag Pasar

	 
	 
	Prosentase peningkatan minat investasi daerah 
	6,00%
	Penanaman modal
	BPMPT

	 
	 
	Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah
	6,00%

	 
	BPMPT

	
	
	
	
	
	

	 
	MISI 3
	 
	 
	 
	 

	15
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai
	Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang)
	72,25%

	Pekerjaan Umum
	Binamarga

	16
	Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman
 
	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni 
	     50.000 
	 
	Distarkim

	 
	
	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi 
	59,80%
	 
	Distarkim

	 
	
	Prosentase ruang terbuka hijau luas ber HPL
	28,22%
	 
	Distarkim

	 
	 
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit per km2)
	2,28
	 
	Distarkim

	 
	 
	Prosentase cakupan air minum perkotaan
	 60%
	 
	Distarkim

	 
	 
	Prosentase cakupan air bersih perdesaan
	67%

	 
	Distarkim

	17
	Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Prosentase   kesesuaian pemanfaatan ruang
	49,00%

	Penataan Ruang
	Distarkim

	18
	Meningkatnya pengelolaan irigasi,  konservasi dan pengendalian banjir
	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten
	61,41%
	Energi, sumberdaya air & pertambangan
 
	SDAP

	
	
	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa
	62,94%
	
	SDAP

	19
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan
	Rasio elektrifikasi rumah tangga
	66,08%
	 Energi
	SDAP

	20
	Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas 
	Rasio angkutan darat
	0,3678
	Perhubungan
	Dishub

	
	
	Jumlah kendaraan bermotor  yang laik operasi/diuji (unit)
	15.017

	 
	Dishub

	
	
	Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar 
	100%
	 
	Dishub

	21
	Meningkatnya  pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ
	 Cemar Berat 
	Lingkungan Hidup
	DLHKP

	
	
	Tingkat pelayanan sampah (%)
	39%
	 
	DLHKP

	
	
	Cakupan pelayanan  PJU (%)
	70%
	 
	DLHKP

	
	
	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana
	25
 
	Otonomi Daerah
	BPBD

	
	
	
	
	
	

	 
	MISI 4
	 
	 
	 
	 

	22
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
	Prosentase SAKIP SKPD kategori baik
	85%
	Otonomi Daerah
	Inspektorat

	 
	
	Predikat penilaian SAKIP Kabupaten
	B
	 
	Bappeda

	 
	 
	Predikat penilaian LPPD Kabupaten
	Tinggi
	 
	Setda (Adm. Pemerintahan)

	 
	 
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	WTP
	 
	DPPKA

	 
	 
	Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan
	80%
	Otonomi Daerah
	Inspektorat

	 
	 
	Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan 
	100%

	 
	Setda (Administrasi Pemerintahan)

	 
	 
	Prosentase SKPD , Kecamatan dan Desa yang baik dalam pengelolaan Arsip
	51,15%
	Kersipan
	Bapusipda

	 
	 
	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan 
	15 Perda,                     20 Perbup,         425Kepbup
	Otonomi Daerah
	Setda (Bag. Hukum)

	 
	 
	Prosentase Desa/kelurahan berkinerja baik
	85%
	Pemberdayaan masyarakat desa
 
	BPMPD

	 
	 
	Prosentase kader posyandu aktif
	80%
	
	BPMPD

	 
	 
	Prosentase Desa memiliki BUMdes
	60%

	 
	BPMPD

	 
	
	Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
	5%
	Otonomi Daerah
	Setda  (Bag. Organisasi)

	 
	
	Prosentase kecamatan yang melaksanakan Program Paten 
	100%
	 
	Setda (Administrasi Pemerintahan)

	 
	 
	Jumlah paket Pengadaan Barang jasa Pemerintah yang difasilitasi
	150

	Otonomi Daerah
	setda ( Bag Adm pembangunan)

	 
	 
	Jumlah Kasus Pertanahan yang ditangani
	4
	Otonomi Daerah
	Setda (Adm. Pemerintahan)

	 
	 
	Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan
	100%
	Otonomi Daerah /  Penanaman modal
	BPMPT

	 
	 
	Kepemilikan KTP
	75,00%
	Kependudukan
	Disdukpil

	 
	 
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
	912
	 
	Disdukpil

	 
	 
	Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan  dalam RKPD
	60%
	Perencanaan pembangunan
	BAPPEDA

	 
	 
	Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD
	100%
	 
	BAPPEDA

	 
	 
	Prosentase kesesuaian program Renstra SKPD  dengan RPJMD
	100%
	  
	BAPPEDA

	23
	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa
 
	Prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan
	17,0%
	Otonomi Daerah
	BKD

	 
	
	Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
	0,8%
	 
	BKD

	 
	 
	Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas
	90%
	 
	BKD

	 
	 
	Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai
	95%
	 
	BKD

	 
	 
	Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% 
	80%
	 
	BKD

	 
	 
	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai
	0,04%
	 
	BKD

	24
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah
	Prosentase peningkatan pendapatan daerah
	 7%
	Otonomi Daerah 
	DPPKA

	25
	Meningkatnya pengelolaan aset daerah
	Prosentase aset daerah yang terinventarisir
	100%
	Otonomi Daerah 
	DPPKA

	26
	Meningkatnya suasana aman dan nyaman
	Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk 
	50 
	Kesatuan Bangsa
	Satpol PP & Linmas

	
	
	Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk 
	2
	 
	Satpol PP & Linmas

	
	
	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)
	31.800
	 
	Badan Kesbangpol

	27
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi
	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu
	-
	Kesatuan Bangsa 
	Badan Kesbangpol


Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019



4.2.	Strategi dan  Kebijakan Pembangunan
Secara umum, untuk  mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka kebijakan umum pembangunan Tahun 2016 diarahkan pada :
1. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2016 sebagai berikut. 
Tabel 4.3
Penjabaran Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan 
Pembangunan Kabupaten Garut
	Visi: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat,
 Nyaman dan Sejahtera

	Strategi
	Arah Kebijakan

	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis.

	1
	Peningkatan pendidikan agama pada semua jenjang sekolah dan kelembagaan lainnya
	1
	Membiasakan membaca Al Quran bagi pegawai Pemda, pelajar yang beragama Islam

	
	
	2
	Dukungan perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk di madrasah, pesantren dan diniyah 

	
	
	3
	Pengembangan Islamic Centre **

	
	
	4
	Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *

	
	
	5
	Pemberian insentif bagi Guru ngaji *

	2
	Peningkatan sistem pembinaan pemuda, pemasalan dan peningkatan prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah
	1
	Beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil*

	
	
	2
	Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **

	
	
	3
	Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **

	
	
	4
	Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga

	
	
	5
	Pelestarian nilai-nilai budaya daerah

	
	
	6
	Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *

	
	
	7
	Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *

	3
	Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan 
	1
	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya di Desa Tertinggal

	
	
	2
	Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA *

	
	
	3
	Beasiswa bagi siswa miskin 

	
	
	4
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

	4
	Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
	1
	Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama bagi daerah-daerah terpencil.

	
	
	2
	Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)

	
	
	3
	Pemberian insentif bagi Guru Honorer *

	5
	Implementasi Wajar 12 Tahun serta mendorong berkembangnya SMK
	1
	Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

	
	
	2
	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan menengah Universal

	
	
	3
	Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan

	6
	Penataan program studi pendidikan formal dan non formal
	1
	Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal

	
	
	2
	Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C )

	7
	Peningkatan, pengembangan budaya baca
	1 
	Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat

	
	
	2
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional

	8
	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	1
	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar 

	
	
	2
	Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat

	
	
	3
	Optimalisasi sistem jaminan kesehatan

	
	
	4
	Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *

	
	
	5
	Peningkatan kesehatan ibu dan anak

	
	
	6
	Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi 

	
	
	7
	Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat

	
	
	8
	Penanggulangan HIV/AIDS

	
	
	9
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

	9
	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan 
	1
	Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **

	
	
	2
	Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **

	
	
	3
	Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara **

	
	
	4
	Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama

	
	
	5
	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

	
	
	6
	Peningkatan dan pemerataan tenaga medis

	10
	Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB
	1
	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarat

	
	
	2
	Intensifikasi penyuluhan/ KIE

	
	
	3
	Penggerakan kader/Institusi Masyarakat

	11
	Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
	1
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

	
	
	2
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi

	12
	Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
	1
	Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

	
	
	2
	Bantuan bagi usaha perempuan

	
	
	3
	Penyediaan sarana dan prasarana

	13
	Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
	1
	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

	14
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
	1
	Bantuan bagi masyarakat miskin

	
	
	2
	Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

	15
	Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	1
	Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

	16
	Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja.
	1
	Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN)

	17
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja 
	1
	Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line.

	
	
	2
	Peningkatan program padat karya produktif

	18
	Peningkatan jejaring kerjasama antar daerah
	1
	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan

	Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

	1
	Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani 
	1
	Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

	
	
	2
	Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil

	2
	Pengembangan sektor pertanian berdasarkan tematik wilayah provinsi Jawa Barat
	 1
	Pengembangan kelembagaan usaha tani berbasis agro bisnis dan agro industri

	
	
	2
	Penanganan pasca panen hortikultura dan tanaman pangan

	
	
	3
	Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya

	
	
	4
	Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan

	
	
	5
	Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong

	
	
	6
	Pengembangan kawasan Agropolitan Jagung

	
	
	7
	Pengembangan komoditi jagung hibrida

	
	
	8
	Pengembangan Usaha pembibitan kentang industri

	
	
	9
	Peningkatan jumlah populasi ternak, khususnya sapi perah dan flasma nutfah domba Garut

	
	
	10
	Pengembangan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)

	
	
	11
	Pengembangan Kawasan Peternakan

	
	
	12
	Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang

	3
	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi
	1
	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil tanaman pangan hortikultura dan peternakan

	
	
	2
	Peningkatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah 

	
	
	3
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

	
	
	4
	Pengembangan infrastruktur pertanian

	4
	Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan 
	1
	Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan

	5
	Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan
	1
	Pengembangan tanaman kopi rakyat, teh, karet dan akar wangi

	6
	Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk
	1
	Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan

	
	
	2
	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

	
	
	3
	Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap

	7
	Peningkatan profesionalisme petani dan nelayan serta kelembagaannya
	1
	Pengembangan kawasan minapolitan serta Pembinaan dan penataan kelembagaan usaha serta penguatan aspek pasar

	8
	Pengembangan hutan lestari


	1
	Peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan

	
	
	2
	Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan

	9
	Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
	1
	Peningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu

	
	
	2
	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan

	10
	Peningkatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian
	1
	Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan lumbung pangan

	
	
	2
	Pengembangan desa mandiri pangan

	11
	Peningkatan keunggulan, daya Tarik dan promosi wisata
	1
	Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan

	
	
	2
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata

	12
	Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM
	1
	Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah

	13
	Fasilitasi kemitraan Usaha dan optimalisasi fungsi ( KADIN )
	1
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

	
	
	2
	Bantuan perkuatan Koperasi

	14
	Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan
	1
	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif

	
	
	2
	Pengembangan sentra, klaster industri dan produk ekspor

	
	
	3
	Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan

	
	
	4
	Optimalisasi pengelolaan BUMD

	15
	Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa
	1
	Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang / jasa 

	16
	Promosi Investasi secara intensif
	1
	Penyelenggaraan pameran dan temu investor

	
	
	
	

	17
	Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi
	2
	Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal

	Misi 3 : Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman

	1
	Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
	1
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	2
 
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis
	1
	Lanjutan pembangunan jalan by pass 

	
	
	2
	Pembangunan jalan penghubung Kecamatan Karangpawitan - Banyuresmi

	
	
	3
	Pembangunan akses jalan wisata jalan lingkar Cipanas, jalan situ Cangkuang- Leles

	
	
	4
	Perencanaan Pembangunan jalan alternatif Kadungora - Leles

	
	
	5
	Pembangunan jalan alternatif Pasar Wanaraja (Kp. Babakan - Kp. Bojong Ds. Wanamekar )

	
	
	6
	Peningkatan akses jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat

	
	
	7
	Peningkatan akses jalan Bingbulang - Cijayana dan Bungbulang - Sukarame

	
	
	8
	Peningkatan akses jalan penghubung antar Kecamatan

	
	
	9
	Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan

	
	
	10
	Pembangunan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan

	
	
	11
	Peningkatan infrastruktur jalan desa 

	
	
	12
	Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet

	
	
	13
	Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu

	
	
	14
	Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan

	
	
	15
	Pembangunan jalan alternatif Balubur Limbangan – Malangbong

	
	
	16
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **

	
	
	17
	Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit

	3
	Peningkatan Penataan Perkotaan/perdesaan, bangunan gedung dan kualitas lingkungan  permukiman dan perumahan
	1
	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan

	
	
	2 
	Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

	
	
	3 
	Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan

	
	
	4 
	Peningkatan kualitas kontruksi bangunan gedung dan penanggulangan kebakaran

	
	
	 5
	Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut (Kadungora, Stasiun Cibatu, Malangbong, Cibalong, Talegong, Pelabuhan Samudra)

	
	
	6
	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Rawayan

	
	
	7
	Penataan wilayah perkotaan Garut (PKL)

	
	
	8
	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan

	
	
	9
	Perencanaan pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Garut

	4
	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	1
	Akselerasi pencapaian MDG’s menuju SDG’s

	
	
	2
	Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan

	
	
	3
	Perlindungan mata air/pembebasan lahan mata air 

	5
	Perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis
	1
	Intensifikasi sosialisasi regulasi, pengawasan dan pengendalian penataan ruang

	
	
	2
	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru

	
	
	3
	Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu

	6
	Penyediaan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi
	1
	Peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah

	7
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air 
	1
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

	
	
	2
	Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong

	
	
	3
	Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan

	
	
	4
	Konservasi kawasan hulu DAS dan sub DAS

	
	
	5
	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air

	
	
	6
	Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai

	
	
	7
	Penyediaan dan pengelolaan air baku

	
	
	8
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah

	8
	Peningkatan, pemeliharaan sumber air
	1
	Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan situ

	9
	Peningkatan jaringan dan kapasitas energi listrik
	1
	Pengembangan jaringan listrik perdesaan

	
	
	2
	Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi

	10
	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
	1
	Evaluasi dan pengendalian trayek

	
	
	2
	Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Garut Tahun 2015 - 2020 

	
	
	3
	Perencanaan Peningkatan terminal Tipe-B Malangbong

	
	
	4
	Bantuan sarana / fasilitas perhubungan bagi desa tertinggal

	
	
	5
	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

	
	
	6
	Perencanaan peningkatan terminal Tipe-A perkotaan kota Garut

	
	
	7
	Penataan wilayah perkotaan Garut (Parkir )

	
	
	8
	Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles

	11
	Penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
	1
	Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan

	
	
	2
	Perlindungan mata air

	
	
	3
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

	
	
	4
	Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang

	12
	Peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, pencemaran dan persampahan
	1
	Perencanaan pembangunan TPA Wilayah (Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk )

	
	
	2
	Revitalisasi TPA Pasirbajing

	
	
	3
	Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan

	
	
	4
	Penataan wilayah perkotaan Garut (Pertamanan )

	
	
	5
	Peningkatan penanganan pengelolaan PJU dan listrik untuk masjid besar dan madrasah diniyah

	13
	Peningkatan ketersediaan, kesiapan infrastruktur penanggulangan bencana dan resiko bencana
	1
	Sosialisasi Penanggulangan bencana dan resiko bencana

	
	
	2
	Peningkatan partisipasi, lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana dan resiko bencana

	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.

	1
	Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah
	1
	Optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) 

	
	
	2
	Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel

	
	
	3
	Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga

	2
	Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah
	1
	Peningkatan pengawasan reguler,implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; Evaluasi dan penyelesaian temuan

	
	
	2
	Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut

	
	
	3
	Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

	3
	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah
	1
 
	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

	
	
	2
	Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah

	
	
	3
	Fasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan

	
	
	4
	Peningkatan, penguatan pengelolaan arsip daerah

	
	
	5
	Penataan Daerah Otonomi Baru

	4
	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
	1
	Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan

	
	
	2
	Penguatan, sosialisasi kebijakan pemerintah daerah

	
	
	3
	Optimalisasi, fasilitasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut

	5
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
	1
	Peningkatan partisipasi dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

	
	
	2
	Bantuan, insentif dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan RT dan RW

	
	
	3
	Revitalisasi pos yandu dan bantuan operasional kader pos yandu

	
	
	4
	Peningkatan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan tanah kas Desa

	
	
	5
	Peningkatan Penyelenggaraan Program dan Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan

	6
	Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan 
	1
	Peningkatan koordinasi dan Fasilitasi program pembangunan daerah

	
	
	2
	Peningkatan infrastruktur Desa

	
	
	3
	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah daerah, kantor kecamatan dan desa/kelurahan

	7
	Peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat
	1
	Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik

	
	
	2
	Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

	
	
	3
	Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO

	
	
	4
	Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik 

	
	
	5
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan

	
	
	6
	Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan

	
	
	7
	Penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi

	8
	Peningkatan Sistem Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
	1
	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas

	
	
	2
	Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah

	
	
	3
	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

	
	
	4
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah

	
	
	5
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

	
	
	6
	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

	9
	Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan amanah
	1
	Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan

	
	
	2
	Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri

	
	
	3
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan UU ASN

	10
	Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
	1
	Optimalisasi sistem kepegawaian daerah

	11
	Peningkatan pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai
	1
	Penetapan sasaran kinerja pegawai

	
	
	2
	Optimalisasi sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

	12
	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
	1
	Penetapan, pelaksanaan kebijakan umum anggaran daerah 

	
	
	2
	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah

	13
	Peningkatan pengelolaan asset daerah
	1
	Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah

	14
	Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan
	1
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam trantibmas

	15
	Peningkatan koordinasi pencegahan, penanganan konflik
	1
	Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik wilayah perbatasan

	16
	Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban politik sebagai warga negara
	1
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik 


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019


Rumusan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2016 disusun pula dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.









Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat,  serta Prioritas Pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2016
	Tujuan Pembangunan Jawa Barat
	Sasaran Pembangunan Jawa Barat
	Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut  Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) IV Priangan                      

	1. Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya
	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; 
3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK dan 
4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
	a. Bidang Pemerintahan 
(1) Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; 
(2) Bantuan pendidikan Aparatur; 
(3) Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa tertinggal 
(4) Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Selatan; 
(5) Peningkatan pembangunan infrastruktur Desa; 
(6) Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; 
(7) Peningkatan sarana prasarana fasilitas kerja Kecamatan; 
(8) Pelibatan Community Outreach dalam pembangunan; 
(9) Efektivitas pemanfaatan peran TJSL; 
(10) Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam percepatan pembangunan Jawa Barat; 
(11) Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 
(12) Dukungan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan. 
b. Bidang Ekonomi 
(1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi; 
(2) Pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan; 
(3) Pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri; 
(4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi; 
(5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan pro sedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi; 
(6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia; 
(7) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam, dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat; 
(8) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM; 
(9) Dukungan pengembangan ternak domba garut dan sapi potong; 
(10) Dukungan pengembangan sentra produksi pakan ternak; 
(11) Dukungan pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata. 
c. Bidang Fisik 
(1) Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan :Pembangunan/Peningkatan Jalur Poros Bandung – Pangalengan – Rancabuaya, Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, reaktivasi jalur KA Garut-Cikajang, dan pengembangan pelabuhan laut regional; 
(2) Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis DI Leuwigoong; 
(3) Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; 
(4) Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Cimanuk dan kawasan pesisir; 
(5) Peningkatan pelayanan air minum; 
(6) Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; 
(7) Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang 
(8) Penanganan kerusakan jaringan irigasi; 
(9) Pengendalian pencemaran industri kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota; 
(10) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah; 
(11) Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya. 
d. Bidang Sosial Budaya 
(1) Penyaluran Dana Bantuan Pendidikan Menengah Umum ( PMU ) di Jawa Barat; 
(2) Bantuan pendidikan sekolah menengah umum; 
(3) Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru; 
(4) Membangun ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas; 
(5) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha; 
(6) Meningkatkan Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan; 
(7) Revitalisasi Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK; 
(8) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota; 
(9) Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin; 
(10) Insetif tenaga kesehatan di daerah terpencil; 
(11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota; 
(12) Peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat; 
(13) Promosi kesehatan; 
(14) Revitaliasi posyandu dan dana operasional kader posyandu; 
(15) Membuka 2 juta serapan tenaga kerja baru dan mencetak 100.000 wirausahaan baru Jawa Barat; 
(16) Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota; 
(17) Pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya;
(18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 
(19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 
(20) Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/Kota.

	2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia
	1.  Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan  antar umat beragama
	

	3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah
	1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis  Agrikultur; 
2. Meningkatnya daya saing usahapertanian; 
3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; 
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan; 
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
	1. 

	4. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif
	1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik; 
2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK;
3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur; 
4. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum


	2. 

	5. Mewujudkan pemerintahan yang modern
	
	3. 

	6. Mewujudkan profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten
	
	4. 

	7. Meningkatkan stabilitas di daerah
	
	5. 

	8. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan
	1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana; 
2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; 
3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
	6. 

	9. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar
	
	7. 

	10. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	1. Pencegahan dan Penanganan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS);
	8. 

	11. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga
	1. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasiolahraga serta penanganan komunitas tertentu;
	9. 

	12. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
	1. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
	


Sumber : RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Disamping itu, prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2016 berpedoman pula terhadap prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang disusun dengan tema pembangunan yaitu “Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global”. Kebijakan umum pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 adalah :
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal; 
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokaldimaknai melalui  kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.
Fokus pembangunan provinsi Jawa Barat tahun 2016 diarahkan pada pembangunan berbasis sektoral  melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan  Common Goals, pembangunan berbasis tematik kewilayahan dan pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Untuk fokus pembangunan sektoral, yang mana operasionalisasi dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (strengthening local actor); Kedua, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; Ketiga, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasisdaerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; Keempat, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta  Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk  10 (sepuluh) Common Goals adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;
4. Meningkatkan ekonomi non pertanian;
5. Meningkatkan ekonomi pertanian;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan;
8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;
9. Menanggulangi kemiskinan, PMKS, dan keamanan;
10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan;
Keterkaitan antara prioritas pembanguna Provinsi Jawa Barat  (Common Goals) dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2016 dipetakan pada gambar berikut.
Prioritas Pembangunan Jawa Barat (Common Goals)
1. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas (CG1)
2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau dan Prima (CG2)
3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal (CG4,CG5)
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Memadai, Lingkungan Yang Sehat Serta Pengelolaan Kebencanaan (CG3,CG6)
5. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah (CG10) 
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (CG8,CG9)
7. Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga serta Pelayanan Keagamaan (CG7)
Prioritas Pembangunan 
Kab. Garut 2016
RKPD
 
J
ABAR
RKPD
 
GARUT
1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan  Mutu Pendidikan
2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan
3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku
4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian
5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian
6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan
7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan
8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan
9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan
10. CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK

















Gambar 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 
dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut

Fokus Pembangunan Berbasis Kewilayahan di Jawa Barat pada tahun 2016 dilakukan berdasarkan pada tata ruang, wilayah koordinasi pemerintahan pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi yang diarahkan pada  pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional  dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan adalah:
1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan;
2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya;
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya dengan tidak merubah karakteristik perdesaan, dan peningkatan pembangunan desa di wilayah perbatasan melalui Tematik Wilayah Desa Perbatasan, antara lain : Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun; Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan; Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan; Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih; Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan; dan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik;
4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi  untuk  menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan provinsi

Fokus dan rencana pengembangan Kabupaten Garut berdasarkan Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKWp Rancabuaya. Rencana pengembangan mencakup :
a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani);
d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
e. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
f. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
g. Pengembangan energi baru terbarukan;
h. Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity;
i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
j. Penataan daerah otonom.
k. Pembangunan pusat seni dan budaya


Berdasarkan Perda Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014, kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat ditetapkan untuk mendorong perwujudan percepatan pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Pusat pertumbuhan Rancabuaya diarahkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perkebunan.TEMATIK METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN  JAWA BARAT
Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
METROPOLITAN
BODEBEK
KARPUR
METROPOLITAN
CIREBON 
RAYA
METROPOLITAN
BANDUNG 
RAYA
PUSAT PERTUMBUHAN
RANCABUAYA
PUSAT PERTUMBUHAN
PALABUHANRATU
PUSAT PERTUMBUHAN
PANGANDARAN
SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020
Airstrip Cidaun
Airstrip Rancabuaya
Airstrip
Cikalong
Airstrip Pangandaran
PRINSIP TATA KELOLA HYBRID: 
Manajemen pemerintahan yang mengkombinasikan antara: (a) manajemen berbasis daerah otonom (kab./kota) dengan (b) manajemen berbasis lintas daerah otonom.
Tata kelola Hybrid menempatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.















Gambar 4.2 Tematik Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat 




Arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan tahun 2016, disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang ditetapkan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:
A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain: 
1. Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan; yang di fokuskan pada :
1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
3) Perencanaan Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
9) Perencanaan Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR);
10) Pembangunan Art Centre;
11) Pengembangan Islamic Centre;
12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
14) Pengembangan industri kreatif;
15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
16) Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit.
2. Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :
1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
2) Perencanaan Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
4) Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles;
5) Pengembangan kawasan agrowisata Desa Haruman Kecamatan Kadungora;
6) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
7) Pengembangan industri kreatif.

3. Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong.Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara di fokuskan pada :
1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
3) Perencanaan peningkatan pembangunan Terminal Tipe-B Malangbong;
4) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
5) Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
6) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
9) Pengembangan industri kreatif;
10) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
11) Pengembangan village breeding centre di Garut Utara;
12) Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;
13) Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
14) Perencanaan pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
15) Perencanaan pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya Dan Sekitarnya), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :
1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
2) Elektrifikasi rumah tangga;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
8) Pengembangan desa mandiri pangan;
9) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan; 
10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.

5. Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu - Talegong), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :
1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
5) Elektrifikasi rumah tangga;
6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
9) Pengembangan desa mandiri pangan;
10) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.

6. Kawasan Agropolitan Cisurupan Dan Sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya di fokuskan pada :
1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
3) Elektrifikasi rumah tangga;
4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
5) Pengembangan industri kreatif;
6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
10) Pengembangan desa mandiri pangan;
11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
15) Peningkatan akses jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat.

7. Kawasan Minapolitan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja dan Karangpawitan.Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Pasar Wanaraja; 
2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
5) Pengembangan desa mandiri pangan;
6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
8) Pengembangan industri kreatif.

8. Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :
1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap.
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
10) Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D;
11) Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Peternakan;
12) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;
13) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut adalah : 
1. Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Dukuh terletak di Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufisme pada Mazhab Imam Syafi’i. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan kemudaratan yang tinggi pula. Alat makan yang dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran. 
2. Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan  suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada komplek Danau/Situ Cangkuang Kecamatan Leles yang dikelilingi oleh pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatawan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam.

C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.
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4.3 Prioritas Pembangunan Daerah
Guna mewujudkan aspek keberlanjutan serta sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional, maka dalam penyusunan prioritas pembangunan kabupaten Garut tahun 2016 berpedoman pula terhadap kebijakan  dan strategi pembangunan nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, dengan tema pembangunan nasional yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”, dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:
Cita 1 	: 	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2 	: 	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3 	: 	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
Cita 4 	: 	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5 	: 	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6 	: 	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7 	: 	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8 	: 	Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9 	: 	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. 
Dalam rangka mencapai sinergi dan keselarasan terhadap kebijakan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, maka penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Garut pada RKPD Tahun 2016 dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan Norma Pembangunan sebagai berikut:
a. Pembangunan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
b. 	Kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan upaya menurunkan gap ketimpangan pembangunan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, dan produktivitas, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
c. Aktivitas kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

RKPD Tahun 2016 diselaraskan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2014-2019 dan RKP Tahun 2016, dengan titik berat pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth),  penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Disamping itu, RKPD Tahun 2016, juga memuat uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta tata kelola  dan reformasi birokrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, banyak tantangan yang masih harus dihadapi Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah baru saja terentaskan dari status sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Berikut ini adalah uraian mengenai problematika, evaluasi serta penanggulangan  persoalan yang dapat ditempuh melalui strategi dan kebijakan terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth),  penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor),penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta tata kelola  dan reformasi birokrasi.
4.3.1 Strategi dan Kebijakan Terkait Pertumbuhan Ekonomi (Pro-Growth)
Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Kabupaten Garut selama tahun 2009-2014 yang diukur atas dasar harga berlaku diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 14,85 trilyun atau 66,71% dari Rp. 22,27 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 37,12 trilyun pada tahun 2014 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut selama tahun 2009-2014.  PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut selama tahun 2009-2014 meningkat Rp. 2,94 trilyun atau 27,84% dari sebesar Rp. 10,56 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 13,51 trilyun pada tahun 2014 (angka sangat sementara).
Sampai dengan tahun 2014, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah.  Sektor ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 16,40 trilyun, dengan share 44,19% terhadap perekonomian. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 5,85 trilyun. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Kontribusi sektor pertanian banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (Tabama), diikuti oleh subsektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, akselerasi kinerja sektor pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.
Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2014 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku berlaku sebesar Rp. 10,05 trilyun dengan share 27,09 %, atau mengalami peningkatan 11,54 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9,01 trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang /jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Pada dasarnya, subsektor Hotel dan Restoran, di Kabupaten Garut masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyak lokasi pariwisata di Garut yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, atau bahkan sampai skala internasional. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat (propensity to consume) yang relatif tinggi membuat sektor ini berkembang cukup baik. Kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dari sisi pendanaan, sektor perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan sektor pertanian yang cenderung padat karya.
Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2009-2014 yaitu mencapai sebesar 7,56%. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.
Apabila kategori-kategori perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok (primer, sekunder dan tersier), maka akan terlihat adanya fenomena umum, yakni pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Garut selama periode 2010-2014 dari primer ke arah sekunder dan tersier yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian di Kabupaten Garut
Berdasarkan data dan hasil evaluasi di atas, maka ditetapkan Strategi dan kebijakan terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth), sebagai berikut :
(1) Strategi peningkatan peran dan kemampuan usaha petani, dengan kebijakan fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil;
(2) Strategi Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan, dengan kebijakan Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan;
(3) Strategi Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk, dengan kebijakan Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan, Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
(4) Strategi Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan, dengan kebijakanPeningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu, Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan; 
(5) Strategi Peningkatan keunggulan, daya Tarik dan promosi wisata, dengan kebijakan Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan, Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
(6) Strategi Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan, dengan kebijakan Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif, Pengembangan sentra, klaster industri dan produk ekspor, Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan, dan Optimalisasi pengelolaan BUMD;
(7) Strategi Promosi Investasi secara intensif, Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi, dengan kebijakan Penyelenggaraan pameran dan temu investor, Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
(8) Strategi Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan kebijakan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.


4.3.2  Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan (Pro Poor)
Dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 2.600 jiwa, atau dari semula 320.900 jiwa menjadi 318.300 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan turunnya persentase penduduk di Kabupaten Garut yang berada dibawah garis kemiskinan, yakni dari 12,79% pada tahun 2013 menjadi 12,47% tahun 2014.  Namun demikian angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,44%, dan Nasional sebesar 11,25%.
Secara mikro, pemetaan sebaran penduduk miskin menurut kecamatan dapat digambarkan melalui Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial rumahtangga sasaran hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilakukan BPS pada tahun 2011 yang digunakan sebagai data base  untuk keperluan Intervensi-intervensi pemerintah yang berhubungan dengan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Raskin, Jamkesmas, PKH  dan sebagainya. Kendati demikian, hal yang perlu diketahui adalah pendataan tersebut sebenarnya lebih difokuskan pada rumahtangga sasaran yang akan mendapat Intervensi, bukan dalam pengertian ketat rumahtangga miskin agar mereka yang mendekati miskin juga masuk dalam rumahtangga sasaran intervensi. Dengan demikian ukuran kemiskinan yang didapatkan untuk keperluan tersebut akan lebih tinggi dibandingkan ukuran kemiskinan yang didasarkan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial menurut jumlah rumahtangga Kelompok 1, Kelompok 2 dan Kelompok 3 menurut kecamatan-kecamatan di Kabupaten Garut, pada tahun 2012 sebanyak 227.369 rumahtangga yang terdiri dari Kelompok 1 (paling miskin) sebesar 66.042 615.804 rumahtangga, Kelompok 2 sebesar 80.664 rumahtangga dan Kelompok 3 sebesar 80.663 rumahtangga. 
Kecamatan yang memiliki persentase rumahtangga miskin tertinggi di Kabupaten Garut adalah Kecamatan Banjarwangi mencapai 55,24% dari sebanyak 14.043 rumahtangga.  Kemudian disusul oleh Kecamatan Pamulihan, Peundeuy dan Cisompet dengan persentase rumahtangga masing-masing sebesar 53,44%; 52,52% dan 51,03%.  Sedangkan kecamatan yang tampak memiliki persentase rumahtangga terkecil adalah kecamatan Tarogong Kidul dan Garut Kota dengan  persentase masing-masing sebesar 19,59% dan 23,71%. Kemudian disusul oleh Kecamatan Tarogong Kaler dan Bungbulang, dengan persentase rumahtangga masing-masing sebesar 27,32% dan 27,34%.
Secara umum peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan dan pengurangan kemiskinan lebih dititikberatkan pada upaya untuk memfasilitasi dan menumbuhkan iklim yang mendukung tewujudnya kemandirian masyarakat, mengembangkan mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memfasilitasi keberlanjutan penanggulangan kemiskinan secara mandiri. 
Strategi dan kebijakan terkait upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor) antara lain sebagai berikut.
(1) Strategi Perluasan kesempatan Kerja dan Berusaha, yang ditempuh dengan kebijakan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
(2) Strategi Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yang ditempuh dengan kebijakan memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. 
(3) Strategi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, yang ditempuh dengan kebijakan mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan  berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. 
(4) Strategi Perlindungan sosial dan lingkungan, yang ditempuh dengan kebijakan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Adapun arah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut diantaranya  :
1) 	Penyediaan dan pengelolaan hasil pendataan dan pemetaan kemiskinan  sebagai “basis data dan informasi” untuk penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2)	Pengintegrasian strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3)	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara berbagai intervensi daerah (antar SKPD) kedalam proses perencanaan reguler melalui mekanisme Musrenbang;
4)	Mengoptimalkan peran TKPKD dan pembentukan TKPK tingkat kecamatan dalam mengawal dan memastikan terlaksananya sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran) serta aliansi, kerjasama, dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani);
5)	Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang kontinyu oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta kinerja pencapaian target program/kegiatan;
6)	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dengan TKPKD Provinsi, Bappenas dan TNP2K dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
7)	Penyediaan dukungan regulasi untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan tepat sasaran.


4.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Pengurangan Pengangguran (Pro Job)
Dalam bidang ketenagakerjaan, penduduk usia kerja di Kabupaten Garut (berusia 15 tahun keatas) pada tahun 2014 sebanyak 1.731.567 orang meningkat jumlahnya dibanding tahun 2013 sebanyak 1.706.810 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2008-2014 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dari tahun 2008 sebesar 10,98% turun menjadi 7,75% pada tahun 2010, namun setelah itu TPT terus mengalami turun dan naik, dan pada tahun 2014 mencapai 7,71% menurun dari tahun 2013 sebesar 8,14%.
Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD dan lulusan SD sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar 628.576 jiwa atau 61,47% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SMP atau sederajat juga  tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 16,49% atau sebanyak 168,613 jiwa. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SMA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 17,72% atau sebanyak 181.222 jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya sebanyak 44.134 jiwa atau dengan 4,32% dari total angkatan kerja di Kabupaten Garut.
Berdasarkan aktifitas yang dikerjakan selama seminggu yang lalu, sebanyak 54,50% penduduk melakukan aktifitas bekerja, 24,14% mengurus rumahtangga dan sisanya melakukan aktifitas lainnya seperti mencari pekerjaan atau bersekolah.  Jika dilihat menurut jenis kelamin maka, terlihat perbedaan yang sangat mencolok dimana penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja (mencapai 73,11%), sedangkan perempuan lebih banyak yang mengurus rumahtangga (47,73%).
Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan  sampai dengan tahun 2014 sektor pertanian masih merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja paling dominan yakni sebesar 33,35% dari total tenaga kerja, disusul sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar25,5%, sektor jasa sebesar 16,9 sedangkan sektor industri sebesar 9,63%.
Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “human capital” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Berdasarkan data dan hasil evaluasi di atas, maka ditetapkan beberapa Strategi dan kebijakan terkait upaya peningkatan kesempatan kerja (pro job), sebagai berikut.
(1) Strategi penyiapan tenaga kerja yang trampil dan dapat bersaing di pasar kerja, dengan kebijakan peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja dalam memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal; Pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat kurang mampu;
(2) Strategi penyediaan informasi pasar kerja yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan kebijakan penyediaan rumah informasi kerja sampai tingkat kecamatan;
(3) Strategi perluasan kesempatan kerja, dengan kebijakan menciptakan lapangan kerja baru yang bersifat padat karya;  mendorong kegiatan wirausaha / wiraswasta misalnya dengan pelatihan - pelatihan, mempermudah perizinan membuka usaha, mempermudah mendapatkan pinjaman modal untuk membuka usaha; Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line; Penciptaan iklim investasi yang  dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak.

4.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan (Pro-Environment)
Dalam hal mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya Tingkat Pelayanan (level of service) persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 42,54%. Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Disamping itu perlu dilakukan pula perawatan dan pemeliharaan kendaraan angkut serta penambahan armada untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan. Selain perlunya penataan areal TPA Pasirbajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Upaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat masih terkendala pada masih rendahnya tingkat status mutu lingkungan. Dari indikator yang diukur dari tingkat status mutu sungai utama masih berada pada status mutu cemar berat, dan belum dapat mencapai target status mutu sedang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Berdasarkan data dan hasil evaluasi di atas, maka ditetapkan Strategi dan kebijakan terkait upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) sebagai berikut.
(1) Strategi penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana, dengan kebijakan Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan; Perlindungan mata air; Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang.
(2) Strategi peningkatan sistem pengelolaan persampahan, dengan kebijakan peningkatan pengolahan sampah dan sarana pendukungnya, revitalisasi TPA, perencanaan pembangunan TPA Wilayah;
(3) Strategi peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dengan kebijakan pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK); pelaksanaan adaptasi untuk peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim antara lain petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau daerah yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim;
(4) Strategi peningkatan  upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan kebijakan pembangunan waduk, embung/situ, dan penampung air lainnya,  serta pelestarian sumber-sumber air; pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu; penyediaan sarana sanitasi, perbaikan pengelolaan sampah, pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan domestik;
(5) Strategi Pengembangan hutan lestari, dengan kebijakan Peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan, Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan.

4.3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDGs)
Salah satu masalah yang dihadapi di Kabupaten Garut dalam mencapai target MDGs adalah masih banyaknya PMKS yang belum tertangani. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan proporsi terbesar pada tahun 2014 diantaranya adalah keluarga fakir miskin. Jumlah Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) pada tahun 2014 sebanyak 54.304  jiwa, mencapai 226% dari target tahun 2014 sebanyak 24.000 jiwa. Capaian realisasi yang cukup besar disebabkan karena pada tahun 2014 mendapat alokasi tambahan  Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial semula 18 Kecamatan  dengan jumlah sasaran 22.080 RTSM menjadi 42 Kecamatan dengan jumlah sasaran 40.968 RSTSM.    Pola yang dikembangkan pada pelaksanaan PKH ini ialah dengan Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat, yaitu dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan, yang pada pelaksanaanya setiap RTSM bisa memperoleh bantuan tunai apabila melaksanakan persyaratan pemeliharaan kesehatan dan menyekolahkan anaknya, sehingga PKH juga diartikan sebagai upaya untuk merubah pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin sekaligus mengunting garis kemiskinan antara kemiskinan dengan Kesehatan  dan Pendidikan.
Dibidang pendidikan, derajat pendidikan masyarakat secara makro mengalami peningkatan. Indeks pendidikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian nilai indeks pendidikan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 82,54 poin, mengalami peningkatan sebesar 0,10 poin dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 82,44 poin. Pencapaian nilai indeks pendidikan ini dipengaruhi oleh pencapaian nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dimana pada tahun 2014, RLS diperkirakan mencapai 7,43 tahun, yang berarti meningkat 0,14 dari tahun 2013 sebesar 7,39 tahun. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal, yang turut ditentukan oleh variabel angka putus/melanjutkan sekolah dan angka partisipasi sekolah seperti APM/APK pada masing-masing tingkat pendidikan. Demikian pula dengan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,01 %, dari 99,03 % pada tahun 2013 menjadi 99,04 % pada tahun 2014. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2014 kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan.
Salah satu cara untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat terutama dari keluarga tidak mampu, adalah melalui BSM. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberikan peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Tujuannya adalah agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Secara umum program Bantuan Siswa Miskin terus ditingkatkan dari segi anggaran maupun siswa miskin yang masuk ke dalam program BSM ini, hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan dalam penanggulangan dan pengurangan kemiskinan. 
Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Sampai tahun 2014, kondisi rusak berat untuk jenjang SD dari sebanyak 8.746 ruang kelas mencapai 18,10%, jenjang SMP dari sebanyak 2.963 ruang kelas mencapai 2,94%, jenjang SMA dari sebanyak 812 ruang kelas mencapai 12,07%, dan untuk jenjang SMK dari sebanyak 938 ruang kelas mencapai 8,74%..
Dalam pelayanan bidang kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi diantaranya tingkat ketersediaan puskesmas yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai sebanyak 65 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.864, dan masih di bawah standar nasional yaitu sebesar   1 : 25.000, sehingga memerlukan adanya tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang disertai dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan. Ditinjau dari jumlah Praktek Dokter sudah cukup banyak namun tidak tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, masih terdapat kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Garut. Kondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan. 
Sementara itu pelayanan kesehatan pada RSUD dr Slamet Garut yang merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B, dari sisi jumlah tenaga medis spesialis dasar, dokter umum dan tenaga kebidanan sudah cukup memadai, namun dari jumlah tenaga medis spesialis lain masih kurang terutama spesialis jiwa, dan jumlah sub spesialis dasar. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah pasien yang di rawat dan bertambahnya sarana dan prasarana ruang rawat inap kelas III, keberadaan tenaga keperawatan masih belum memadai. Dalam upaya pelaksanaan program di bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan yang masih dihadapi, pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada program yang terkait upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran untuk program kuratif yang relatif lebih besar guna mendukung peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
Dalam hal pengendalian kependudukan, permasalahan yang masih dihadapi urusan Keluarga Berencana, antara lain adalah pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi, antara lain Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani (Unmet Need) mencapai 13,64%, Masih terbatasnya pelaksanaan pelayanan KB MO karena masih kurangnya tenaga ahli dan fasilitas serta terbatasnya alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ril bagi keluarga miskin.
Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan, Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan. 
Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada permasalahan antara lain:
(1) Aspek keadilan dan kesetaraan gender yang masih belum membudaya di masyarakat. Meskipun kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan selama ini telah memprioritaskan kaum perempuan sebagai sasaran utamanya, namun pada kenyataannya nilai sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi status dan peran perempuan di masyarakat masih kuat. Hal ini tercermin dengan masih adanya diskriminasi terhadap nilai anak dan pengakuan prestasi kerja perempuan.
(2) Penanganan Pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak mengalami kendala dalam pelayanan, antara lain terbatasnya jumlah petugas penerima pengaduan, minimnya jumlah tenaga pendamping korban dan biaya operasional juga menjadi kendala dalam pendampingan korban.
(3) Database perempuan dan anak belum tersedia secara optimal Pendokumentasian dan database perempuan dan anak korban kekerasan belum dilakukan secara terencana dan terfokus, sehingga menyulitkan untuk melakukan dan menindaklanjuti monitoring dan evaluasi pendampingan korban.

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru lebih dari 190 negara yang berisi 17 tujuan transformatif (goals) dan 169 sasaran pembangunan seperangkat yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).              Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; 
(2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;
(3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
(4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
(5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
(6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
(7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
(8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
(9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
(10) Mengurangi kesenjangan;
(11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
(12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
(13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
(14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
(15) Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
(16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
(17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan untuk pelaksanaan agenda SDGs tersebut diantaranya :
1) Strategi meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kebijakan Peningkatan daya saing tenaga kerja;
2) Strategi Perluasan kesempatan kerja, dengan kebijakan Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN);
3) Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial, dengan kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sesuai kearifan lokal, Bantuan bagi masyarakat miskin, dan Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
4) Strategi Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan kebijakan Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama, Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan Peningkatan dan pemerataan tenaga medis; 
5) Strategi Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan, dengan kebijakan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan khususnya di Desa Tertinggal, Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA, Beasiswa bagi siswa miskin, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
6) Strategi Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan kebijakan  Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar, Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, Optimalisasi sistem jaminan kesehatan, Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *, Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi, Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat, Penanggulangan HIV/AIDS, dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 
7) Strategi Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB, dengan kebijakan Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarat, Intensifikasi penyuluhan/ KIE, dan Penggerakan kader/Institusi Masyarakat;
8) Strategi Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan kebijakan Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bantuan bagi usaha perempuan, Penyediaan sarana dan prasarana usaha; 
9) Strategi Peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, pencemaran dan persampahan, dengan kebijakan Perencanaan pembangunan TPA Wilayah (Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk), Revitalisasi TPA Pasirbajing, peningkatan pengolahan sampah dan sarana pendukungnya;
10) Strategi Penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana, dengan kebijakan Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Perlindungan mata air, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang.

4.3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Pembangunan kualitas hidup penduduk menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, dan selama periode tahun 2009-2014 perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Berdasarkan pengolahan benchmark data BPS Kabupaten Garut, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014 berada pada level menengah atas (Klasifikasi UNDP) dipekirakan mencapai sebesar 72,81 poin (angka sangat sementara), atau meningkat sebesar 0,38 poin dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebesar 72,43 poin (angka sementara). Kondisi IPM Kabupaten Garut sampai tahun 2014 masih terpaut 1,47 poin dari pencapaian IPM Jawa Barat sebesar 74,28 poin, dengan capaian indeks daya beli sudah di atas Jawa Barat dengan selisih sebesar 0,47 poin, sementara untuk capaian indeks pendidikan dan indeks kesehatan masih terpaut masing-masing 0,82 poin dan 4,34 poin. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Garut secara umum masih berada di bawah rata-rata pencapaian Jawa Barat.
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mempunyai mental serta karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Strategi dan kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk dimensi pembangunan manusia dan masyarakat adalah sebagai berikut : 
1) 	Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan, dengan arah kebijakan :
a.	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya di Desa Tertinggal;
b.	Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA *;
c.	Beasiswa bagi siswa miskin; 
d.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2)	Peningkatan pendidikan agama pada semua jenjang sekolah dan kelembagaan lainnya, dengan arah kebijakan :
a.	Membiasakan membaca Al Quran bagi pegawai Pemda, pelajar yang beragama Islam;
b.	Dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk di madrasah, pesantren dan diniyah; 
c.	Pengembangan Islamic Centre **;
d.	Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *;
e.	Pemberian insentif bagi Guru ngaji *;
3)	Peningkatan sistem pembinaan pemuda, pemasalan dan peningkatan prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah, dengan arah kebijakan:
a.	Beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil *;
b.	Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **;
c.	Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **;
d.	Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga;
e.	Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;
f.	Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *;
g.	Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *.
4.	Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan arah kebijakan :
a.	Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama bagi daerah-daerah terpencil;
b.	Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
c.	Pemberian insentif bagi Guru Honorer *.
5.	Implementasi Wajar 12 Tahun serta mendorong berkembangnya SMK, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
b.	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan menengah Universal;
c.	Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan.
6.	Penataan program pendidikan formal dan non formal, dengan arah kebijakan:
a.	Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal;
b.	Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C ).
7.	Peningkatan, pengembangan budaya baca, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat;
b.	Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional.
8.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan arah kebijakan :
a.	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar; 
b.	Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat;
c.	Optimalisasi sistem jaminan kesehatan;
d.	Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *;
e.	Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
f.	Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi; 
g.	Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat;
h.	Penanggulangan HIV/AIDS;
i.	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
9.	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan : 
a.	Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **;
b.	Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara **;
c.	Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama;
d.	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
e.	Peningkatan dan pemerataan tenaga medis.
10.	Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarat;
b.	Intensifikasi penyuluhan/ KIE;
c.	Penggerakan kader/Institusi Masyarakat.
11.	Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan arah kebijakan :
a.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
b.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi.
12.	Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan daerah;
b. Penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan; 
c. 	Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
13.	Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, dengan arah kebijakan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
14.	Peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan Perlindungan mata air/pembebasan lahan mata air,  Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih SPAM IKK perkotaan dan perdesaan, pembangunan infrastruktur air limbah dan penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan.
15.	Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam trantibmas.
16.	Peningkatan koordinasi pencegahan, penanganan konflik, dengan arah kebijakan  peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik.
17.	Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, dengan arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.

4.3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Kabupaten Garut masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, yaitu masih sebagai penyumbang tertinggi. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian diproyeksikan sebesar 44,19% lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor ini telah berperan besar dalam pembangunan Kabupaten Garut, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya. Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2014 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku berlaku dengan share 27,09 %. Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2009-2014 yaitu mencapai sebesar 7,56%.
Strategi dan kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk dimensi pembangunan sektor unggulan adalah sebagai berikut :
1.	Peningkatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian, dengan arah kebijakan :
a.	Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan lumbung pangan;
b.	Pengembangan desa mandiri pangan.
2.	Pengembangan sektor pertanian berdasarkan tematik wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan :
a.	Pengembangan kelembagaan usaha tani berbasis agro bisnis dan agro industri;
b.	Penanganan pasca panen hortikultura dan tanaman pangan;
c.	Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
d.	Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan;
e.	Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;
f.	Pengembangan kawasan Agropolitan Jagung;
g.	Pengembangan komoditi jagung hibrida;
h.	Pengembangan Usaha pembibitan kentang industri;
i.	Peningkatan jumlah populasi ternak, khususnya sapi perah dan flasma nutfah domba Garut;
j.	Pengembangan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC);
k.	Pengembangan Kawasan Peternakan;
l.	Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang.
3.	Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani, dengan arah kebijakan: 
a.	Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
b.	Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil*.
4.	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil tanaman pangan hortikultura dan peternakan;
b.	Peningkatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
c.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
d.	Pengembangan infrastruktur pertanian.
5.	Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan.
6.	Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan, dengan arah kebijakan Pengembangan tanaman kopi rakyat, teh, karet dan akar wangi.
7.	Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk, dengan arah kebijakan :
a.	Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
b.	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
c.	Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap.
8.	Peningkatan profesionalisme petani dan nelayan serta kelembagaannya, dengan arah kebijakan Pengembangan kawasan minapolitan serta Pembinaan dan penataan kelembagaan usaha serta penguatan aspek pasar.
9.	Pengembangan hutan lestari, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan;
b.	Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan.
10.	Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu;
b.	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan.
11.	Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM, dengan arah kebijakan peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah.
12.	Fasilitasi kemitraan Usaha dan optimalisasi fungsi (KADIN), dengan arah kebijakan:
a.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM;
b.	Bantuan perkuatan Koperasi.
13.	Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif;
b.	Pengembangan sentra, klaster industri dan produk ekspor;
c.	Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan;
d.	Optimalisasi pengelolaan BUMD.
14.	Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa, dengan arah kebijakan Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang / jasa.
15.	Promosi Investasi secara intensif, dengan arah kebijakan Penyelenggaraan pameran dan temu investor.
16.	Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi, dengan arah kebijakan  Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
17.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air, dengan arah kebijakan:
a.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
b.	Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
c.	Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan;
d.	Konservasi kawasan hulu DAS dan sub DAS;
e.	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
f.	Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai;
g.	Penyediaan dan pengelolaan air baku;
h.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah.
18.	Peningkatan, pemeliharaan sumber air, dengan arah kebijakan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan situ.
19.	Peningkatan jaringan dan kapasitas energi listrik, dengan arah kebijakan:
a.	Pengembangan jaringan listrik perdesaan;
b.	Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi.
20.	Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata, dengan arah kebijakan :
a.	Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan;
b.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata.

4.3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah/wilayah melalui pemerataan pembangunan dan kebijakan pembangunan kewilayahan sehingga dapat mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah. Dimensi pembangunan pemerataan antarkelompok masyarakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan mengurangi jumlah penduduk miskin pada kelompok penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Peningkatan pendapatan penduduk dan perlindungan sosial menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk. 
Pada 2014, nilai indeks gini Kabupaten Garut mencapai sebesar 0,33 sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,309 dan masih dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan “ringan” karena nilai Indeks Gini pada periode tersebut berada pada angka di bawah 0,4.  Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,4 dan Nasional sebesar 0,41, maka capaian Indeks gini pada Tahun 2014 relatif lebih baik karena pencapaiannya lebih rendah. Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah.
Strategi dan kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan adalah sebagai berikut :
1.	Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.
2.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial, dengan arah kebijakan Bantuan bagi masyarakat miskin;
3.	Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.
4.	Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja, dengan arah kebijakan Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN).
5.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line;
b.	Peningkatan program padat karya produktif.
6.	Peningkatan jejaring kerjasama antar daerah, dengan arah kebijakan peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan.
7.	Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis pada titik-titik simpul kemacetan ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kota & tempat wisata, ruas jalan lokal kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan, infrastruktur jalan desa.
8.	Peningkatan Penataan Perkotaan/perdesaan, bangunan gedung dan kualitas lingkungan  permukiman dan perumahan, dengan arah kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan;
9.	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan arah kebijakan Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih melalui pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan; 	Perlindungan mata air/pembebasan lahan mata air; cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat serta peningkatan kualitas sistem setempat .
10.	Perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis, dengan arah kebijakan Intensifikasi sosialisasi regulasi, pengawasan dan pengendalian penataan ruang; Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru; Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu.
11.	Penyediaan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi, dengan arah kebijakan peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah.
12.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa, dengan arah kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;
13.	Peningkatan ketersediaan, kesiapan infrastruktur penanggulangan bencana dan resiko bencana, dengan arah kebijakan Sosialisasi Penanggulangan bencana dan resiko bencana; Peningkatan partisipasi, lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana dan resiko bencana.
14.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan daerah, dengan arah kebijakan :
a.	Penyediaan data sasaran penerima program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan;
b.	Peningkatan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan;
c.	Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan;
d. Peningkatan efektivitas pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan;
e. Penguatan kualitas lembaga dan potensi sumber kesejahteraan sosial; 

4.3.9 Strategi dan Arah Kebijakan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
  Prasarat peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan sebagaimana Dimensi-dimensi pembangunan dimaksud, perlu didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Sebagai penjabaran operasional dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda Nawa Cita kedua adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang meliputi 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:
1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 
2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 
3. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan; 
4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi; dan 
5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, dalam menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.
Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  Sasaran reformasi birokrasi terdiri atas Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien; dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas.
Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu  Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.
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Gambar 4.4 Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 
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Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh terkait dengan tata kelola dan reformasi birokrasi meliputi sebagai berikut :
1.	Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, dengan arah kebijakan :
a.	Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
b.	Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel;
c.	Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga.
2.	Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan pengawasan reguler, implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; Evaluasi dan penyelesaian temuan;
b.	Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut;
c.	Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat.
3.	Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :
a.	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
b.	Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan perubahan kewenangan urusan pemerintahan;
4.	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :
a.	Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh SKPD;
b. Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan;
c.	Penguatan, sosialisasi kebijakan pemerintah daerah;
d.	Optimalisasi, fasilitasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5.	Peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik;
b.	Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
c.	Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;
d.	Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik (penerapan e-government) untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan; 
e.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan;
f.	Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
g.	Penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi.
6.	Peningkatan Sistem Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan arah kebijakan :
a.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas, diantaranya dengan pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Revisi RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;
b.	Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
c.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
d.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
e.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
f.	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
7.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan arah kebijakan :
a.	Pelaksanaan Talent Mapping dan Talent Pool, yang dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran minat dan bakat serta kompetensi guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai; 
b. 	Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4.3.10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2016
Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2015-2019, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2016 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut:
1. Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau;
2. Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima;
3. Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha;
4. Peningkatan ketahanan pangan, dan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; 
5. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);
6. Pengembangan budaya dan destinasi wisata;
7. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam;
8. Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah;
9. Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur;
10. Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Dalam rangka menjawab isu strategis pembangunan tahun 2016 tersebut, maka tema Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2016, yaitu “Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan Pelayanan Publik Serta Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Garut yang Nyaman dan Sejahtera”. 
Pengambilan tema ini adalah sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, yang diarahkan pada 3 (tiga) pilar untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, melalui pelayanan aparatur yang profesional, santun dan amanah dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera.
Perumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2016, disusun berdasarkan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 meliputi Program Prioritas Bupati sesuai dengan Janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Terdapat 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2014-2019 yang ditetapkan menjadi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2019, meliputi:
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;
2. Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin;
3. Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji;
4. 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;
5. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;
6. Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;
7. Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;
8. Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
Tabel 4.5
Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016
	Isu Strategis Tahun 2016
	Prioritas Pembangunan Tahun 2016

	1
	Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau;
	1
	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas (I-1)

	2
	Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima;
	2
	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I-10)

	3
	Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam;
	3
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I-3)

	4
	Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha;
	4
	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (I-4)

	5
	Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah;
	5
	Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5)

	6
	Peningkatan ketahanan pangan, dan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
	6
	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal   (I-6, I-7, I-9)

	7
	Pengembangan budaya dan destinasi wisata;
	7
	Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan (I-7, I-8)

	8
	Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur;
	 
	

	9
	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);
	 
	 

	10
	Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
	 
 
	


Keterangan  : I = Isu Strategis

Rincian prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
1. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dengan fokus :
a. Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui Program Pendidikan Menengah Universal;
b. Perluasan aksesibilitas pendidikan;
c. Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau Dan Prima dengan fokus :
a. Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan, dan angka kesakitan;
b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 	
c. Pemantapan kualitas tenaga dan fasilitas kesehatan dalam melakukan pelayananan kesehatan masyarakat; 	
d. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit dr. Slamet dan Rumah Sakit Pameungpeuk;
e. Optimalisasi sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional;
f. Intensifikasi penyuluhan, pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan dengan fokus :
(1) Lanjutan pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
(2) Pembangunan akses Jalan Penghubung Antar Kecamatan;
(3) Pembangunan jalan penghubung/ poros desa
(4) Pembangunan akses wisata Jalan Lingkar Cipanas, Jalan Situ Cangkuang-Leles;
(5) Pembangunan Jalan Alternatif dalam mengantisipasi kemacetan (Kadungora-Leles dan Alternatif Pasar Wanaraja) 
(6) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
(7) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
(8) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
(9) Peningkatan pelayanan persampahan melalui revitalisasi TPA Pasir Bajing serta pengadaan alat angkut, alat berat persampahan;
(10) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
(11) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
(12) Rehabilitasi drainase perkotaan;
(13) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
(14) Peningkatan Terminal Tipe-C Malangbong;
(15) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jalan Kabupaten Garut 2015-2020;
(16) Penataan Wilayah Perkotaan Garut (Parkir, PKL, Trotoar, Pertamanan);
(17) Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong;
(18) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Daerah Rawan Bencana. 
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan fokus :
a. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya;
b. Peningkatan Kesempatan Kerja;	
c. Pemberian Kerja melalui Sistem Padat Karya (PKS-PK);
5. Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah dengan fokus :
(1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui peningkatan operasional kecamatan;
(2) Peningkatan kapasitas dan  kapabilitas Sumber Daya Aparatur;
(3) Peningkatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
(4) Peningkatan kualitas sumber daya perencana;
(5) Peningkatan pengelolaan keuangan dan penataan aset pemerintah;
(6) Implementasi aksi daerah pencegahan korupsi;
(7) Pencegahan dan penanganan konflik serta Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa;
(8) Peningkatan akurasi data potensi desa dan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa;
(9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (RT, RW, Aparatur Desa, BPD dan LPM);
(10) Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan;
6. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dengan fokus :
a. Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan dan Utara;
b. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
c. Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
d. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan (teh, kopi, karet dan akarwangi);
e. Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
f. Pengembangan kawasan agrowisata dan desa wisata (khususnya Kawasan Gunung Haruman Kecamatan Kadungora dan desa Barudua kecamatan Malangbong);
g. Pembangunan lumbung pangan di daerah rawan pangan serta Pengembangan desa mandiri pangan;
h. Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut dan Optimalisasi gedung trade centre di Balubur Limbangan;
i. Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah serta industri kreatif;
j. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
k. Peningkatan realiasi investasi PMA dan PMDN.
7. Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan, dengan fokus :
a. Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;
b. Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga; 	
c. Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR);
d. Pembangunan Art Centre;
e. Pengembangan Islamic Centre;
f. Peningkatan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama; 
g. Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

	Disamping program prioritas untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2016, terdapat pula program unggulan Tahun 2016 berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 untuk setiap misi pembangunan daerah yaitu :  
Misi 1  :Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau, Prima untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis.
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil *;
2. Gratis berobat dan Ambulance bagi keluarga miskin *;
3. Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *;
4. Pemberian insentif bagi Guru Honorer dan Guru ngaji *;
5. Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *;
6. Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *;
7. Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui Program Pendidikan Menengah Universal dan pembangunan “Rumah Cerdas”;
8. Perluasan aksesibilitas pendidikan;
9. Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan;	
10. Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga; 	
11. Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **;
12. Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **;
13. Pengembangan Islamic Centre **;
14. Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi; 
15. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 	
16. Pemantapan kualitas tenaga dan fasilitas kesehatan dalam melakukan pelayananan kesehatan masyarakat; 	
17. Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **;
18. Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **;
19. Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara (DED)**;
20. Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama;
21. Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional;
22. Optimalisasi sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional;
23. Intensifikasi penyuluhan, pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	
24. Pencegahan dini dan penanggulangan daerah rawan bencana alam melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana;
25. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), RTLH dan PMKS lainnya;
26. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
27. Peningkatan Kesempatan Kerja melalui Pembangunan “Rumah Informasi Tenaga Kerja”;	
28. Pemberian Kerja melalui Sistem Padat Karya (PKS-PK);
29. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;	
30. Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;
31. Pembangunan Shelter (Rumah aman bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Misi 2  : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
1. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil *;
2. Bantuan modal bagi usaha perempuan *;
3. Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan dan Industri kreatif;
4. Pengembangan Kawasan Peternakan;
5. Pengembangan Sentra bibit Sapi dan Domba Garut di Garut Selatan dan Utara;
6. Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
7. Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
8. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan (teh, kopi, karet dan akarwangi);
9. Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan;
10. Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;
11. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
12. Pengembangan komoditi Jagung hibrida;
13. Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
14. Pengembangan desa mandiri pangan;
15. Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
16. Pembangunan pasar tradisional di wilayah perbatasan Kabupaten Garut;
17. Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
18. Pengembangan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, usaha dan keunggulan kompetitif KUMKM;
19. Peningkatan keunggulan, daya Tarik wisata melalui pembangunan prasarana jalan ke objek-objek wisata lokal; 
20. Peningkatan iklim dan realiasi investasi Daerah;
21. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
22. Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
23. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya hutan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
24. Optimalisasi pengelolaan BUMD.


Misi 3 : “Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai Serta Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman.”
1. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan *;
2. Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
3. Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
4. Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni *;
5. Pembangunan/rehabilitasi jembatan rawayan;
6. Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui perlindungan mata air Cibolerang kecamatan Wanaraja, dan mata air lainnya, serta pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan;
7. Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
8. Perencanaan pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Garut;
9. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **
10. Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
11. Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi ;
12. Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
13. Pembangunan akses Jalan Alternatif Pasar Wanaraja; 
14. Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
15. Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
16. Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
17. Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet dan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan;
18. Perencanaan Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
19. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
20. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan;
21. Perencanaan Pembangunan jalan alternatif Balubur Limbangan – Malangbong;
22. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit;
23. Revitalisasi TPA Pasirbajing dan Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk;
24. Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan;
25. Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang;
26. Peningkatan penanganan pengelolaan PJU dan listrik untuk masjid besar dan madrasah diniyah;
27. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 
28. Pengembangan, pengelolaan, perlindungan dan konservasi lahan;
29. Perencanaan peningkatan terminal tipe A perkotaan kota Garut; 
30. Perencanaan peningkatan Terminal Tipe-B Malangbong;
31. Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles.
32. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Garut Tahun 2015-2020;
33. Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan;
34. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
35. Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
36. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
37. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
38. Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai;
39. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah;
40. Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi;
41. Elektrifikasi rumah tangga.

Misi 4   :  “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.”
1. Pemberian insentif bagi RW dan RT dan Kader Posyandu*;
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan, Akte Pencatatan Sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta Laminasi *;
3. Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik wilayah perbatasan, dan penyelesaian konflik pertanahan;
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan UU ASN;
5. Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah;
6. Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
7. Peningkatan pengawasan reguler, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan implementasi aksi daerah pencegahan korupsi;
8. Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut;
9. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
10. Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga;
11. Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel;
12. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang handal;
13. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah daerah, kantor kecamatan dan desa/kelurahan;
14. Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah;
15. Penataan Daerah Otonomi Baru;
16. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
17. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;
18. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
19. Peningkatan Penyelenggaraan Program dan Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan;
20. Peningkatan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan tanah kas Desa;
21. Kajian Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara di kecamatan Limbangan dan Rumah Sakit Jiwa ;
22. Kajian pembangunan jalan lintas cepat Limbangan, Kadungora-Leles, Garut Kota – Cibatu, Cijapati-Kadungora; 
23. Kajian pembangunan Mata Air Cibolerang kecamatan Wanaraja;
24. Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Perkotaan Garut dan Terminal Angkutan Barang di kecamatan Leles.

Program pembangunan daerah Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Nomenklatur program mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
I. Urusan Wajib
a. Pendidikan
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal; 
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 
b. Kesehatan
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak;
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
14. Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15.  Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
16. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Program Inpeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
4. Program Pemanfaatan Ruang
5. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Wilayah Kawasan Garut Utara
6. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Di Wilayah Kecamatan Cibiuk Kab. Garut
7. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Kec. Kadungora Kab. Garut
8. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Permukiman Ds.Sindangsari Kec.Cigedug
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
10. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
11. Program Pembangunan Saluran / Drainase / Gorong-gorong
12. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
13. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
14. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15. Program Penataan Perkotaan dan Perdesaan
16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
17. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
18. Program Pengendalian Banjir
19. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
26. Program Penyusunan Produk Hukum Daerah
27. Program Perencanaan Tata Ruang
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4. Program Penataan Gedung dan Lingkungan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
e. Perhubungan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 
f. Lingkungan Hidup
1. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
6. Program Pengelolaan Kawasan Lindung
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
14. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
g. Pertanahan
1. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
h. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
j. Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri
5. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu
6. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
k. Sosial
1. Pembinaan Anak Terlantar
2. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( WTS, eks Napi)
3. Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial
5. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
6. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
10. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
11. Proram Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
l. Ketenagakerjaan
1. Pengembangan Hubungan Industrial
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
m. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
n. Penanaman Modal
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
o. Kebudayaan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
p. Pemudaan dan Olahraga
1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
4. Program Peningkatan Pendidikan keagamaan aparatur dan masyarakat
5. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
q. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
7. Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Alam
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
13. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa
14. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18. Program Peningktan Perencanaan SKPD
r. Ketahanan Pangan
1. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
s. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
t. Statistik
1. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah;
u. Kearsipan
1. Program Pemeliharaan Secara rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
v. Komunikasi dan Informatika
1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
2. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media masa
5. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana  Pos dan Telematika
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
w. Perpustakaan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



II.	Urusan Pilihan
a. Pertanian
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
3. Program Penangan panen dan pasca panen bahan baku (DBHCHT)
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
5. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan
6. Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau (DBHCHT)
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Peternak)
11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
12. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
13. Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)
14. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
15. Program Peningkatan nilai tambah, saya saing mutu pemasaran hasil dan investasi pertanian (APBN)
16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
18. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
19. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
23. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
24. Program Peningkatan Produksi Pertanian
25. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkebunan Berkelanjutan (APBN)
26. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
27. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
28. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana dan Sarana Pertanian
b. Kelautan dan Perikanan
1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
c. Kehutanan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
3. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
d. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
e. Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan;
f. Perdagangan
1. Program Efisiensi perdagangan Dalam Negeri
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
g. Perindustrian 
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
h. Ketransmigrasian
1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
2. Program Transmigrasi Lokal;

III.	Penunjang Urusan 
a. Pemerintahan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
5. Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah
6. Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik
7. Program Penataan Perundang-undangan
8. Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13. Program Peningkatan Kehidupan Beragama
14. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
15. Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Lainnya
16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
17. Program Peningkatan Pendidikan Agama
18. Program Peningkatan Pendidikan keagamaan aparatur dan masyarakat
19. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
24. Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan
25. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
b. Perencanaan Pembangunan
1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pengembangan Data/Informasi
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
13. Program Perencanaan Sosial Budaya
14. Program Perencanaan Tata Ruang

c. Kepegawaian 
1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4. Program Pendidikan Kedinasan
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
d. Keuangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
e. Penanggulangan Bencana
1. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Alam
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2016 mengacu pada penjabaran tahunan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 sebagaimana disajikan sebagai berikut. 
Tabel 4.6
Penjelasan Program dan Indikator Kinerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2016
	No.
	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
	Indikator Kinerja (Outcome)
	2016
	SKPD Penanggung-jawab

	
	
	
	Target
	Rp. (Juta)
	

	I
	URUSAN PENDIDIKAN

	1
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	 
	 
	2.703
	Dinas Pendidikan

	 
	
	APK TK
	36,82%
	 
	

	 
	
	Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	 
	 
	168.984
	Dinas Pendidikan

	 
	
	APK SD
	110,93%
	 
	

	 
	
	APM SD
	100,00%
	 
	 

	 
	
	APS 7 -12
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	% Ruang Kelas  SD/MI kondisi  baik
	55,16%
	 
	 

	 
	 
	Angka Putus Sekolah SD/MI
	0,000%
	 
	 

	 
	 
	Kelulusan Ujian Nasional SD
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	Rerata Nilai UASBN SD/MI
	8
	 
	 

	 
	 
	Rasio Guru / Murid SD/MI
	28
	 
	 

	 
	 
	APK SMP/MTs
	107,60%
	 
	 

	 
	 
	APM SMP/MTs
	95,68%
	 
	 

	 
	 
	APS 13 - 15
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	% Ruang Kelas  SMP/MTs  kondisi  baik
	64,53%
	 
	 

	 
	 
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
	0,009%
	 
	 

	 
	 
	Angka Kelulusan SMP/MTs
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	Rerata Nilai UN SMP/MTs
	8
	 
	 

	 
	 
	Rasio Guru / Murid SMP/MTs
	32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Program Pendidikan Menengah
	 
	 
	82.972
	Dinas Pendidikan

	 
	
	APK SMA/MA/SMK
	67,84%
	 
	

	 
	
	APM SMA/MA/SMK
	61,41%
	 
	 

	 
	 
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	% Ruang Kelas   SMA/SMK/MA kondisi  baik
	65,36%
	 
	 

	 
	 
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
	0,026%
	 
	 

	 
	 
	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK
	8
	 
	 

	 
	 
	Rasio Guru / Murid SMA/MA/SMK
	32
	 
	 

	 
	 
	Rasio Murid SMK terhadap Keseluruhan Siswa SMA/MA/SMK
	56,03%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Pendidikan Non Formal
	 
	 
	1.909
	Dinas Pendidikan

	 
	
	Angka Melek Huruf (AMH)
	99,29%
	 
	

	5
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	 
	 
	1.045
	Dinas Pendidikan

	 
	
	Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	1
	 
	

	 
	 
	Skor Survey Kepuasan Masyarakat
	Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	 
	 
	59.582
	Dinas Pendidikan

	 
	
	tingkat penyelesaian Pengadaan Raport Siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK
	100,00%
	1.733 
	

	 
	 
	Prosentase Lembaga Penerima Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan
	100,00%
	2.971 
	 

	 
	 
	Tersedia dokumen LKPJ, LPPD, Evaluasi SPM, SKM
	100%
	275 
	 

	 
	 
	Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi putra-putri Petani dan Pedagang Kecil 42 Penerima 
(1 orang dari setiap kecamatan)
	42 
	924 
	 

	 
	 
	Jumlah Guru Honorer untuk Penyediaan Insentif bagi guru honorer
	12.000 
	47.520 
	 

	 
	 
	Pembangunan Perguruan Tinggi Politeknik
	1 
	2.200 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	URUSAN KESEHATAN

	1
	Program obat dan perbekalan kesehatan
	 
	 
	13.431
	Dinkes

	 
	
	Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
	100 %
	13.310
	Dinkes

	 
	 
	Cakupan pengadaan obat esensial
	100 %
	 
	 

	 
	 
	Cakupan Pengadaan obat generik
	90 %
	 
	 

	 
	 
	Cakupan Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
	100%
	121
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	 
	 
	8.241
	Dinkes

	 
	
	Pelayanan pengobatan/Perawatan
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cakupan Rawat Jalan
	19%
	3.666
	 

	 
	 
	- Cakupan rawat Inap
	1,9%
	470
	 

	 
	 
	Pelayanan Kesehatan khusus
	 
	385
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan gangguan jiwa
	53,24
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal
	79,86
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan kesehatan tradisional
	10
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan kesehatan gigi
	40
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan perkesmas
	75
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan kesehatan olah raga
	20
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan operasi katarak
	250
	 
	 

	 
	 
	Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
	6%
	550
	 

	 
	 
	Akreditasi puskesmas dan PONED
	100%
	250
	 

	 
	 
	Pelayanan Kesehatan Haji
	100%
	500
	 

	 
	 
	Peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan
	60 Puskesmas 
	300
	 

	 
	 
	Meningkatnya Upaya pengurangan risiko bencana dan Meningkatnya Penangulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
	10 Puskesmas
	50
	 

	 
	 
	 
	10 Puskesmas
	500
	 

	 
	 
	 
	10 Puskesmas
	500
	 

	 
	 
	 
	10 Puskesmas
	600
	 

	 
	 
	 
	100%
	120
	 

	 
	 
	 
	 10 puskesmas 
	200
	 

	 
	 
	Meningkatnya upaya pengendalian penyakit tidak menular (PPTM)
	 10 puskesmas 
	150
	 

	3
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
	 
	 
	80.132
	Dinkes

	 
	
	Cakupan pelayanan operasi katarak bagi keluarga miskin
	250
	200
	Dinkes

	 
	 
	Peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan
	100%
	550
	 

	 
	 
	Penanggulangan ISPA
	 
	 
	 

	 
	 
	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Lanjutan Jampersal dan Jamkesmas)
	100%
	3.822
	 

	 
	 
	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014
	100%
	64.025
	 

	 
	 
	Gratis berobat bagi keluarga miskin**
	50.000
	11.535
	 

	 
	 
	Gratis Ambulance bagi keluarga miskin** (unit)
	 
	 
	 

	4
	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
	 
	 
	4.295
	Dinkes

	 
	
	a. Peningkatan dan pengembangan media promosi kesehatan
	70%
	500
	Dinkes

	 
	 
	1). Tersedianya Media promosi sadar hidup sehat
	75%
	600
	 

	 
	 
	2). Tersedianya Media promosi upaya preventif (KIA, Gizi, Imunisasi, Kesling dan kesehatan lansia)
	75%
	330
	 

	 
	 
	3). Tersedianya Media Promosi penyakit menular bersumber bidatang dan berbasis lingkungan)
	75%
	150
	 

	 
	 
	b. Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui :
	75%
	120
	 

	 
	 
	1) Pengembangan desa siaga Aktif
	 pratama 30 %, madya 35%, purnama15% mandiri 5% 
	350
	 

	 
	 
	2). Peningkatan strata posyandu purnama dan mandiri
	 Pratama 5 %, madya 20 %, Purnama 60,00 %, mandiri 15% 
	140
	 

	 
	 
	3). Pembinaan dan pengembangan poskestren
	 8 Poskestren 
	70
	 

	 
	 
	4). Pembinaan poskesdes
	 6 kelompok 
	35
	 

	 
	 
	5). Pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada dan UKBM lainnya
	10,00%
	 
	 

	 
	 
	c. Peningkatan dan Pembinaan PHBS di semua tatanan:
	 
	500
	 

	 
	 
	1) tercapainya Rumah tangga sehat
	60,00%
	350
	 

	 
	 
	2) tercapainya sekolah/pesantren sehat
	60,00%
	210
	 

	 
	 
	3) tercapainya tempat-tempat umum sehat
	60,00%
	70
	 

	 
	 
	4) meningkatnya Sarana Pelayanan kesehatan sehat
	60,00%
	35
	 

	 
	 
	5) Peningkatan tempat-tempat kerja sehat
	60,00%
	35
	 

	 
	 
	d. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan program kesehatan kesehatan
	60,00%
	300
	 

	 
	 
	1) penyuluhan kesehatan ibu dan anak dalam rangka penurunan AKI & AKB
	70,00%
	50
	 

	 
	 
	2) Penyuluhan Upaya Perbaikan Gizi Keluarga
	70,00%
	75
	 

	 
	 
	3) penyuluhan kesehatan lingkungan dan PHBS
	70,00%
	125
	 

	 
	 
	4) Penyuluhan penyakit menular berbasis lingkungan
	70,00%
	50
	 

	 
	 
	5) penyuluhan penyakit menular bersumber binatang
	70,00%
	50
	 

	 
	 
	6) penyuluhan penyakit menular seksual, HIV/AIDs
	70,00%
	75
	 

	 
	 
	7) Penyuluhan bahaya rokok dan Narkoba
	70,00%
	75
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Program standarisasi pelayanan kesehatan
	 
	 
	710
	Dinkes

	 
	
	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten Garut
	100%
	400
	Dinkes

	 
	 
	terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan puskesmas
	80%
	200
	 

	 
	 
	Monitoring, Evaluasi pelaporan
	85%
	110
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Program perbaikan gizi masyarakat
	 
	 
	1.567
	Dinkes

	 
	
	Cakupan Balita yang Naik Berat Badannya (N/D)
	100,00%
	114
	Dinkes

	 
	 
	Cakupan Balita di Timbang Berat Badannya (D/S)
	86,00%
	114
	 

	 
	 
	Cakupan Kecamatan bebas rawan gizi
	90,00%
	400
	 

	 
	 
	Persentase Bayi 0-6 Bulan ASI Eksklusif
	82,00%
	67
	 

	 
	 
	Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam
	95,00%
	125
	 

	 
	 
	Cakupan balita Usia 6 - 59 Bulan dapat Kapsul Vit. A
	90,00%
	170
	 

	 
	 
	Persentase Ibu Nifas dapat Kapsul Vit. A
	100,00%
	95
	 

	 
	 
	Persentase Ibu Hamil mendapat Fe 90 Tablet
	95,00%
	95
	 

	 
	 
	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
	5,00%
	105
	 

	 
	 
	Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM)
	5,00%
	105
	 

	 
	 
	Cakupan Gizi Buruk yang mendapat perawatan
	100,00%
	157
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	 
	 
	2.900
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Tercapainya desa atau kelurahan UCI
	          95,00 
	450
	Dinas Kesehatan 

	 
	 
	Terlaksananya penemuan penderita TBC BTA(+)
	74
	250
	 

	 
	 
	Tercapainya kesembuhan penderita TBC BTA(+)
	89
	75
	 

	 
	 
	Terlaksananya penanganan balita dengan pneumonia
	98
	70
	 

	 
	 
	Terlaksananya penemuan penderita diare yang ditangani
	100
	60
	 

	 
	 
	Tercapainya penderita kusta yang selesai berobat
	90
	35
	 

	 
	 
	Terlaksananya kasus filariasis yang ditangani sesuai tatalaksana kasus
	100
	40
	 

	 
	 
	Terlaksananya Pemantauan Jentik secara berkala (Angka Bebas Jentik)
	100
	75
	 

	 
	 
	Terlaksananya penderita DBD yang ditangani pada layanan kesehatan
	98
	75
	 

	 
	 
	Terlaksananya penderita DBD yang ditangani secara komprehensif
	100
	150
	 

	 
	 
	Terlaksananya penatalaksanaan kasus gigitan tersangka rabies pada manusia (Kasus rabies positif pada manusia)
	100
	150
	 

	 
	 
	Terlaksananya penemuan kasus malaria di obati dilayanan kesehatan
	100
	35
	 

	 
	 
	Annual Parasite Incidence (API) kasus malaria
	100
	25
	 

	 
	 
	Terselenggaranya desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
	100%
	240
	 

	 
	 
	Terselenggaranya pelayanan dan surveilans kesehatan haji
	100%
	95
	 

	 
	 
	Terselenggranya CBMS
	100%
	125
	 

	 
	 
	Ditemukannya Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 th
	100%
	950
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
	 
	 
	17.038
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Pembangunan Rumah Sakit Utara :
	 
	 
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Pembuatan DED 
	 
	 
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Pembuatan Masterplan 
	100%
	600
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Pengadaan Tanah penunjang
	 
	 
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Pengerjaan perataan tanah
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan puskesmas TTP 
	1
	1.000
	Dinas Kesehatan 

	 
	 
	Pembangunan puskesmas DTP 
	2
	3.000
	Dinas Kesehatan 

	 
	 
	Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu
	1
	30
	 

	 
	 
	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Poskesdes (Pajak Rokok)
	5
	760
	 

	 
	 
	Pembangunan/Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK)
	4
	195
	 

	 
	 
	Pembangunan/Pengadaan IPAL Puskesmas (Pendamping)
	2
	22
	 

	 
	 
	Pembangunan / Renovasi Polindes / Poskesdes (DAK)
	5
	700
	 

	 
	 
	Pembangunan / Renovasi Polindes / Poskesdes (Pendamping)
	5
	70
	 

	 
	 
	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Puskesmas dan Jarinngannya
	1
	350
	 

	 
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Poned (Pendamping DAK)
	4
	159
	 

	 
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi/Relokasi Rumas Dinas Medis dan Paramedis (DAK)
	4
	650
	 

	 
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi/Relokasi Rumas Dinas Medis dan Paramedis (Pendamping)
	4
	65
	 

	 
	 
	Rehabilitasi Puskesmas (Pajak Rokok)
	13
	5.925
	 

	 
	 
	Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes (DAK)
	5 pt
	83
	 

	 
	 
	Pengadaan sarana dan prasara poskesdes (Pendamping DAK)
	5 pt
	8
	 

	 
	 
	Saranan dan Prasarana Kesehatan (Manajemen Proyek DAK)
	1 pt
	320
	 

	 
	 
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)
	1 pt
	1.300
	 

	 
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Poned
	4
	1.591
	 

	 
	 
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 
	5 unit
	210
	 

	9
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 
	 
	 
	1.590
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	 Peningkatan kapasitas kader dalam penurunan AKB 
	15 Pkm
	1.500
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	 Kunjungan kesehatan balita dan pra sekolah 
	80,00
	90
	 

	 
	 
	 Sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan : 
	 
	 
	 

	 
	 
	 SD/ MI 
	70,00
	 
	 

	 
	 
	 SMP/ Mts 
	42,50
	 
	 

	 
	 
	 SMA/SMK/MA 
	42,50
	 
	 

	10
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	 Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan 
	100
	550
	Dinas Kesehatan 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
	Pengawasan keamanan dan kesehatan laboratorium (Labkesda)
	100
	550
	Dinas Kesehatan 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
	 
	 
	1.564
	Dinas Kesehatan dan BKD

	 
	
	a. Aspek Tenaga 
	14 bidan
	336
	Dinas Kesehatan dan BKD

	 
	
	Adanya perjanjian untuk siap ditempatkan sesuai dengan kebutuhan, lokasi dalam jangka waktu minimal 3 tahun
	95%
	65
	 

	 
	 
	Adanya kebijakan pimpinan dalam ketentuan mutasi
	95%
	65
	 

	 
	 
	Perputaran atau mutasi tenaga bidan secara berkala tiap 5 tahun
	95%
	65
	 

	 
	 
	b. Aspek Kapasitas SDM
	 
	 
	 

	 
	 
	Peningkatan kemampuan petugas pelayanan kesehatan ibu dengan pelatihan bidan mampu Poned : Semua PKM PONED terisi tenaga terlatih PONED, 180 tenaga terlatih PONED
	 30 bidan 
	210
	 

	 
	 
	Rakontek Penurunan AKI dan AKB (Rakontek Terlaksana 1 x / triwulan)
	1x / Triwulan
	175
	 

	 
	 
	Audit Mathernal Perinatal (AMP 1x / tahun)
	4 x / tahun
	75
	 

	 
	 
	Konsultasi Ahli (Sistem rujukan berjalan optimal dan berjenjang)
	4 x / tahun
	75
	 

	 
	 
	c. Aspek Sarana Prasarana 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pengadaan bahan KIT dan Resusitasi KIT (semua BDD memiliki bidan KIT dan Resusitasi KIT : 653)
	12 kit
	100
	 

	 
	 
	Akreditasi sarana prasarana persalinan (Semua PKM PONED dan DTP terakreditasi sarana persalinan)
	10 Pkm
	48
	 

	 
	 
	d. Aspek Pemahaman Masyarakat
	 
	 
	 

	 
	 
	Pemberdayaan masyarakat dalam akselerasi penurunan AKB melalui pembentukan Posyandu siaga maternal, perinatal
	5 PKM, 50 Posyandu
	350
	 

	 
	 
	Pelatihan asuhan bayi baru lahir bagi kader
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	 
	 
	3.398
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Cakupan Rumah yang memenuhi syarat (R)
	74,58
	258
	Dinas Kesehatan 

	 
	
	Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)
	78,82
	258
	 

	 
	 
	Cakupan Masyarakat menggunakan jamban keluarga / kakus (K)
	71,84
	258
	 

	 
	 
	Cakupan membuang sampah pada tempatnya (S)
	71,27
	257
	 

	 
	 
	Cakupan penggunaan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat (A)
	55,64
	248
	 

	 
	 
	Desa yang melakukan STBM
	75,00
	330
	 

	 
	 
	Desa yang melaksanakan stop BAB
	75,00
	198
	 

	 
	 
	Sarana Kesehatan yang melaksanakan Limbah Medis
	56,00
	550
	 

	 
	 
	Puskesmas yang melaksanakan faktor risiko lingkungan
	68,00
	216
	 

	 
	 
	Institusi yang di bina kesehatan lingkungannnya
	82,00
	275
	 

	 
	 
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat
	76,20
	275
	 

	 
	 
	Cakupan TPM
	76,20
	275
	 

	14
	Program pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD)
	1. Cakupan pelayanan rumah sakit 
	 
	120.000
	RSUD dr. Slamet Garut

	 
	
	-   Kunjungan Rawat Jalan
	219.323
	 
	 

	 
	 
	-   Kunjungan Rawat Inap
	48.800
	 
	 

	 
	 
	-   Kunjungan IGD
	38.498
	 
	 

	 
	 
	2. Cakupan kualitas pelayanan Kesehatan
	 
	 
	 

	 
	 
	Quality of Place :
	 
	 
	 

	 
	 
	-    Bed Occupancy Rate (BOR)
	77,00
	 
	 

	 
	 
	-    Turn Over Interval (TOI)
	1,50
	 
	 

	 
	 
	-    Bed Turn Over (BTO)
	56,00
	 
	 

	 
	 
	Quality of Service
	 
	 
	 

	 
	 
	-    Average Lenhgt Of Stay(Avlos)
	4,50
	 
	 

	 
	 
	-    Net Death Rate (NDR)
	0,018
	 
	 

	 
	 
	-    Gross Death Rate (GDR)
	0,028
	 
	 

	 
	 
	-    Angka Kematian Bayi (IMR)
	0,032
	 
	 

	 
	 
	-    Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)
	0,0025
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah SDM yang mengikuti Diklat (orang)
	198
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah SDM RS sesuai rasio kebutuhan (orang)
	-
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya pemenuhan  kebutuhan penunjang melalui kerja sama (jenis)
	1
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya volume kerja sama (buah)
	1
	 
	 

	15
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
	100%
	6.300
	RSUD dr. Slamet Garut

	16
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
	Meningkatnya Sarana dan prasarana rumah sakit (%)
	10
	12.075
	RSUD dr. Slamet Garut

	17
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarna RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata
	Optimalnya sarana dan prasarana rumah sakit (%)
	4
	2.400
	RSUD dr. Slamet Garut

	18
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
	87%
	1.134
	RSUD Pameungpeuk

	19
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya kemampuan pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat
	65%
	668
	RSUD Pameungpeuk

	20
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
	67,5%
	1.526
	RSUD Pameungpeuk

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 
Sakit
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat
	54%
	4.683
	RSUD Pameungpeuk

	 
	
	kunjungan rawat jalan
	4.966
	 
	 

	 
	
	Kunjungan Rawat IGD
	708
	 
	 

	 
	 
	Bed Occupancy Rate (BOR)
	81,82
	 
	 

	 
	 
	Average Lenghy of stay (Avlos)
	3,7
	 
	 

	 
	 
	Turn Over Interval (TOI)
	1,10
	 
	 

	 
	 
	Bed Turn Over (BTO)
	9,2
	 
	 

	 
	 
	Net Death Rate (NDR)
	0,14
	 
	 

	 
	 
	Gross Death Rate (GDR)
	0,15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

	1
	Program Keluarga Berencana 
	Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Edukasi dan Informasi/Penyuluhan KB oleh Petugas kepada masyarakat
	 
	5.249
	Badan KBPP

	 
	 
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program KB
	64130 PB
	569
	 

	 
	 
	Terlaksananya penyiapan tenaga pos KB Desa
	487 Orang
	2.103
	 

	 
	 
	Tersedianya Akurasi Pencatatan dan Pelaporan
	100%
	38
	 

	 
	 
	Tersedianya alat dan obat kontrasepsi KB
	600 Set Implant dan 1 Paket obat 
Side effect
	281
	 

	 
	 
	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan KB bagi Ormas/ LSM
	42 Kecamatan
	458
	 

	 
	 
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Pengelola program KB Tingkat Desa
	42 Kecamatan
	294
	 

	 
	 
	Tersedianya Data Basis dan Informasi Keluarga
	100%
	1.033
	 

	 
	 
	Terlaksananya Operasional Lini Lapangan
	192 orang
	88
	 

	 
	 
	Terkelolanya data dan informasi Program
	100%
	386
	 

	2
	Program Pelayanan Kontrasepsi
	 
	 
	1.089
	Badan KBPP

	 
	
	Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif (CU/PUS)
	73,49%
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya Pelayanan Konseling bagi calon peserta KB
	115.774,00
	259
	 

	 
	 
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
	2,5%
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya pelayanan KB IUD dan Implant
	7260 Akseptor
	649
	 

	 
	 
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani (unmet Need)
	11%
	 
	 

	 
	 
	Terwujudnya pelayanan KB MO dan Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
	363 Orang
	182
	 

	3
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
	4,40%
	517
	Badan KBPP

	 
	
	Meningkatnya Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
	1936 Orang
	280
	 

	 
	 
	Terwujudnya kepedulian, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam program KB
	5873 IMP
	237
	 

	4
	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
 
	Terbentuknya dan terbinanya Pusat dan Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
	42
	524
	Badan KBPP

	 
	
	Terwujudnya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
	1829 Orang
	223
	 

	 
	 
	Meningkatnya Usia Kawin Pertama dari 17,8 tahun menjadi 19 tahun
	1306 Remaja
	190
	 

	 
	 
	Meningkatnya Usia Kawin Pertama dari 17,8 tahun menjadi 19 tahun
	1089 Remaja
	110
	 

	5
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak
	42 Kec
	223
	Badan KBPP

	6
	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaya nan KB/KS yang mandiri
	Terlaksananya penggarapan Program KB oleh LSOM, Toma/Toga yang difasilitasi lintas sektor (kesehatan, PKK, TNI, IBI dan Bhayangkara)
	42 Kec
	911
	Badan KBPP

	 
	
	Terlaksananya bantuan barang dan pembinaan kelompok UPPKS
	30 kelompok
	306
	 

	 
	 
	Pembinaan Peran serta masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan
	42 Kec
	605
	 

	 
	 
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa/ Kelurahan
	100%
	 
	Badan KBPP

	7
	Program Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
	 
	 
	367
	Badan KBPP

	 
	
	Meningkatnya jumlah dan kompetensi Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB
	212
	15
	Badan KBPP

	 
	 
	Peningkatan Kualitas Sumber daya Pegawai
	1 Paket
	115
	 

	 
	 
	Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator
	1 Paket
	5
	 

	 
	 
	Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan petugas lapangan KB/ PKB
	42 Kecamatan
	153
	 

	 
	 
	IPeKB-JUMBARA (Jumpa Bakti Gembira) PLKB Pengembangan model operasional BKB-Posyandu
	Kabupaten
	80
	 

	8
	Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu
	 
	 
	181
	Badan KBPP

	 
	
	Meningkatnya cakupan anggota BKB yang ber-KB
	50%
	 
	Badan KBPP

	 
	 
	Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) bagi kelompok BKB
	95%
	181
	 

	9
	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
	Tersedianya tenaga terlatih dan terampil dalam pengelolaan penyelenggaran BKB secara teratur dan berlanjut
	256 Orang
	237
	Badan KBPP

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

	1
	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
	 
	 
	617
	Badan KBPP

	 
	
	Sosialisasi Perlindungan anak dan pornografi
	90%
	103
	Badan KBPP

	 
	
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perempuan akan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan
	70%
	194
	Badan KBPP

	 
	 
	Cakupan pelayanan bagi perempuan korban tindak kekerasan
	70%
	321
	Badan KBPP

	 
	 
	cakupan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan
	70%
	 
	Badan KBPP

	 
	 
	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu:
	16 kasus
	 
	Badan KBPP

	2
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
	Terbentuknya dan terbinanya kelompok PEKKA (Perempuan Kepala keluarga)
	 
	641
	Badan KBPP

	 
	
	Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan
	40%
	121
	Badan KBPP

	 
	 
	Terbinanya 12 kelompok PEKKA di 12 Kecamatan
	30 Kecamatan
	157
	Badan KBPP

	 
	 
	Dukungan Peningkatan Peran serta Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera
	50%
	363
	Badan KBPP

	 
	 
	Meningkatnya peran posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik
	4
	 
	Badan KBPP

	 
	 
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui organisasi perempuan
	20
	 
	Badan KBPP

	3
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 
	Meningkatnya Pemahaman OrganisasiPerempuan yang tergabung dalam GOW 
dalam pengelolaan Organisasi yang baik
	40%
	121
	Badan KBPP

	 
	 
	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
	495
	 
	 

	4
	Program Peningkatan kualitas hidup dan 
perlindungan perempuan
	Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak
	1 paket
	97
	Badan KBPP

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	URUSAN SOSIAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	 
	 
	7.365
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya kinerja pendamping pemberdayaan Fakir Miskin
	20
	100
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya keberdayaan Fakir Miskin
	200 KK
	500
	 

	 
	
	Meningkatnya kinerja pendamping PKH
	110
	350
	 

	 
	
	Meningkatnya pelayanan keluarga berumah tidak layak huni (RTLH)
	550
	5.500
	 

	 
	 
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar luar panti
	60
	250
	 

	 
	 
	Meningkatnya keberdayaan keluarga rentan sosial ekonomi
	200
	375
	 

	 
	 
	Meningkatnya keberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
	60
	170
	 

	 
	 
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi pekerja migran bermasalah
	25
	120
	 

	2
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
	 
	 
	1.070
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan dan Trafficking)
	40
	175
	Dinsosnaker trans

	 
	 
	Meningkatnya pelayanan sosial tanggap darurat bagi korban bencana
	1.900
	325
	 

	 
	 
	Meningkatnya pelayanan sosial dan praktek belajar kerja bagi ANKN
	40
	220
	 

	 
	 
	Meningkatnya sarana pelayanan sosial bagi PMKS Jalanan
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya bantuan sosial bagi Lanjut Usia berat/non potensial (Asistensi sossial LU)
	100
	350
	 

	3
	Program Pembinaan Anak Terlantar
	Meningkatnya kemandirian anak terlantar/anak jalanan
	30
	225
	Dinsosnaker trans

	4
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	 
	 
	610
	Dinsosnaker trans

	 
	
	1. Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas
	25
	260
	Dinsosnaker trans

	 
	 
	2. Meningkatnya bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat (Asistensi sosial Paca)
	100
	350
	 

	5
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
	 
	 
	350
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya kinerja pengurus panti sosial 
	42
	100
	Dinsosnaker trans

	 
	 
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi anak asuh dalam panti
	140
	250
	 

	6
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, WTS dan Penyakit Sosial lainnya)
	 
	 
	245
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya pembinaan sosial bagi WTS
	25
	120
	Dinsosnaker trans

	 
	 
	Meningkatnya pembinaan sosial bagi eks Napi
	25
	125
	 

	7
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	 
	 
	41.624
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya cakupan PKH
	23.000
	40.000
	Dinsosnaker trans

	 
	 
	Meningkatnya cakupan Jaminan sosial penyandang disabilitas non potensial
	104
	374
	 

	 
	 
	Meningkatnya cakupan Jaminan sosial lanjujt usia non potensial
	102
	245
	 

	 
	 
	Meningkatnya cakupan bantuan permakanan anak terlantar dalam panti
	700
	700
	 

	 
	 
	Meningkatnya cakupan bantuan permakanan lanjut usia terlantar dalam panti
	100
	125
	 

	 
	 
	Meningkatnya cakupan bantuan permakanan penyandang disabilitas dalam panti
	150
	180
	 

	8
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	 
	 
	1.404
	Dinsosnaker trans

	 
	
	Meningkatnya Karang Taruna  (KT)yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
	40
	400
	Dinsosnaker trans

	 
	 
	Meningkatnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
	92
	400
	 

	 
	 
	Meningkatnya Organisasi Sosial (Orsos) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
	21
	390
	 

	 
	 
	Meningkatnya Kinerja TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	42
	151
	 

	 
	 
	Meningkatnya Kinerja Tagana dalam penanganan korban bencana
	52
	62
	 

	9
	Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Meningkatnya kemampuan  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesos
	100%
	2.205
	Dinsosnaker trans

	10
	Program Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
	Terpenuhinya penanganan penanggulangan bagi korban bencana alam 
	100%
	473
	Dinsosnaker trans

	11
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	 
	 
	1.371
	BPBD

	 
	
	Terpenuhinya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	10 kali Sosialisasi
	121
	BPBD

	 
	 
	Terbentuknya pelajar SMP/SMU sederajat peduli bencana di Kab. Garut
	12 kali Sosialisasi
	121
	BPBD

	 
	 
	Terbentuknya relawan yang tangguh untuk menghadapi bencana alam di Kab. Garut
	3 simulasi
	220
	BPBD

	 
	 
	Tersedianya dokumen skenario rencana kontijensi gunung api papandayan dan gunung guntur
	2 Gunung Api
	424
	BPBD

	 
	 
	Tersedianya dokumen skenario rencana kontijensi Syunami
	7 Kec. Garsel
	200
	BPBD

	 
	 
	Tersedianya dokumen rencana Penanggulangan bencana
	-
	-
	BPBD

	 
	 
	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
	5 kec
	286
	BPBD

	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	 
	 
	319
	BPBD

	 
	
	Meningkatnya kapasitas operator SIPKD
	-
	-
	BPBD

	 
	 
	Meningkatnya Kinerja Aparatur yang berkompetensi dalam analisis penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana
	75 Orang
	94
	BPBD

	 
	 
	Terpenuhinya Perundang-undangan Tentang Kebencanaan
	-
	-
	BPBD

	 
	 
	Terbentuknya Tim reaksi Cepat (TRC) yang tangguh dalam Penanggulangan Bencana di kabupaten Garut.
	90 Orang
	225
	BPBD

	13
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
	 
	 
	178
	BPBD

	 
	
	Terpenuhinya pemantapan monitoring pelaksanaan bantuan dana berpola hibah di kawasan bencana
	-
	-
	BPBD

	 
	 
	Terpenuhinya pemantapan struktur bangunan di kawasan bencana melalui rumah siap bangun pasca bencana
	3 Kec.
	178
	BPBD

	14
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
	 
	 
	834
	BPBD

	 
	
	Terpenuhinya penyusunan profile daerah rawan bencana
	8 jenis/42 Kec
	165
	BPBD

	 
	
	Terpenuhinya kebutuhan dan data dalam penanggulangan bencana
	10 Kec.
	169
	BPBD

	 
	 
	Terpenuhinya data laporan hasil melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan
	28 buku
	182
	BPBD

	 
	 
	Terpenuhinya kepedulian masyarakat pada penanggulangan bencana
	140 Orang
	121
	BPBD

	 
	 
	Terpenuhinya pemantapan struktur bangunan di kawasan bencana
	150 orang
	198
	BPBD

	15
	Program Pengembangan Data/Informasi
	Terpenuhinya analisis data/informasi perencanaan pembangunan di kawasan rawan bencana
	3 Kec.
	413
	BPBD

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	URUSAN KETENAGAKERJAAN

	1
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	 
	 
	2.555
	 Dinsosnaker trans 

	 
	
	Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi
	272
	850
	 Dinsosnaker trans 

	 
	 
	Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat
	304
	855
	 

	 
	 
	Jumlah pencari kerja yang dilatih kewirausahaan
	170
	250
	 

	 
	 
	Meningkatnya peralatan diklat bagi pencari kerja 
	1
	100
	 

	 
	 
	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan parasarana BLK
	12
	200
	 

	 
	 
	Meningkatnya Rehabilitasi sedang/berat sarana dan parasarana BLK
	2
	300
	 

	 
	 
	Meningkatnya sarana dan prasarana Diklat (Asrama)
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya perencanaan tenaga kerja makro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	 
	 
	8.520
	 Dinsosnaker trans 

	 
	
	Meningkatnya penyusunan informasi bursa tenaga kerja
	14.000
	160
	 Dinsosnaker trans 

	 
	 
	Meningkatnya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
	2.000
	140
	 

	 
	 
	Meningkatnya penyiapan tenaga kerja siap pakai
	208
	1.030
	 

	 
	 
	Meningkatnya pemberian kerja sementara melalui sisten padat karya (PKS-PK)/penyerapan tenaga kerja
	5.500
	5.500
	 

	 
	 
	Meningkatnya perluasan kerja melalui Padat Karya Produktif (PKP)
	300
	140
	 

	 
	 
	Meningkatnya pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri
	80
	500
	 

	 
	 
	Meningkatnya pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
	40
	200
	 

	 
	 
	Meningkatnya sarana dan parasarana perluasan kesempatan kerja (pembangunan Gray Tenaga kerja)
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur
	1
	200
	 

	 
	 
	Meningkatnya wirausaha baru melslui pemberdayaan eks TKI/TKM
	40
	200
	 

	 
	 
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui terapan TTG
	40
	200
	 

	 
	 
	Meningkatnya pegembangan pemberdayaan masyarakat melalui Padat karya produktif (PKP)
	60
	250
	 

	3
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	 
	 
	1.505
	 Dinsosnaker trans 

	 
	
	Meningkatnya Jumlah perusahaan yang diperiksa
	80
	250
	 Dinsosnaker trans 

	 
	
	Meningkatnya pembinaan/sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di perusahaan 
	150
	175
	 

	 
	 
	Meningkatnya pembinaan dan pembentukan sarana hubungan industrial
	70
	150
	 

	 
	 
	Meningkatnya penyelesaian kasus PHI 
	100%
	125
	 

	 
	 
	meningkatnya pencapaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
	97%
	250
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah kepertaan Jamsostek
	5
	70
	 

	 
	 
	Jumlah peralatan K3 di perusahaan 
	50
	75
	 

	 
	 
	Meningkatnya pembinaan pekerja anak
	120
	140
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah panitia keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
	20
	100
	 

	 
	 
	Meningkatnya pemberdayaan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
	30
	100
	 

	 
	 
	Meningkatnya pendataan sarana hubungan industrial di perusahaan
	25
	70
	 

	VII
	URUSAN TRANSMIGRASI (PILIHAN)

	1
	Program Transmigrasi Lokal
	Jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif
	40
	140
	 Dinsosnaker trans 

	2
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	 
	 
	495
	 Dinsosnaker trans 

	 
	
	Meningkatnya Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi
	4
	170
	 Dinsosnaker trans 

	 
	 
	Meningkatnya Jumlah perjanjian kerjasama/MOU penyelenggaraan transmigrasi
	2
	70
	 Dinsosnaker trans 

	 
	 
	Meningkatnya Jumlah transmigran yang ditempatkan
	25
	255
	 Dinsosnaker trans 

	VIII
	URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

	1
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	 
	 
	495
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	
	Jumlah Dokumen Pendataan potensi kepemudaan
	1
	 
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	 
	Jumlah Dokumen Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemuda
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Dokumen Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan kewirusahaan bagi pemuda
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	 
	 
	440
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	
	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
	1
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
	1
	 
	 

	3
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
	 
	 
	110
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	
	 Jumlah Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 
	1
	 
	 

	4
	Program Pengembangan Kebijakan don Manajemen Olah Raga
	 
	 
	330
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	
	 Jumlah Dokumen Pengembangan perencanaan olah raga terpadu 
	1
	 
	 

	 
	
	 Jumlah Dokumen Pemantauan dan evaluas pelaksanaan pengembangan olahraga 
	1
	 
	 

	 
	 
	 Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	 
	 
	715
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	
	 Jumlah Kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 
	1
	 
	 

	 
	 
	 Jumlah Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 
	1
	 
	 

	 
	 
	 Jumlah Kegiatan Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 
	1
	 
	 

	6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	 
	 
	1.760
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	 
	
	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga
	5
	 
	 

	 
	
	terpeliharanya kualiats sarana / prasarana olahraga
	3
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olah raga
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	URUSAN KEBUDAYAAN

	1
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	kajian, SDM
	                3 
	500
	 Disbudpar 

	2
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	kajian, SDM
	                2 
	400
	 Disbudpar 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	Kajian Seni
	                6 
	1.500
	 Disbudpar 

	 
	
	Fasilitasi Seni
	                1 
	 
	 

	 
	
	Gelar Seni
	                1 
	 
	 

	 
	 
	Misi Seni
	                1 
	 
	 

	 
	 
	SDM Seni
	                1 
	 
	 

	 
	 
	Tempat Seni dan Budaya
	                1 
	 
	 

	 
	 
	Organisasi Seni dan Budaya
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	URUSAN KETAHANAN PANGAN

	1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan
	125
	6.000
	BKP

	 
	
	Meningkatnya Ketersediaan Energi Masyarakat
	1782,3
	 
	 

	 
	
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah
	100
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya Cadangan pangan Masyarakat
	612
	 
	 

	 
	 
	Berkembangnya Lumbung Pangan Masyarakat
	289
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	URUSAN PERTANIAN & URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PILIHAN)

	 
	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

	1
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Meningkatnya pendapatan usahatani :
	 
	5.547
	Dinas TPH

	 
	
	- Usahatani padi (%)
	                3 
	-
	 

	 
	
	- Usahatani palawija (%)
	                3 
	-
	 

	 
	 
	- Usahatani sayuran (%)
	                5 
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	Pemberian subsisi pupuk dan benih (Orang)
	1000
	-
	 

	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program Peningkatan Produksi Pertanian
	Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :
	 
	12.147
	Dinas TPH

	 
	
	-Padi (Kw/Ha)
	61,19
	-
	 

	 
	
	-Jagung (Kw/Ha)
	68,94
	-
	 

	 
	 
	-Kedele (Kw/Ha)
	16,30
	-
	 

	 
	 
	-Kacang Tanah (Kw/Ha)
	16,52
	-
	 

	 
	 
	-Kacang Hijau (Kw/Ha)
	10,79
	-
	 

	 
	 
	-Ubi Kayu (Kw/Ha)
	215,16
	-
	Dinas TPH

	 
	 
	-Ubi Jalar (Kw/Ha)
	135,61
	-
	Dinas TPH

	 
	 
	-Sayuran (Kw/Ha)
	185,73
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tercapainya sasaran  produksi tanaman pangan dan hortikultura :
	 
	 
	 

	 
	 
	-Padi (Ton)
	833.280
	-
	 

	 
	 
	-Jagung (Ton)
	354.506
	-
	 

	 
	 
	-Kedele (Ton)
	16.263
	-
	 

	 
	 
	-Kacang Tanah (Ton)
	25.888
	-
	 

	 
	 
	-Kacang Hijau (Ton)
	2.051
	-
	 

	 
	 
	-Ubi Kayu (Ton)
	470.129
	-
	 

	 
	 
	-Ubi Jalar (Ton)
	72.782
	-
	 

	 
	 
	-Sayuran (Ton)
	640.834
	-
	 

	 
	 
	-Buah-buahan (Ton)
	314.933
	-
	 

	 
	 
	-Tanaman Hias (Tangkai)
	31.720
	-
	 

	 
	 
	-Tanaman Obat (Kg)
	8.361.097
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi  Pertanian
	Terbangunnya sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani (Kelompok)
	5,00
	2.055
	Dinas TPH

	 
	
	Berkembangnya kawasan pertanian organik (Ha)
	10
	            - 
	Dinas TPH

	 
	
	Menurunnya tingkat kehilangan hasil (%)
	13
	            - 
	Dinas TPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat :
	 
	7.438
	Dinas TPH

	 
	
	- Beras (Ton/Tahun)
	      262.226 
	-
	 

	 
	
	- Kacang-kacangan (Ton/Tahun)
	        56.898 
	-
	 

	 
	 
	- Jagung (Ton/Tahun)
	        41.313 
	-
	 

	 
	 
	- Umbi-umbian (Ton/Tahun)
	      194.937 
	-
	 

	 
	 
	- Sayuran (Ton/Tahun)
	      162.530 
	-
	 

	 
	 
	- Buah-buahan (Ton/Tahun)
	      148.430 
	-
	Dinas TPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Terwujudnya Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (%)
	92
	            - 
	 

	 
	 
	Terwujudnya pembangunan kawasan sentra produksi (lokasi)
	3
	            - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Program Pengembangan Jaringan Irigasi  Pedesaan
	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi desa (Ha)
	500,00
	2.720
	Dinas TPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil  Produksi Pertanian
	Berkembangnya kelembagaan usaha tani yang berbasis agribisnis dan agroindustri (Kelompok)
	10,00
	1.855
	Dinas TPH

	 
	 
	Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah (%)
	32
	            - 
	 

	 
	 
	Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Unit)
	1
	            - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PERKEBUNAN

	1
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Bertambahnya jumlah
Petani Perkebunan yang 
mengikuti Pelatihan (Orang)
	575
	871
	Disbun

	2
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan
	Penguatan Kelembagaan
Tani Perkebunan (Kelompok)
	59
	281
	Disbun

	3
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Terwujudnya pengembangan pertanian pada lahan kerig (ha
	450
	2.057
	Disbun

	4
	Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
	Tersedianya bibit unggul perkebunan (jenis)
	2
	8.324
	Disbun

	 
	
	Terpenuhinya kebutuhan pupuk (jenis)
	3
	 
	 

	5
	Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu 
Tanaman Perkebunan
	Peningkatan produksi
komoditi Perkebunan (%):
	3,97
	630
	Disbun

	 
	
	Laju peningkatan produktivitas komoditi perkebunan (%)

	2,6
	 
	Disbun

	6
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
	 
	 
	513
	Disbun

	 
	
	Prosentase Pencapaian pemenuhan tegakan per Ha
	56
	 
	 

	 
	
	Prosentase Peningkatan 
lahan konservasi dari tahun sebelumnya 
	2
	 
	 

	7
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
	Prosentase Peningkatan
Unit Pengolahan Hasil Perkebunan
	2
	875
	Disbun

	8
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
	Prosentase Peningkatan
Pemasaran Hasil Perkebunan 
	1,5
	786
	Disbun

	9
	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
	Tersedianya peta komoditas perkebunan (buah)
	1
	769
	Disbun

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

	1
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/peternak
 
	 
	 
	       275 
	Disnakkanla

	 
	
	Peningkatan  kelembagaan dan sarana prasarana usaha pelaku agribisnis peternakan (kelompok)
	                5 
	        200 
	 

	2
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Meningkatnya Populasi Ternak :
	 
	17.122 
	Disnakkanla

	 
	
	- Sapi perah (ekor)
	        14.178 
	3.058
	 

	 
	
	- Sapi potong (ekor)
	        32.600 
	5.800
	 

	 
	
	- Kerbau (ekor)
	        15.110 
	1.440
	 

	 
	
	- Domba (ekor)
	   1.363.733 
	3.200
	 

	 
	 
	- Kambing (ekor)
	        90.625 
	2.540
	 

	 
	 
	- Ayam Buras (ekor)
	   1.650.809 
	265
	 

	 
	 
	- Ayam Ras Pedaging (ekor)
	      576.413 
	205
	 

	 
	 
	- Itik (ekor)
	      287.630 
	         69 
	 

	 
	 
	- Lainnya (ekor)
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan :
	 
	 
	 

	 
	 
	- Daging Sapi (kg)
	   1.601.742 
	
	 

	 
	 
	- Daging Domba (kg)
	   1.216.675 
	
	 

	 
	 
	- Daging Ayam Ras (kg)
	      943.264 
	
	 

	 
	 
	- Daging Ayam Buras (kg)
	   3.104.982 
	
	 

	 
	 
	- Susu (liter)
	  20.018.359 
	
	 

	 
	 
	- Telur (kg)
	   2.426.407 
	
	 

	3
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
	 
	 
	       800 
	Disnakkanla

	 
	
	Penerapan teknologi pengolahan limbah pertanian untuk pakan ternak (kelompok)
	                2 
	        100 
	Disnakkanla

	 
	
	Penerapan dan peningkatan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna (kelompok)
	                8 
	        200 
	 

	 
	 
	Peningkatan nilai tambah usaha peternakan melalui penerapan teknologi pengolah limbah ternak (kelompok)
	                5 
	        500 
	 

	4
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	 
	 
	300
	Disnakkanla

	 
	
	 Meningkatnya sarana prasarana tataguna lahan dan air untuk usaha peternakan (lokasi)
	                2 
	        200 
	Disnakkanla

	 
	
	Terlaksananya pendataan ketersediaan dan permintaan produk peternakan perikanan dan kelautan (kali)
	              12 
	        100 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Program Pengembangan Agribisnis
	 
	 
	    1.900 
	Disnakkanla

	 
	
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Produksi Peternakan (kelp)
	              10 
	        500 
	Disnakkanla

	 
	 
	Pengembangan SentraBibit/Village Breeding Center (VBC) (Desa)
	                5 
	     1.000 
	 

	 
	 
	Meningkatnya tatalaksana usaha peternakan (sektor hilir/off farm)
	                4 
	        400 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan 
	 
	 
	       650 
	Disnakkanla

	 
	
	Meningkat dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar hewan (unit)
	                1 
	        400 
	Disnakkanla

	 
	
	Fasilitasi kemitraan pemasaran hasil peternakan (kali) 
	                1 
	         75 
	 

	 
	 
	Terpromosikannya produk-produk unggulan hasil peternakan (kali pameran)
	                4 
	         50 
	 

	 
	 
	Terlaksananya bimbingan teknis kelembagaan dan pelaku pemasaran ternak (kali)
	                2 
	         75 
	 

	 
	 
	Terlaksananya promosi ternak unggulan daerah/kontes ternak (kali)
	                3 
	         50 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	 
	 
	    1.182 
	Disnakkanla

	 
	
	Vaksinasi dan eliminasi pada HPR (Hewan Penular Rabies) dan Unggas:
	 
	
	 

	 
	 
	- Vaksinasi AI (Flu burung) (ekor)
	      100.000 
	110
	 

	 
	 
	- Vaksinasi Rabies (ekor)
	          1.200 
	22
	 

	 
	 
	- Eliminasi hewan terjangkit Rabies (ekor)
	          1.000 
	25
	 

	 
	 
	- Depopulasi Unggas (ekor)
	        10.000 
	25
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Program Pengembangan budidaya Perikanan
	 
	 
	11.005 
	Disnakkanla

	 
	
	Produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton)
	        33.162 
	   10.955 
	Disnakkanla

	 
	 
	Produksi perikanan kolam air deras (ton)
	            796 
	 
	 

	 
	 
	Produksi perikanan budidaya sawah (ton)
	        23.213 
	 
	 

	 
	 
	Produksi perikanan budidaya tambak (ton)
	            796 
	 
	 

	 
	 
	Jumlah benih ikan untuk budidaya (ribu ekor)
	      564.816 
	 
	 

	 
	 
	Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan
	 
	 
	 

	 
	 
	- Ikan Mas (ton)
	        28.584 
	 
	 

	 
	 
	- Ikan Nila (ton)
	        27.705 
	 
	 

	 
	 
	- Udang Vaname (ton)
	            598 
	 
	 

	 
	 
	- Lele (ton)
	          1.000 
	 
	 

	 
	 
	- Gurame (ton)
	              27 
	 
	 

	 
	 
	- Ikan Lainnya (ton)
	          8.659 
	 
	 

	 
	 
	- Ikan Hias (ekor)
	   1.750.000 
	 
	 

	 
	 
	Penebaran ikan diperairan umum/situ (ekor)
	      200.000 
	 
	 

	 
	 
	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) (unit)
	 
	 
	 

	 
	 
	- Balai benih ikan (ekor)
	   6.000.000 
	 
	 

	 
	 
	- Balai benih ikan hias (ekor)
	        70.000 
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan kelompok usaha perikanan (kelompok)
	              40 
	         50 
	Disnakkanla

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	 
	 
	       275 
	Disnakkanla

	 
	
	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir (kelompok)
	                5 
	         75 
	Disnakkanla

	 
	
	Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana usaha kelompok ekonomi masyarakat pesisir (kelompok)
	                5 
	        200 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
	 
	 
	    4.607 
	Disnakkanla

	 
	
	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (unit) 
	              10 
	2.000
	Disnakkanla

	 
	
	Meningkatnya sarana prasarana budidaya perikanan (kelompok)
	              20 
	500
	 

	 
	 
	Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan tawar (paket/unit)
	                3 
	150
	 

	 
	 
	Pengembangan usaha kawasan minapolitan:
	 
	-
	 

	 
	 
	- Kelembagaan usaha mandiri (Kelompok)
	                6 
	150
	 

	 
	 
	- Sarana dan prasarana budidaya (unit)
	              12 
	1.800
	 

	 
	 
	- Produksi (ton)
	        16.265 
	
	 

	 
	 
	Penerapan teknologi budidaya sesuai standar
	 
	
	 

	 
	 
	- CPIB (kelompok/orang)
	                1 
	1
	 

	 
	 
	- CBIB (kelompok/orang)
	              15 
	5
	 

	 
	 
	Monitoring hama dan penyakit ikan (kali pertahun)
	                4 
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	 
	 
	    3.880 
	Disnakkanla

	 
	
	Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap (ton)
	          4.284 
	 
	Disnakkanla

	 
	 
	Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan (kelompok)
	              36 
	        720 
	 

	 
	 
	Terlaksananya pembinaan/pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (kelompok)
	              36 
	        360 
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah armada tangkap /Kapal Motor (unit) 
	                2 
	        700 
	 

	 
	 
	Peningkatan jumlah Rumponisasi (buah)
	                5 
	        250 
	 

	 
	 
	Meningkatnya sarana prasarana TPI/PPI (unit)
	                2 
	        350 
	 

	 
	 
	Terlaksananya peningkatan sarana pelabuhan perikanan (lokasi)
	                1 
	     1.500 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
	 
	 
	575
	Disnakkanla

	 
	
	Tersertifikasinya Kelembagaan usaha perikanan (kelompok)
	              10 
	50
	Disnakkanla

	 
	
	Fasilitasi kemitraan pelaku usaha perikanan (kali)
	                2 
	300
	 

	 
	 
	Terlaksananya promosi produk hasil olahan perikanan (kali)
	                2 
	75
	 

	 
	 
	Terlaksananya promosi ikan unggulan daerah (kontes ikan)
	                4 
	50
	 

	 
	 
	Meningkatnya sarana prasarana Pasar Ikan (paket)
	              12 
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
	Terlaksananya aktivitas pembinaan dan peningkatan sarana pengawasan Pokmaswas (Kelompok pertahun)
	                8 
	       160 
	Disnakkanla

	14
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
	Terlaksananya pembinaan Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (kali pertahun) 
	                4 
	       100 
	Disnakkanla

	15
	Program Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
	Terlaksananya pembinaan mitigasi bencana alam laut (kali pertahun) 
	                1 
	         75 
	Disnakkanla

	16
	Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
	Terlaksananya pembinaan budaya masyarakat alam mendukung pelestarian sumberdaya pesisir dan laut (kali pertahun)
	                1 
	       100 
	Disnakkanla

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BP4K

	1
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	 
	 
	6.360
	BP4K

	 
	
	Terselenggaranya pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	85 Pel usaha
	108
	 

	 
	 
	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan gabungan kelompok tani
	45 Gaptan
	225
	 

	 
	 
	Terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan bagi kelompok tani berprestasi
	1 Kali
	75
	 

	 
	 
	Terfasilitasinya Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Tidur
	3 Paket
	350
	 

	2
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	 
	 
	425
	BP4K

	 
	
	Terbinanya pelaku Usaha yang mengelola sumber pangan alternatif
	42 Pelaku Usaha
	200
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Pelatihan penanganan pasca panen & pengolahan hasil pertanian
	85 Pelaku Usaha
	225
	 

	3
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
	 
	 
	725
	BP4K

	 
	
	Terfasilitasinya promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan Tk. Kab. Tk. Prov. Tk. Nasional
	150 Org
	525
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Pelatihan Penyuluhan Kualitas&Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang dipasarkan
	90 Pelaku Usaha
	200
	 

	4
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
	 
	 
	2.415
	BP4K

	 
	
	Terlaksananya Kegiatan bimbingan teknis kaji terap komponen teknologi komoditas Hortikultura
	1
	30
	 

	 
	 
	Terbangunnya unit percontohan teknologi pengolahan limbah organik
	8
	400
	 

	 
	 
	Terbangunnya unit percontohan PTT Padi Sawah
	42
	420
	 

	 
	 
	Terbangunnya percontohan PTT Padi Gogo
	3
	60
	 

	 
	 
	Terbangunnya percontohan PTT Jagung
	8
	160
	 

	 
	 
	Terbangunnya percontohan PTT Kedelai
	4
	80
	 

	 
	 
	Terbangunnya percontohan PTT Kacang tanah
	3
	60
	 

	5
	Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan
	 
	 
	1.220
	BP4K

	 
	
	Terbangunnya percontohan peningkatan indek pertanaman
	8
	80
	 

	 
	
	Terbangunnya percontohan budidaya pertanian organik
	6
	120
	 

	 
	 
	Terlaksananya kaji terap/percontohan penggunaan bibit unggul pertanian perkebunan 
	8
	80
	 

	 
	 
	Terlaksananya percontohan pembibitan tanaman perkebunan spesifik lokasi
	8
	240
	 

	6
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
	 
	 
	3.337
	BP4K

	 
	
	Terselenggaranya Identifikasi Potensi Wilayah Penyuluh (PRA)
	42 Paket
	160
	 

	 
	
	Terfasilitasinya Pendampingan Penyuluh Pertanian
	210 Paket
	126
	 

	 
	 
	Terfasilitasinya Pendampingan Penyuluh Kehutanan
	42 Paket
	25
	 

	 
	 
	Terfasilitasinya Pendampingan Penyuluh Perikanan
	42 Paket
	25
	 

	 
	 
	Terfasilitasinya Kegiatan Forum P4S dan Kelembagaannya
	5 Paket
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	 
	 
	770
	BP4K

	 
	
	Terselenggaranya pelatihan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
	85 Pelaku Usaha 
	100
	 

	8
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	Terselenggaranya pelatihan penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
	80 Pelaku Usaha 
	100
	BP4K

	9
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
	Terlaksananya percontohan penerapan teknologi peternakan tepat guna
	8 Kelmpk
	400
	BP4K

	10
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	 
	 
	400
	BP4K

	 
	
	Terbangunnya percontohan hutan rakyat
	8
	80
	 

	11
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
	 
	 
	590
	BP4K

	 
	
	Terbangunnya sentra penyuluhan kehutanan pedesaaan
	3
	150
	 

	12
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas SDM Pelaku Utama Sektor Kehutanan
	1 Angkt
	30
	BP4K

	13
	Program Peningkatan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
	Tersosialisasikannya pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya kelautan
	2 Paket
	75
	BP4K

	14
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pemberdayaan Sumberdaya Laut
	Tersosialisasikannya pengetahuan dan wawasan tentang hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut
	2 Paket
	75
	BP4K

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	 
	 
	750
	BP4K

	 
	
	Terbangunnya percontohan budidaya bibit ikan unggulan spesifik lokasi
	6
	180
	BP4K

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	URUSAN KEHUTANAN  (PILIHAN)

	1
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
	 
	 
	34.773
	Dishut

	 
	
	Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 17.500 Ha
	3.500,00
	29.942
	Dishut

	 
	 
	Tertata dan terbangunnya sarana prasarana hutan kota seluas 43,6 ha (21 lokasi)
	1,00
	 
	 

	2
	Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
	Pembuatan : 
	 
	350
	Dishut

	 
	
	Teridentifikasinya tegakan Hutan Rakyat 20 Kecamatan
	4,00
	 
	 

	3
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	 
	 
	1.620
	Dishut

	 
	
	Identifikasi dan penanganan areal hutan rawan bencana longsor (paket)
	1,00
	 
	 

	 
	 
	Pemberdayaan Kelompok Pengamanan Hutan Swakarsa (kelompok)
	5,00
	 
	 

	 
	 
	Identifikasi dan inventarisasi potensi dan jenis populasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi 
	2,00
	620
	Dishut

	 
	 
	Terbentuk dan terbinanya kader konservasi 
	3,00
	 
	 

	 
	 
	Terbangunnya Model desa Konservasi di desa Sekitar Hutan konservasi 
	2,00
	 
	 

	4
	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
	 
	 
	2.400
	Dishut

	 
	
	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan
	3,00
	 
	 

	 
	 
	Bertambahnya komoditi HHBK unggulan dan HHBK lainnya 
	6,00
	 
	 

	 
	 
	meningkatnya kapasitas pelaku usaha HHBK
	25,00
	 
	 

	 
	 
	penambahan jumlah pelaku usaha yang menerapkan teknologi
	3,00
	 
	 

	 
	 
	Penambahan sarana dan prasarana Jamur Kayu, Sutera alam, lebah madu, tanaman bambu dan HHBK lainnya.
	25,00
	 
	 

	 
	 
	Terbangunnya PHBM di desa Sekitar Hutan
	5,00
	 
	 

	 
	 
	Bertambahnya jumlah Penerbit SKAU di daerah yang memiliki potensi Hasil Hutan Hak
	60,00
	400
	Dishut

	 
	 
	Bertambahnya industri pengolahan kayu yang memiliki IUIPHHK/Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan meningkatnya jumlah tenaga kerja
	5,00
	 
	 

	5
	Program Perencanaan dan pengembangan hutan
	Tersedianya produsen kayu rakyat bersertifikat
	3,00
	280
	Dishut

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	URUSAN PARIWISATA (PILIHAN)

	1
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan
	2.465.500
	1.000
	 Disbudpar 

	2
	Program Pengembangan Kemitraan
	Meningkatnya SDM Pariwisata (kali)
	                2 
	800
	 Disbudpar 

	3
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya Promosi Wisata (6 objek wisata unggulan)
	6,00
	1.250
	 Disbudpar 

	XIV
	URUSAN INDUSTRI (PILIHAN)

	1
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
	 
	 
	1.950
	Disperindagpas

	 
	
	Bidang industri Agro :
	 
	 
	 

	 
	
	Tumbuhnya wirausaha baru yang terampil
	220,00
	525
	Disperindagpas

	 
	 
	Bidang Industri Non Agro :
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru Non Agro
	140,00
	450
	Disperindagpas

	2
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	 
	 
	1.950
	Disperindagpas

	 
	
	Bidang industri Agro :
	 
	 
	 

	 
	
	Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih
	249,00
	825
	Disperindagpas

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bidang Industri Non Agro :
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih (Non Agro)
	21,00
	150
	Disperindagpas

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
	 
	 
	1.700
	Disperindagpas

	 
	
	Bidang industri Agro :
	 
	 
	 

	 
	
	Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri
	10,00
	300
	Disperindagpas

	 
	 
	Bidang Industri Non Agro :
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri Non Agro
	23,00
	350
	Disperindagpas

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
	 
	 
	900
	Disperindagpas

	 
	
	Bidang industri Agro :
	 
	 
	 

	 
	
	Meningkatnya fasilitas pendukung sentra
	2,00
	150
	Disperindagpas

	 
	 
	Bidang Industri Non Agro :
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya kapsitas pendukung Sentra
	1,00
	100
	Disperindagpas

	5
	Program Penataan Struktur Industri
	 
	 
	600
	Disperindagpas

	 
	
	Bidang industri Agro :
	 
	 
	 

	 
	
	Meningkatnyaketerkaitan produksi hulu -hilir
	2,00
	200
	Disperindagpas

	 
	 
	Bidang Industri Non Agro :
	 
	 
	 

	 
	 
	Meningkatknya keterkaitan produksi hulu-hilir
	1
	100
	Disperindagpas

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XV
	URUSAN PERDAGANGAN  (PILIHAN)

	1
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	 
	 
	14.050
	Disperindagpas

	 
	
	Tersedianya sarana pasar yang baru
	2,00
	3.000
	 

	 
	
	Tertatanya lingkungan pasar tradisional
	1,00
	300
	 

	 
	 
	Tersedianya infrastruktur pasar yang memadai
	3 pasar
	8.000
	 

	2
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	 
	 
	2.450
	Disperindagpas

	 
	
	Jumlah kegiatan pembinaan
	1,00
	100
	 

	 
	
	Jumlah kegiatan penyuluhan
	1,00
	100
	 

	 
	
	Penyediaan Lokasi PKL
	1,00
	2.000
	 

	 
	 
	Penyediaan Gudang PKL
	 
	 
	 

	 
	 
	BIDANG PASAR :
	 
	 
	Disperindagpas

	 
	 
	Lokasi untuk PKL Pasar
	 
	250
	 

	3
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	 
	 
	275
	Disperindagpas

	 
	
	Terpromosikannya produk-produk unggulan dari Kabupaten Garut
	2,00
	200
	 

	 
	
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan (kali)
	 
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya pelatihan ekspor (kali)
	1,00
	75
	 

	4
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	 
	 
	400
	Disperindagpas

	 
	
	Tersedianya sarana kebersihan pasar berupa TPS, Mobil Sampah, Loader
	3 pasar
	400
	 

	5
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	 
	 
	1.595
	DISPERINDAGPAS

	 
	
	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajibannya
	15 Kec.
	125
	Disperindagpas

	 
	 
	Meningkatnya pelayanan tera dan tera ulang 
	14 Kec.
	150
	Disperindagpas

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XVI
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	1
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
	Meningkatnya produktifitas usaha Mikro kecil
	144
	8.799
	Diskop UKM

	2
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	 
	 
	2.585
	Diskop UKM

	 
	
	Meningkatnya kompetensi dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan melalui pelatihan dan kemitraan dengan investor
	1.250
	1.210
	Diskop UKM

	 
	
	Meningkatnya kerjasama usaha KUMKM dengan BUMN, Perbankan dan agen/Grosir 
	194
	182
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	 
	 
	2.487
	Diskop UKM

	 
	
	Meningkat dan berkembangnya usaha UMKM yang di dukung oleh penerapan teknologi dan permodalan usaha
	          5.719 
	1.243
	Diskop UKM

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	 
	 
	5.453
	Diskop UKM

	 
	
	Kuatnya kelembagaan Koperasi serta meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas
	          1.710 
	2.727
	Diskop UKM

	 
	
	Terwujudnya Koperasi sehat organisasi dan usaha 
	225
	242
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XVII
	URUSAN PENANAMAN MODAL

	1
	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
	Prosentase peningkatan  realisasi investasi 
	6,00%
	2.776
	BPMPT

	 
	
	Prosentase penyelesaian perizinan 
	100%
	 
	BPMPT

	 
	
	Prosentase peningkatan IKM
	82,70%
	 
	BPMPT

	2
	Program Peningkatan promosi dan kerjasama ivestasi
	Prosentase peningkatan minat investasi daerah 
	6,00%
	974
	BPMPT

	 
	
	Jumlah kerjasama investasi yang ditandatangani usaha besar dengan UMKM 
	 1 MOU 
	 
	BPMPT

	3
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
	Jumlah  informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan daerah 
	1 sektor
	330
	BPMPT

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XVIII
	URUSAN PEKERJAAN UMUM

	1
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	 
	 
	381.946
	Bina Marga

	 
	
	Lanjutan Pembangunan Jalan By Pass Garut
	Optimalisasi
	0
	Bina Marga

	 
	 
	-Pembangunan Jalan yang ditangani per-tahun
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1. Pembangunan Jalan Baru s/d Perkerasan Lapisan Pondasi Bawah sepanjang 11,80 Km                                                       2. Perencanaan Teknis untuk Jalan Baru oleh konsultan sepanjang 40,00km
	100.537
	 

	 
	 
	-Penggantian / Pembangunan Jembatan yang ditangani per-tahun
	Penggantian Jembatan Cipasarangan 1 Bh
	6.300
	Dinas Bina Marga

	 
	 
	-Peningkatan Jalan Kabupaten yang ditangani per-tahun
	Peningkatan struktur jalan kabupaten sepanjang  68,84km
	151.055
	Dinas Bina Marga

	 
	 
	-Rehabilitasi  Jalan Kota dan Kabupaten yang ditangani per-tahun
	Perbaikan jalan dalam kota / kabupaten sepanjang 116,09km
	124.054
	Dinas Bina Marga

	2
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 
	-Rehabilitasi / Pengaspalan Jalan Non Status yang ditangani per-tahun
	Perbaikan jalan Non Status sepanjang 81,90km
	47.622
	Bina Marga

	3
	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong yang ditangani per tahun
	Pembangunan / rehabilitasi saruran drainase / gorong-gorong sepanjang 2,00Km
	1.080
	Bina Marga

	4
	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
	Pembangunan perkuatan badan jalan yang ditangani per tahun
	Pembangunan perkuatan badan jalan dengan turap / bronjong jalan sebanyak 17pkt
	5.100
	Bina Marga

	5
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	 
	 
	22.616
	Bina Marga

	 
	
	Pemeliharaan rutin jalan kabupaten / dalam kota yang ditangani per tahun
	Pemeliharaan jalan kabupaten / dalam kota sepanjang 403,49km
	19.466
	Bina Marga

	 
	 
	Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten yang ditangani per-tahun
	Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten sebanyak 15 bh
	1.350
	 

	 
	 
	Penanganan sementara jalan dan jembatan Per-tahun
	Penanganan jalan 1 Pkt dan jembatan 1 Pkt akibat bencana alam
	1.800
	 

	6
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
	Penggunaan IRMS / BMS dalam sistim manajemen jalan dan jembatan
	Penyusunan Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt
	360
	Bina Marga

	7
	Program Data Base Jalan dan Jembatan
	Penggunaan IRMS / BMS dalam sistim manajemen jalan dan jembatan
	Penyusunan data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1pkt
	360
	Bina Marga

	8
	Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	 
	 
	5.490
	Bina Marga

	 
	
	Pemeliharaan dan pengadaan  sarana dan prasarana peralatan kebinamargaan
	Pemeliharaan dan Pengadaan alat-alat berat  2Pkt
	5.040
	Bina Marga

	 
	 
	Jumlah alat -alat laboratorium  13unit
	Pemeliharan dan pengadaan alat-alat laboratorium 2Pkt
	450
	Bina Marga

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIX
	URUSAN PERUMAHAN 

	1
	Program Pengembangan Perumahan
	 
	 
	23.048
	Distarkim

	 
	
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan (%)
	55,71%
	12.201
	Distarkim

	 
	 
	Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (Km)
	79,69
	6.364
	Distarkim

	 
	 
	Drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani (Km)
	84,69
	4.483
	Distarkim

	2
	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	Tertanganinya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/domestik (%)
	59,80%
	4.694
	Distarkim

	3
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	 
	 
	11.146
	Distarkim

	 
	
	Terbinanya komunitas perumahan (komunitas)
	11
	2.409
	Distarkim

	 
	
	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi (unit)
	7177
	8.615
	Distarkim

	 
	 
	Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) (unit)
	220
	123
	Distarkim

	 
	 
	Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba (unit)
	 
	 
	Distarkim

	4
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	 
	 
	6.909
	Distarkim

	 
	
	Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran (%)
	48,91%
	6.909
	Distarkim

	5
	Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan
	 
	 
	14.768
	Distarkim

	 
	
	Prosentase Ruang Terbuka Publik (%)
	18%
	7.630
	Distarkim

	 
	
	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan (Km
	25
	3.534
	Distarkim

	 
	 
	Meningkatnya jumlah turap penahan tanah (Km)
	30
	3.604
	Distarkim

	6
	Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
	 
	 
	109.616
	Distarkim

	 
	
	Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum (SR)
	51.086
	9.054
	Distarkim

	 
	
	Cakupan pelayanan air minum di perkotaan (%)
	57,64%
	58.245
	Distarkim

	 
	 
	Optimalisasi instalasi sumber mata air dan unit distribusi (paket)
	9
	7.823
	Distarkim

	 
	 
	Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan (%)
	69,00%
	24.859
	Distarkim

	 
	 
	Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut (%)
	100%
	0
	Distarkim

	 
	 
	Tersedianya Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum (paket)
	100%
	211
	Distarkim

	 
	 
	Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS (desa)
	102
	3.604
	Distarkim

	 
	 
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	8
	5.819
	Distarkim

	7
	Program Penataan Gedung dan Lingkungan
	 
	 
	3.217
	Distarkim

	 
	
	Perencanaan RTBL (dokumen)
	12
	844
	Distarkim

	 
	
	Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan (dokumen)
	29
	826
	Distarkim

	 
	 
	Kajian Bangunan dan lingkungan (kajian)
	6
	176
	Distarkim

	 
	 
	Standarisasi HSBGN dan  Analisa  Harga Satuan Bangunan Gedung & Lingkungan di Kab. Garut
	20
	158
	 

	 
	 
	Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah (gedung)
	30
	844
	Distarkim

	 
	 
	Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Masyarakat/Non Pemerintah (gedung)
	13
	369
	Distarkim

	8
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
	 
	 
	1.547
	Distarkim

	 
	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan (paket)
	9
	1.547
	Distarkim

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XX
	URUSAN PENATAAN RUANG

	1
	Program Perencanaan Tata Ruang
	 
	 
	158
	Distarkim

	 
	
	Tersedianya produk rencana tata ruang (dokumen)
	 
	0
	Distarkim

	 
	 
	Tersedianya produk rencana tata ruang kawasan strategis (dokumen)
	2
	158
	Distarkim

	2
	Program Pemanfaatan Ruang
	 
	 
	703
	Distarkim

	 
	
	Tersedianya data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan (tematik)
	 
	0
	Distarkim

	 
	 
	Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang 
	Sedang
	703
	Distarkim

	3
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	 
	 
	100
	Distarkim

	 
	
	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
	Operasionalisasi BKPRD
	100
	Distarkim

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXI
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

	1
	Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Pencapaian status mutu Sungai Cimanuk dan Situ Besar dengan tingkat cemar sedang dan pelayanan pencegahan pencemaran air, udara dan tanah
	 Status mutu DAS Cimanuk cemar berat, pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan sebesar 60% 
	14.665
	DLHKP

	 
	
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis)
	 60% ( dari 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan) 
	300
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
	 
	 
	 
	DLHKP

	 
	
	Tersusunnya SLHD
	 
	 
	 

	 
	
	Tersusunnya KLHS
	 
	 
	 

	 
	
	Tersedianya data status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa
	 
	 
	 

	 
	 
	Kajian kualitas sumber air permukaan (5 DAS)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
	Terlaksananya pengujian Kualitas Air DAS Cimanuk, Situ dan kualitas udara
	 Terujinya kualitas air  di 1 DAS (3 segmen),  2 situ,  udara sebanyak 20 pengujian, 1 dokumen pra akreditasi  
	280
	DLHKP

	 
	 
	Terlaksananya Pengujian Kualitas Air DAS Cimanuk dan Situ Bagendit
	 3 Segmen Das dan 2 situ 
	120
	 

	 
	 
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara (jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis)
	 20 pengujian 
	110
	 

	 
	 
	Tercapainya akreditasi laboratorium
	 1 dokumen pra akreditasi 
	50
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup
	Sosialisasi dan penghijauan 
	 12 sekolah, 3 lokasi, 100 orang, 1 kajian 
	1.900
	DLHKP

	 
	
	Terbinanya Sekolah Berbudaya Lingkungan
	 12 Sekolah 
	300
	 

	 
	
	Tersedianya kajian kerusakan sumber daya alam ppada kawasan konservasi di Kabupaten Garut
	 
	0
	 

	 
	 
	Tersedianya Data Kerusakan Tanah dan/atau Lahan untuk Produksi Biomassa
	 
	400
	 

	 
	 
	Terpenuhinya pelatihan kader lingkungan hidup
	 100 orang 
	250
	 

	 
	 
	Terlaksananya kampanye peningkatan kapasitas lingkungan 
	 1 lokasi 
	150
	 

	 
	 
	Pembinaan dan penghijauan 
	 1 lokasi 
	300
	 

	 
	 
	Sosialisasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
	 1 lokasi 
	300
	 

	 
	 
	Tercapainya pemahaman pelajar dalam memahami pengelolaan lingkungan hidup
	 14 sekolah 
	200
	 

	5
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	 
	 
	 
	DLHKP

	 
	
	Pantai dan Laut Lestari
	 
	 
	 

	 
	
	Kampanye Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	 
	 
	 

	 
	 
	Peningkatan dan Konservasi Sda di Kec. Kadungora
	 
	 
	 

	 
	 
	Kajian ekologi keanekaragamanhayati di kawasan konservasi Kabupaten Garut
	 
	 
	 

	 
	 
	Kajian laju sedimentasi di DAS Cimanuk Kabupaten Garut
	 
	 
	 

	 
	 
	Koordinasi penataan kawasan lindung
	 
	 
	 

	 
	 
	Pemetaan muka air tanah dan air tanah dalam di wilayah kritis di Kabupaten Garut
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pogram Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
	 
	 
	 
	DLHKP

	 
	
	Rehabilitasi hutan dan Lahan
	 
	 
	 

	 
	
	Terlindunginya cadangan sumber daya alam
	 
	 
	 

	 
	
	Terlindunginya cadangan sumber daya alam
	 
	 
	 

	 
	 
	Sosialisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	 
	 
	 

	 
	 
	Pemulihan pembinaan dan Pengawasan Rehabilitasi Lahan Kritis
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
	Tersedianya data dan penghijauan sempadan pesisir pantai
	4 lokasi
	675
	DLHKP

	 
	
	Tersedianya Data Kerusakan Padang Lamun dan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Garut
	 1 lokasi 
	175
	 

	 
	 
	Terlindunginya ekosistem laut
	 1 lokasi 
	150
	 

	 
	 
	Tertanamnya bibit tanaman
	 2 lokasi 
	350
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
	Penghijauan di kawasan konservasi
	 
	 
	DLHKP

	 
	
	Terlaksananya penghijauan di kawasan konservasi
	 
	 
	 

	 
	
	Terlaksananya penghijauan di pesisir pantai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Program Pengelolaan Kawasan Lindung
	Perlindungan sumber mata air
	 
	700
	DLHKP

	 
	
	Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis
	 1 lokasi 
	200
	 

	 
	 
	Terciptanya kota bersih dan hijau
	 1 lokasi 
	150
	 

	 
	 
	Meningkatnya Sumber resapan air disekitar sumber mata air
	 2 lokasi 
	350
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	Tersedianya data  dan pengembangan masyarakat adaptif perubahan iklim
	 1 paket data, 1 lokasi 
	600
	DLHKP

	 
	
	Tersedianya kajian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Garut
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya data GRK
	 1 paket data 
	300
	 

	 
	 
	penataan kampung iklim
	 1 lokasi 
	300
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	cakupan pelayanan persampahan
	 11 kec, 39% 
	34.093
	DLHKP

	 
	
	Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah (penyediaan BBM)
	 11 ke 
	4.200
	 

	 
	 
	Tersedia ban kendaraan angkutan sampah
	 204 bh, 4 bh 
	472
	 

	 
	 
	tersedianya peralatan kebersihan dan honorarium petugas kebersihan
	 srikandi 110 orang, tenaga sukwan 70 org 
	1.650
	 

	 
	 
	Tersedianya biaya operasional (uang lembur) pengelola kebersihan
	 253 orang 
	884
	 

	 
	 
	Tersedianya Cuci dan Tambal Ban Kendaraan
	 38 kendaraan, 1 loader, 25 triseda 
	757
	 

	 
	 
	Terpeliharanya sarana angkutan sampah
	 38 kendaraan, 1 loader, 25 triseda 
	1.200
	 

	 
	 
	 Raperda Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya gerobak sampah
	 30 unit 
	100
	 

	 
	 
	Tersediananya Dokumen Manajemen Persampahan
	 
	 
	 

	 
	 
	alat angkut sampah/dumptruck
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya TPS
	 10 unit 
	150
	 

	 
	 
	Diperbaikinya TPS
	 5 unit 
	50
	 

	 
	 
	Tersedianya Sukucadang dan Service Alat Berat
	 1 leader, 1 buldozer, 1 beco 
	300
	 

	 
	 
	Tersedianya BBM Alat Berat
	 1 leader, 1 buldozer, 1 beco 
	880
	 

	 
	 
	Tertatanya TPA Pasir Bajing
	 1 lokasi 
	250
	 

	 
	 
	Adanya peran serta masyarakat di sekitar TPA Pasir Bajing
	 5 rw 
	100
	 

	 
	 
	Optimalisasi tempat penampungan sampah sementara
	 
	 
	 

	 
	 
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TPS
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan patok tapal batas TPA
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan bak sampah
	 
	 
	 

	 
	 
	Penghijauan TPA
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan drainase TPA
	 
	 
	 

	 
	 
	Pemeliharaan TPS
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya DED TPA Pasir Bajing
	 
	 
	 

	 
	 
	Perubahan operasional TPA dari Open Dumping ke Sanitary Landfill
	 1 lokasi 
	20.000
	 

	 
	 
	tersosialisasikannya Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	 5 kec 
	200
	 

	 
	 
	Terbinanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
	 1 kawasan/kec 
	200
	 

	 
	 
	Berkurangnya timbulan sampah di sumber sampah
	                0 
	200
	 

	 
	 
	Terbangunnya TPS 3R
	 1 lokasi 
	500
	 

	 
	 
	Tersedianya Tong Sampah organik dan an organik
	 250 pasang 
	250
	 

	 
	 
	Tersedianya Komposter/Mesin pencacah
	 100 komposter, 1 pencacah 
	250
	 

	 
	 
	Pengadaan tanah TPA
	 
	 
	 

	 
	 
	FS TPA Banjarwangi
	 
	 
	 

	 
	 
	FS TPA Caringin
	 
	 
	 

	 
	 
	FS TPA Pameungpeuk
	 
	 
	 

	 
	 
	Pengadaan Lahan TPA Banjarwangi
	 1 ha 
	500
	 

	 
	 
	Pengadaan Lahan TPA Caringin
	 1 ha 
	500
	 

	 
	 
	Pengadaan Lahan TPA Pameungpeuk
	 1 ha 
	500
	 

	 
	 
	DED TPA Banjarwangi
	 
	 
	 

	 
	 
	DED TPA Caringin
	 
	 
	 

	 
	 
	DED TPA Pameungpeuk
	 
	 
	 

	 
	 
	Kajian AMDAL TPA Banjarwangi
	 
	 
	 

	 
	 
	Kajian AMDAL TPA Caringin
	 
	 
	 

	 
	 
	Kajian AMDAL TPA Pameungpeuk
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan TPA Banjarwangi
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan TPA Caringin
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan TPA Pameungpeuk
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Program Ruang Terbuka Hijau
	 
	 
	5.500
	DLHKP

	 
	
	Tersedianya sarana dan prasarana PJU
	70,00%
	3.300
	 

	 
	 
	Terpeliharanya PJU
	70,00%
	1.100
	 

	 
	 
	Terbangunnya PJU
	5 UPJ
	1.000
	 

	 
	 
	Penyusunan DED PJU
	 
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya meterisasi PJU
	1 UPJ
	1.200
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya ruang terbuka hijau dari sektor pertamanan 
	26 taman
	2.200
	 

	 
	 
	Terpeliharanya taman
	26 taman
	1.100
	 

	 
	 
	Tertatanya taman
	26 taman
	1.100
	 

	 
	 
	masterplan ruang terbuka hijau di Kabupaten Garut
	 
	 
	 

	 
	 
	Pembangunan dan pengembangan taman keanekaragamanhayati di Kabupaten Garut
	 
	 
	 

	 
	 
	Penyusunan DED taman
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Program pengelolaan areal pemakaman
	Tersedianya tanah TPU dan terkelolanya areal pemakaman
	 7 ha, 3 lokasi, 42 kec. 
	5.400
	DLHKP

	 
	
	tersedianya tanah TPU
	 7 ha 
	800
	 

	 
	
	Terkelolanya areal pemakaman
	 3 lokasi 
	400
	 

	 
	 
	Tertatanya areal pemakaman
	 42 kecamatan 
	4.200
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedianya gedung kantor, kendaraan dinas dan kendaraan operasional
	 10 dumptruck/ armroll, 1 buldozer, 15 motor pengangkut sampah, 50 buah kontainer, 1 gedung 
	10.400
	DLHKP

	 
	
	Tersedianya gedung kantor
	 
	450
	 

	 
	
	Tersusunnya DED Gedung Kantor
	 
	1.750
	 

	 
	 
	Tersedianya Alat Berat
	 1 Buldozer 
	2.500
	 

	 
	 
	Tersedianya Dumptruk/Armrolltruck
	 10 unit 
	3.500
	 

	 
	 
	Tersedianya Motor Sampah
	 15 unit 
	450
	 

	 
	 
	Tersedianya Kontainer
	 50 unit 
	1.750
	 

	 
	 
	Tersedianya kendaraan dinas
	 
	 
	 

	 
	 
	Terpeliharanya gedung kantor
	 
	 
	 

	 
	 
	diperbaikinya bangunan kantor kebersihan
	 
	 
	 

	 
	 
	tersedianya Tempat Cuci Kendaraan Angkutan Sampah
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXII
	URUSAN PERHUBUNGAN

	1
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	 
	 
	884
	Dishub

	 
	
	Lahan untuk terminal (Malangbong) (Ha)
	 
	 
	 

	 
	
	Tempat sandar kapal PADA 7 Kecamatan
	16
	 
	 

	 
	 
	Alat penghitung lalu lintas elektronik
	 
	 
	 

	 
	 
	Running Text portable
	4
	 
	 

	 
	 
	1 unit mobil OB Van (siaran luar/off air)
	 
	 
	 

	 
	 
	Radio Streaming
	 
	 
	 

	 
	 
	Perangkat Audio Talk Show
	 
	 
	 

	 
	 
	Tower Pancar Ulang
	 
	 
	 

	 
	 
	Receiver penyiaran
	 
	 
	 

	 
	 
	Exiter Digital 100 Watt
	 
	 
	 

	 
	 
	CCTV Room beserta kelengkapannya
	1
	 
	 

	 
	 
	Alat penghitung lalu lintas elektronik
	 
	 
	 

	 
	 
	Handy Talky
	40
	 
	 

	 
	 
	10 alat komunikasi portable (RIG);
	3
	 
	 

	 
	 
	2 unit VHF
	 
	 
	 

	 
	 
	5 unit HF 
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	 
	 
	221
	Dishub

	 
	
	12 alat uji kendaraan bermotor berfungsi baik
	12
	 
	 

	 
	
	1 unit Gedung Uji Kendaraan bermotor terjaga kondisinya
	1
	 
	 

	3
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	 
	 
	1.542
	Dishub

	 
	
	Terpilihnya duta Pelajar Pelopor Keselamatan Kabupaten Garut pada pemilihan tingkat Provinsi
	2
	 
	 

	 
	 
	Terpilihnya duta Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Garut pada pemilihan tingkat Provinsi
	2
	 
	 

	 
	 
	Terbinanya masyarakat dalam tertib penyelenggaraan perhubungan
	30
	 
	 

	 
	 
	Kendaraan patroli R4 utk tugas operasional
	2
	 
	 

	 
	 
	Kendaraan Derek
	1
	 
	 

	 
	 
	Kapal (speed boat) kap. 10 pnp Min 40 PK pjg 8m; 
	1
	 
	 

	 
	 
	Kapal motor 600 PK pjg 14 m beserta kelengkapannya
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
	 
	 
	1.026
	Dishub

	 
	
	Rambu lalu lintas
	50
	 
	 

	 
	
	Rambu portabel
	 
	 
	 

	 
	
	Marka jalan (m2)
	1.000
	 
	 

	 
	 
	Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)
	50
	 
	 

	 
	 
	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light dan Warning Light)
	2
	 
	 

	 
	 
	Pembatas lalu lintas portabel
	20
	 
	 

	 
	 
	Traffic Cones
	40
	 
	 

	5
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	 
	 
	767
	Dishub

	 
	
	Alat uji kendaraan bermotor
	 
	 
	 

	 
	
	Terlayaninya uji petik laik jalan kendaraan bermotor
	1.000
	 
	 

	 
	 
	Terlayaninya pemeriksaan laik layar kapal motor < 7 GT
	660
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya peraturan pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perhubungan
	 
	 
	 

	6
	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
	 
	 
	67
	Dishub

	 
	
	Tersedianya sistem pelayanan berbasis elektronik
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya database perhubungan
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXIII
	URUSAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR (WAJIB) & URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  (PILIHAN)

	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR (WAJIB)

	1
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 
	 
	 
	99.617
	SDAP

	 
	
	Rehabilitasi jaringan irigasi teknis seluas 11.771( ha)
	2.860
	42.900
	SDAP

	 
	
	Rehabilitasi jaringan irigasi non teknis/Pedesaan seluas 45.931 ( ha)
	10.186
	38.198
	 

	 
	 
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis/non teknis seluas 20.739 Ha
	6.148
	13.833
	 

	 
	 
	Pembangunan Perubahan Jaringan irigasi non teknis menjadi teknis 3.606 (ha)
	1.314
	3.942
	 

	 
	 
	Penggantian pintu air bangunan utama 35 unit dan
	8
	744
	 

	 
	 
	 pintu air bangunan pelengkap 412 unit
	80
	 
	 

	2
	Program Pengendalian Banjir
	 
	 
	35.400
	SDAP

	 
	
	Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 118 titik rawan banjir dan genangan kawasan Garut kota Region 1, 2,3 dan 4. (titik)
	15
	5.400
	SDAP

	 
	
	Pembuatan Canal Banjir kawasan Sub DAS Cikamiri saluran pembuang irigasi Badama dan Sub. DAS Ciojar (km)
	26
	30.000
	 

	 
	 
	Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 82 Sub DAS termasuk Pengendalian banjir
	26
	 
	 

	3
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	 
	 
	17.100
	SDAP

	 
	
	Pendampingan Konservasi Partisipatif Pada 41 Hulu Sub DAS 
	10
	500
	SDAP

	 
	
	Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 112 Embung
	27
	7.800
	 

	 
	 
	Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 106 Situ
	3
	7.800
	 

	 
	 
	Konsevasi Kawasan Pantai dan Muara sepanjang 20 KM
	5
	1.000
	 

	 
	 
	Pembuatan sumur resapan pada kawasan konservasi sumberdaya air (ttk)
	500
	 
	 

	4
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	 
	 
	1.660
	SDAP

	 
	
	Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 116 Km Pipanisasi untuk 2,600 KK
	26
	260
	SDAP

	 
	
	Pelaksanaan Rekayasa Sipil/Konstruksi pada 120 Titik Sumur untuk 10.000 KK
	28
	1.400
	 

	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  (PILIHAN)

	5
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
	 
	 
	450
	SDAP

	 
	
	Terwujudnya regulasi pada pemegang Izin Usaha Pertambangan 
	6
	50
	SDAP

	 
	
	Terpenuhinya hasil Rekonsiliasi PNBP Sektor Pertambangan Umum 
	6
	50
	 

	 
	 
	Terlaksananya upaya Perhitungan Neraca Usaha Pertambangan
	6
	50
	 

	 
	 
	Terlaksananya Verifikasi Nilai Perolehan Air
	6
	100
	 

	 
	 
	Terlaksananya Penertiban Pengguna Air Tanah 
	12
	100
	 

	 
	 
	Terlasananya Inventarisasi Potensi Mineral 
	4
	50
	 

	 
	 
	Terlaksananya pembuatan peraturan mengenai pengelolaan air tanah
	1
	50
	 

	 
	 
	Terlaksananya Penyelidikan Daerah Rawan Bencana Geologi 
	-
	0
	 

	6
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	 
	 
	5.650
	SDAP

	 
	
	Terlaksananya upaya pemenuhan pemasangan SR/IR 
	1.200
	4.800
	SDAP

	 
	
	Terlaksananya kegiatan Survey Pengukuran Desain Jaringan listrik
	8
	400
	 

	 
	 
	Terpenuhinya hasil Rekonsiliasi Data Energi Ketenagalistrikan 
	1
	200
	 

	 
	 
	Terlaksananya upaya Pemeliharaan PLTMH Dan PLTS
	1
	150
	 

	 
	 
	Terpenuhinya upaya Inventarisasi Pemakai Pembangkit Listrik Sendiri/Industri
	1
	50
	 

	 
	 
	Terpenuhinya upaya Inventarisasi Daerah Yg Blm Terliri Listrik 
	1
	50
	 

	7
	Program Peningkatan Pendayagunaan Panas Bumi
	 
	 
	1.050
	SDAP

	 
	
	Terlaksananya upaya Pengarahan CSR Panas Bumi kepada perusahaan
	1
	150
	SDAP

	 
	
	Terlaksananya Survey Geologi, Geofisika, Geo Kimia Panas Bumi 
	1
	750
	 

	 
	 
	Terlaksananya upaya Inventarisasi Data Penyaluran BBM dan Gas 
	1
	50
	 

	 
	 
	Terlaksananya kegiatan Inventarisasi SPBU, SPBE, Oli Bekas dan Agen Gas
	1
	50
	 

	 
	 
	Terlaksananya upaya Inventarsasi Dan Pengukuran Potensi Sebagai Sumber Energi 
	1
	50
	 

	8
	Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan
	 
	 
	275
	SDAP

	 
	
	Terlaksananya Pembuatan Reaktor Biogas
	10
	250
	SDAP

	 
	
	Terlaksananya kegiatan Monev Energi Baru Terbarukan 
	1
	25
	 

	XXIV
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN; URUSAN PERTANAHAN; URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	1
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Prosentase aparatur Sekretariat DPRD yang telah memenuhi syarat kompetensi
	70,00
	355
	Setwan

	 
	
	Meningkatnya SDM Aparatur
	70,00
	17
	 

	 
	
	Meningkatnya SDM Aparatur
	70,00
	310
	 

	 
	 
	Tertatanya Dokumen-Dokumen Kepegawaian
	70,00
	28
	 

	2
	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 
	Tersedianya dokumen perencanaan kinerja dan keuangan
	2,00
	248
	Setwan

	 
	
	Tersusunya dokumen perencanaan SKPD
	2,00
	55
	 

	 
	
	Tersusunnya dokumen laporan semesteran
	2,00
	39
	 

	 
	 
	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran yang akuntabel
	2,00
	39
	 

	 
	 
	Tersedianya bahan evaluasi dan verifikasi
	2,00
	39
	 

	 
	 
	Tersusunnya Dokumen-dokumen Perencanaan kinerja SKPD
	2,00
	39
	 

	 
	 
	Tersusunnya Dokumen-dokumen Pelaporan kinerja SKPD
	2,00
	39
	 

	 
	 
	Tersusunya Dokumen perencanaan SP dan SOP Setwan
	2,00
	75
	 

	3
	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi Perda
	10,00
	15.233
	Setwan

	 
	
	Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan 
	15,00
	3.377
	 

	 
	 
	Terlaksananya Sintegritas dengan pemerintah Daerah maupun aspirasi masyarakat
	36,00
	304
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Rapat
	210,00
	826
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Rapat rapat Paripurna
	25,00
	840
	 

	 
	 
	Terwujudnya komunikasi yang efektif dengan masyarakat pemilih
	3,00
	2.060
	 

	 
	 
	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	5,00
	1.951
	 

	 
	 
	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	50,00
	1.763
	 

	 
	 
	Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi
	50,00
	918
	 

	 
	 
	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	50,00
	3.194
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi upaya Kesehatan
	100%
	4.950
	SETDA

	5
	Program Penanggulangan Bencana Alam
	Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi Penanggulangan Bencana
	100%
	88
	SETDA

	6
	Program Peningkatan Kehidupan Beragama
	Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi kehidupan beragama
	100%
	6.600
	SETDA

	7
	Program Peningkatan Pendidikan Agama
	Terselenggaranya koordinasi dan  sosialisasi  Pendidikan agama di Kab. Garut
	100%
	1.650
	SETDA

	8
	Program peningkatan Kerjasama Antar  Pemerintah Daerah
	Terselenggaranya koordinasi dan jalinan kerjasama antar pemerintah daerah
	100%
	300
	SETDA

	9
	Program Perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi ketenagakerjaan di Kab. Garut
	100%
	121
	SETDA

	19
	Program Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah
	Terselenggaranya pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di Kab. Garut
	100%
	88
	SETDA

	11
	Program peningkatan Kerjasama Antar  Lembaga lainnya
	Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi serta jalin kerjasama antar lembaga lainnya di Kab. Garut
	100%
	700
	SETDA

	12
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	Terselenggaranya pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kab. Garut
	100%
	210
	SETDA

	13
	Program Pemberdayaan olah raga masyarakat
	Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan olah raga masyarakat di Kab. Garut
	100%
	60
	SETDA

	14
	Program peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkatnya disiplin pegawai 
	90%
	321
	SETDA

	15
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
	Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% 
	80%
	1.587
	SETDA

	16
	Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
	Efektivitas pelaksanaan tugas
kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
	100%
	1.857
	SETDA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
	Meningkatnya pelayanan perkantoran
	100%
	7.099
	SETDA

	18
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan 
	90%
	4.965
	SETDA

	19
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	tersedianya kebijakan yang berkualitas, transparan dan mudah di akses
	 
	2.650
	SETDA

	 
	
	jumlah koordinasi  penyelesaian masalah peratuiran perundang-undangan
	5 Perkara
	 
	SETDA

	 
	 
	Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 42 kecamatan
	42 kec.
	 
	SETDA

	 
	 
	Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum
	 6 desa/kelurahan
	 
	SETDA

	 
	 
	Jumlah produk hukum yang disusun
	15 Perda,                     20 Perbup,         425 Kepbup
	 
	SETDA

	 
	 
	evaluasi dan publikasi peraturan perundang-undangan
	2400 Buku Perda,                     25 Himp Perbup,            285 Himp Perda,            25 Himp Kepbup,                              40 Himp peruu pusat,                      2 dok evaluasi perda
	 
	SETDA

	 
	 
	kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan 
	1 dokumen kajian
	 
	SETDA

	 
	 
	terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen hukum
	 1 lokasi
	 
	SETDA

	 
	 
	terlakasananya bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan
	 421 desa
	 
	SETDA

	 
	 
	Terkumpulnya data Rupa bumi Kabupaten Garut
	1 dokumen rupabumi
	 - 
	SETDA

	20
	Program Akuntabilitas Kinerja
	 
	 
	       400 
	SETDA

	 
	
	Terlaksananaya sosialisasi perbup tentang LAKIP
	SKPD
	        200 
	SETDA

	 
	 
	Terlaksananaya penyusunan kebijakan tentang LAKIP
	1 perbup
	        200 
	SETDA

	21
	Program Penataan Kelembagaan
	 
	 
	       900 
	SETDA

	 
	
	Meningkatnya SDM, Pemahaman Pegawai terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
	33 SKPD
	400
	SETDA

	 
	 
	Meningkatnya SDM, Pemahaman Pegawai terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
	1 Paket
	200
	SETDA

	 
	 
	terwujudnya Penyusunan Tugas Jabatan
	8 SKPD
	100
	SETDA

	 
	 
	Meningkatnya SDM, Pemahaman Pegawai terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
	SKPD
	200
	SETDA

	22
	Program  Penataan Tatalaksana
	 
	 
	300
	SETDA

	 
	
	Tersedianya Hasil Evaluasi SOP penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kinerja aparatur
	100%
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya Monitoring Standar Pelayanan Minimal
	100%
	 
	 

	23
	Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik 
	 
	 
	150
	SETDA

	 
	
	Tersedianya data hasil survey kepuasaan masyarakat terhadap UPP ( Unit Pelayanan Publik)
	33 SKPD 42 KECAMATAN
	50
	SETDA

	 
	 
	Terwujudnya Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kab. Garut
	30 UKPP
	100
	SETDA

	24
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
	Tingkat Ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja
	100%
	60
	SETDA

	25
	Program peningkatan perencanaan SKPD
	Jumlah  dokumen Perencanaan diselesaikan tepat waktu
	1 dok
	40
	SETDA

	26
	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Jumlah kebijakan/produk hukum sebagai dasar penyusunan Anggaran
	2 buah
	569
	SETDA

	27
	Program penataan kebijakan pemerintah daerah
	jumlah Kebijakan Pemerintah yang di koordinasikan
	2
	70
	SETDA

	28
	program pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa
	Jumlah paket Pengadaan Barang jasa yang difasilitasi
	170 paket
	1.400
	SETDA

	29
	Program Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah
	- Terpenuhinya kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi
	100%
	700
	SETDA

	 
	
	- Menguranginya beban pengeluaran RTS Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
	 
	 
	

	30
	Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
	peningkatan Kontribusi laba/ deviden dari BUMD ke PAD
	5%
	73
	SETDA

	31
	Program Penegasan Batas Wilayah
	Terdeteksinya 8 titik koordinat batas kecamatan calon DOB Kab. Garut Selatan
	-
	-
	SETDA

	32
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	Terwujudnya Daerah Otonomi Baru
	 12 Kali Rapat
	120
	SETDA

	33
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Terwujudnya sistem kinerja Pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntable
	100%
	700
	SETDA

	34
	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah
	Terwujudnya Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah yang maksimal
	100%
	850
	SETDA

	35
	Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
	Terbentuknya Kerjasama Daerah
	6 Kesepakatan Bersama
	70
	SETDA

	36
	Program Penyelesaian konflik pertanahan
	 Terlaksananya fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan
	4 Kasus
	100
	SETDA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Terwujudnya Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat secara Efektif, Cepat dan tepat yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Garut.
	92%
	1.989
	SETDA & DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA

	38
	Program Kerjasama Informasi dan media Massa
	Terwujudnya Pemberdayaan Potensi Media Informasi secara maksimal sehingga tercipta kerjasama yang terpadu antara media Pers dan Pemerintah.
	90%
	2.506
	SETDA & DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA

	39
	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
	Tertib administrasi keuangan daerah
	8 Lap
	269
	SETDA

	40
	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
	 
	 
	2.674
	Kelurahan

	 
	
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kota Wetan
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kota Kulon
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Regol
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Ciwalen
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Margawati
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Muara Sanding
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pakuon
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukamantri
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Paminggir
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Cimuncang
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukanegla
	1
	133
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukagalih
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pataruman
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukajaya
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sukakarya
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Jaya Waras
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Suci Kaler
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Lebak Jaya
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Karangmulya
	1
	121
	Kelurahan

	 
	 
	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Lengkongjaya
	1
	121
	Kelurahan

	41
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	 
	 
	1.055
	Kelurahan

	 
	
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota kulon
	1
	78
	Kelurahan

	 
	
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Wetan
	1
	132
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Regol
	1
	77
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ciwalen
	1
	64
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muara Sanding
	1
	46
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakuon
	1
	65
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukamantri
	1
	50
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Paminggir
	1
	63
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Cimuncang
	1
	21
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukanegla
	1
	19
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukagalih
	1
	101
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pataruman
	1
	40
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukajaya
	1
	40
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukakarya
	1
	21
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jayawaras
	1
	63
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
	1
	46
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Suci Kaler
	1
	45
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lebak Jaya
	1
	36
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karang Mulya
	1
	26
	Kelurahan

	 
	 
	Pembinaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lengkong Jaya
	1
	23
	Kelurahan

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	 
	 
	391,08
	DPPKA

	 
	
	Fasilitas Pelatihan dan Perjalanan Dinas
	70 orang
	266
	DPPKA

	 
	
	Persentase bendahara dan PPK SKPD terdidik dan terlatih
	77 SKPD
	125
	DPPKA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	 
	 
	118
	DPPKA

	 
	
	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD
	3 Dokumen
	8
	DPPKA

	 
	
	Tersedianya data dan laporan keuangan yang akuntabel
	2 dokumen
	110
	DPPKA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
	 
	 
	12.230
	DPPKA

	 
	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan
Retribusi Daerah
	1 Paket
	   144,18 
	DPPKA

	 
	
	Terselenggaranya Rapat Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana
Perimbangan
	12 Bulan
	     63,60 
	DPPKA

	 
	 
	Terciptanya Sistem dan Prosedur Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah
	12 Bulan
	     95,20 
	DPPKA

	 
	 
	Terlaksananya Monitoring penerimaan PBB P2
	42 Kecamatan
	   362,28 
	DPPKA

	 
	 
	Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak
	12 Bulan
	   100,00 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya reward bagi pelaksana pengelola PBB di tingkat Desa dan Kecamatan
	42 kecamatan
	   970,00 
	DPPKA

	 
	 
	Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB
	Keg
	   164,19 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya Aplikasi yang memadai
	1 unit
	   382,05 
	DPPKA

	 
	 
	Sarana Administrasi PBB dan BPHTB
	20%
	   741,64 
	DPPKA

	 
	 
	Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan keberatan
	42 Kecamatan
	   259,68 
	DPPKA

	 
	 
	Penertiban Pelanggaraan Pajak Daerah
	75 SKPD
	   508,13 
	DPPKA

	 
	 
	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Daerah
secara langsung
	1 Dok
	   425,70 
	DPPKA

	 
	 
	terlaksananya sistem penagihan yang optimal sesuai dengan ketentuan
	75 SKPD
	   370,89 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya informasi mengenai BPHTB
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Terlaksananya kajian potensi pajak daerah
	1 Dokumen
	     51,00 
	DPPKA

	 
	 
	Tersampaikannya SPPT, dan DHKP PBB-2P
	42 Kecamatan
	   152,96 
	DPPKA

	 
	 
	Terselenggaranya Pengelolaan Pajak Daerah
	Keg
	   836,17 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya STTS BPHTB
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya DHKP PBB 2P
	442 Desa
	   248,10 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya SPPT PBB 2P
	13000 Objek Pajak
	   253,91 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya Data Base Pajak Hotel yang Memadai
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Pemasangan Media Reklame
	7 kecamatan
	   700,00 
	DPPKA

	 
	 
	Terselenggaranya Sosialisasi Aturan tentang Pajak Daerah
	1 Paket
	   250,00 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya Sistem tentang Pengelolaan Pajak Daerah
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Terlaksananya proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
	4 Dokumen
	     1.244 
	DPPKA

	 
	 
	Tertibnya SP2D
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Data dan Pengadministrasian Gaji Pegawai pada SKPD
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	 
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Cetakan pengelolaan keuangan dari SIPKD
	75 SKPD
	        490 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya Perda LPP APBD
	1 Dokumen
	        325 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya data, program dan laporan keuangan yang akuntabel
	1 Dokumen
	        283 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya data, program dan laporan neraca Pemda yang akuntabel
	1 Dokumen
	         86 
	DPPKA

	 
	 
	Tertata dan Terlaksananya Pengendalian Administrasi Laporan
Keuangan Daerah
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	SDM yang memahami pengelolaan keuangan SKPD
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	SDM yang memahami Cara Penyusunan DTH
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya sarana informasi tentang SP2D
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Persentase Pegawai yang terlatih dan terdidik
	10 orang
	         50 
	DPPKA

	 
	 
	JumlahDokumen SOP perbendaharaan, SOP Belanja Pegawai, SOP Pengelolaan Kasda
	1  SOP Belanja Pegawai
	         75 
	DPPKA

	 
	 
	Peraturan Kepala Daerah tentang perencanaan Kasda
	                 - 
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Sertifikat ISO
	                 - 
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan 
	102.905 Dokumen
	     1.103 
	DPPKA

	 
	 
	Persentasi Data Base PNS yang akurat dan up to date berdasarkan data pokok pegawai
	 1 Dokumen 
	        150 
	DPPKA

	 
	 
	Penetapan RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD
	75 SKPD
	        300 
	DPPKA

	 
	 
	Data Inventarisir Barang Milik Daerah
	5 SKPD
	        150 
	DPPKA

	 
	 
	Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut
	1 Data
	        300 
	DPPKA

	 
	 
	Pemagaran dan Pemasangan Batas Tanah
	40 lokasi
	        100 
	DPPKA

	 
	 
	Terciptanya Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	130 MoU
	        100 
	DPPKA

	 
	 
	Data TGR, Penghapusan dan Pemidahtanganan
	5 SKPD
	        150 
	DPPKA

	 
	 
	Tersedianya Peraturan mengenai Pengelolaan Aset
	-
	          -   
	DPPKA

	 
	 
	Terwujudnya Sarana Informasi tentang Pengadaan, Penghapusan dan Kodefikasi Barkode
	1 Paket
	        145 
	DPPKA

	 
	 
	Rekonsiliasi aset untuk penyusunan Laporan Penggunaan BMD pada SKPD
	75 SKPD
	        100 
	DPPKA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	 
	 
	3.694
	BKD

	 
	
	Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan
	7%
	2.138,42
	BKD

	 
	 
	Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
	1%
	1.522,66
	BKD

	 
	 
	Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas
	85%
	33,28
	BKD

	46
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	 
	 
	3.836
	BKD

	 
	
	Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% 
	80%
	220,00
	BKD

	 
	 
	Jumlah pegawai yangmengikuti Bimbingan Teknis
	8 orang
	33,67
	BKD

	 
	 
	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan
	2 orang
	88,00
	BKD

	 
	 
	Prosentase CPNS yang lulus Diklat Prajabatan
	95%
	3.494,63
	BKD

	47
	Program Peningkatan disiplin pegawai
	 
	 
	452
	BKD

	 
	
	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin.
	35 SKPD, 42 Kecamatan
	239,62
	BKD

	 
	 
	Penurunan jumlah pelanggar disiplin
	14 orang
	102,49
	BKD

	 
	 
	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan atas prestasi dan pengabdian
	300 orang
	110,00
	BKD

	48
	Program Pembinaaan dan pengembangan aparatur
	 
	 
	232
	BKD

	 
	
	Updating data base pegawai
	85%
	191,36
	BKD

	 
	
	Prosentase naskan pegawai yang disusun
	85%
	40,26
	BKD

	49
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, keuangan dan asset yang disusun
	5 dokumen
	60,50
	BKD

	50
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	 
	 
	1.915
	BKD

	 
	
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
	12 kali
	311,80
	BKD

	 
	
	Rasio formasi CPNS yang terisi
	90%
	814,03
	BKD

	 
	 
	Rasio NIP NPNS yang selesai tepat waktu
	90%
	134,91
	BKD

	 
	 
	Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan
	85%
	202,87
	BKD

	 
	 
	Prosentase pegawai yang pensiun tepat waktu
	95%
	198,81
	BKD

	 
	 
	Prosentase jabatan kosong yang terisi
	90%
	183,01
	BKD

	 
	 
	Rasio calon praja yang diterima
	1,2%
	8,25
	BKD

	 
	 
	Rasio PNS usulan Karpeg, Karis dan Karsu dan Bapertarum yang diselesaikan
	70%
	61,15
	BKD

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Presentase SKPD yang menerapkan SAKIP
	100%
	373
	Inspektorat

	52
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Persentase SKPD yang mendapat pembinaan dan pengawasan internal
	100%
	2.776
	Inspektorat

	 
	
	Persentase penyelesaian kasus khusus/pengaduan masyarakat
	100%
	 
	Inspektorat

	 
	 
	Pemukhtahiran data tindak lanjut hasil pengawasan
	100%
	 
	Inspektorat

	53
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang pengawasan
	100%
	634,24
	Inspektorat

	 
	
	meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang pengawasan
	100%
	 
	Inspektorat

	 
	
	terlaksananya kenaikan pangkat JFA dan JFP2UPD
	100%
	 
	Inspektorat

	 
	 
	Terwujudnya kerjasama aparatur pengawasan
	100%
	 
	Inspektorat

	54
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Tersusunnya program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
	100%
	38,64
	Inspektorat

	55
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan
	Jumlah pelaksanaan kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat bidang perizinan dan non perizinan
	10
	42.000
	Kecamatan

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXV
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN URUSAN STATISTIK

	1
	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat Waktu (%)
	100%
	63
	Bappeda

	 
	
	Tersusunnya LAKIP Bappeda (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	
	Tersusunnya LPPD Bappeda (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	
	Laporan Realisasi Keuangan Semesteran Bappeda (dokumen)
	2
	 
	 

	 
	 
	laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda  (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda (dokumen)
	1
	 
	 

	2
	Program Peningkatan Perencanaan SKPD
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan SKPD (Bappeda)  (%)
	100%
	62
	Bappeda

	 
	
	Tersusunnya Rancangan Renstra Bappeda (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Renstra Bappeda  (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama Bappeda  (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Renja Bappeda  (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan bappeda  (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Penetapan Kinerja bappeda  (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Evaluasi Pelaksanaan Mid Term Renstra Bappeda (dokumen)
	 
	 
	 

	3
	Program Pengembangan Data/Informasi
	Tersedianya pemenuhan Data/Informasi statistik daerah (%)
	80%
	210
	Bappeda

	 
	
	Tersusunnya pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya penyusunan profile daerah (dokumen)
	1
	 
	 

	4
	Program Kerjasama Pembangunan
	Terlaksananya kerjasama pembangunan (%)
	80%
	1.133
	Bappeda

	 
	
	Terkoordinasinya kerjasama pembangunan antar daerah (%)
	80%
	 
	 

	 
	 
	Terfasilitasnya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga  (%)
	80%
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya dalam pemecahan masalah-masalah daerah  (%)
	80%
	 
	 

	5
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	Terlaksananya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (%)
	80%
	550
	Bappeda

	 
	
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	1 paket
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh (paket)
	1 paket
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Paket)
	1 paket FS
	 
	 

	6
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kota (%)
	75%
	1.000
	Bappeda

	 
	
	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan (paket)
	1
	 
	 

	 
	
	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat industri (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan penanganan perumahan (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan penanganan perparkiran (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	TerKoordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan (paket)
	1
	 
	 

	7
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)
	75%
	1.156
	Bappeda

	 
	
	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana (paket)
	1
	 
	 

	 
	
	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah  (paket)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah  (paket)
	1
	 
	 

	8
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah  (%)
	100%
	3.099
	Bappeda

	 
	
	Tersusunnya rancangan RPJMD Kab Garut (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Ditetapkannya Perda RPJMD Kab Garut (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya rancangan RKPD Kab Garut (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Musrenbang RKPD (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	ditetapkannya Perbup RKPD Kab Garut (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Evaluasi Mid Term Pelaksanaan RPJMD Kab Garut (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kab Garut (dokumen)
	1
	 
	 

	9
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	100%
	950
	Bappeda

	 
	
	Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya indikator ekonomi daerah (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya tabel input output daerah (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya indikator dan pemetaan daerah rawan pangan (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal (dokumen)
	1
	 
	 

	 
	 
	Tersusunnya masterplan percepatan pengentasan desa tertinggal (dokumen)
	 
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya Penanggulangan Kemiskinan Daerah (dokumen)
	1
	 
	 

	10
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
	Terlaksananya Perencanaan Sosial dan Budaya
	1,00
	1.500
	Bappeda

	 
	
	Terkoordinasinya penyusunan masterplan pendidikan
	1,00
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya penyusunan masterplan kesehatan
	1,00
	 
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
	1,00
	 
	 

	11
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	1,00
	2.440
	Bappeda

	 
	
	Terkoordinasinya penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
	1,00
	 
	 

	 
	
	Terkoordinasinya penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
	1,00
	 
	 

	12
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana
	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana
	1 PAKET
	200
	Bappeda

	 
	
	Terkoordinasinya penyusunan profile daerah rawan bencana
	1 PAKET
	0
	 

	 
	 
	Terkoordinasinya pembangunan daerah rawan bencana
	1 PAKET
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXVI
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	1
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	 
	 
	900,00
	Disdukcapil

	 
	
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) 
	      860.728 
	250
	Disdukcapil

	 
	
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	   1.826.910 
	250
	Disdukcapil

	 
	 
	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
	      144.966 
	250
	Disdukcapil

	 
	 
	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
	1 paket
	150
	Disdukcapil

	XXVII
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

	 
	SATPOL PP
	 
	 
	 
	 

	1
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	 
	 
	1.276
	Satpol PP & Linmas

	 
	
	Jumlah  intensitas kegiatan pengendalian keamanan lingkungan (kegiatan)
	1
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	
	Jumlah fasilitasi upaya penurunan tingkat pelanggaran kemaksiatan
	150 WTS dan 600 Pengusaha
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah satuan keamanan lingkungan di masyarakat (orang)
	150
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah pelaksanaan pembinaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja secara intensif (orang)
	4
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Terdata jumlah dan penyebaran angota satlinmas se Kab Garut untuk mengetahui Rasio Jumlah Linmas per penduduk 
	0,75
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Peningkatan Jumlah dan kemampuan angota satlinmas untuk memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang)
	100
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Adanya peningkatan Sarana dan prasarana (Pos jaga/Pos siskamling) untuk menjaga keamanan dan kenyaman lingkungan (unit)
	 
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Terlaksanakannya monev program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (kali per tahun)
	 
	 
	Satpol PP & Linmas

	2
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	 
	 
	2.120
	Satpol PP & Linmas

	 
	
	Jumlah sosialisasi perda, peraturan bupati dan keputusan bupati dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum (kali)
	40
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya (kali)
	386
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah kegiatan satuan polisi pamong praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum (kali)
	1
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Prosentase menurunnya aksi unjuk rasa yang mengarah kepada anarkisme
	40%
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah pengamanan bangunan vital milik pemerintah daerah dan terinventarisasinya aset pemerintah daerah (kali)
	40
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah maupun pusat (kali)
	75
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Rasio jumlah linmas per penduduk 
	0,002
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Rasio Pos Siskamling per desa/ kelurahan (bangunan per desa/kel)
	1
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah anggota linmas yang terlatih dan terdidik (orang)
	300
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas (orang)
	100
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Rasio kebutuhan PPNS Satpol PP
	5/1.000
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Rasio Aparatur Sat. Pol PP. Per Jumlah Penduduk
	1/10.000
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah koordinasi pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di tingkat kecamatan dan adanya database kamtrantibmas (kegiatan)
	1
	 
	Satpol PP & Linmas

	3
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Jumlah kegiatan fasilitasi pengamanan pesta demokrasi (kegiatan)
	-
	 
	Satpol PP & Linmas

	4
	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	 
	 
	450
	Satpol PP & Linmas

	 
	
	Peran serta satuan keamanan lingkungan dalam penanggulangan bencana alam (orang)
	100
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	
	Jumlah Anggota Sat. Pol. PP dan Linmas yang telah terdidik dan terlatih dalam penanggulangan bencana alam (orang)
	30
	 
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam (kali)
	75
	 
	 

	5
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
	pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (kegiatan)
	1
	100
	Satpol PP & Linmas

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	Jumlah Laporan situasi  Kondisi di Daerah dan jumlah pembinaan (orang)
	250
	260
	Badan Kesbangpol

	7
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	Jumlah Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Pemahaman  Pengembangan Wawasan Kebangsaan (orang)
	1260
	1.303
	Badan Kesbangpol

	8
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 
	250 Orang,  2 Tim Keg dan 15 Ormas/LSM
	780
	Badan Kesbangpol

	9
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (%)
	- 
	594
	Badan Kesbangpol

	 
	 
	Jumlah Pembinaan Politik Daerah (orang)
	800 orang dan 10 Parpol
	 
	Badan Kesbangpol

	10
	Program Peningkatan Ketahanan Bangsa
	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman Ketahanan Bangsa dari gangguan ipoleksosbud (orang)
	1450 dan 2 Tim Keg
	1.232
	Badan Kesbangpol

	11
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
	Jumlah kerjasama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)
	4 Tim Keg dan 32.050 Orang
	2.545
	Badan Kesbangpol

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXVIII
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	1
	Program Peningkatan Keberdayaan Maryarakat Perdesaan
	Meningkatnya kreativitas pemerintahan desa dalam peningkatan prestasi (perlombaan desa)
	42 desa/Kel
	1.750
	BPMPD

	 
	
	Tersedianya data potensi desa yang akurat (Profil Desa dan Kelurahan)
	442 Desa/Kel
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya partisipasi masyarakat Pedesaan dalm pembangunan 
	421 desa
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan
	720,00
	 
	 

	 
	 
	Jumlah desa yang difasilitasi dan dimonitor
	164 Desa
	 
	 

	 
	 
	Evaluasi kegiatan program posyandu
	640 Posyandu
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya data dan informasi yang tepat, akurat dan terintegrasi 
	442 Desa/Kel
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya motivasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
	42 Kec
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya pemahaman tupoksi serta peran pelaku PNPM-MPd di lokasi kegiatan
	-
	 
	 

	2
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Terbentuknya BUMDes baru
	20 Desa
	3.740
	BPMPD

	 
	
	Terlatihnya pengurus BUMDes
	40 Desa
	 
	 

	 
	 
	Tersosialisasikannya pembentukan unit usaha simpan pinjam
	167 Desa
	 
	 

	 
	 
	Terlatihnya pengelola unit usaha SP
	75 Desa
	 
	 

	 
	 
	Terfasilitasinya pengembangan pasar desa
	10 pasar desa
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya kemampuan pengelola pasar desa
	75 orang
	 
	 

	 
	 
	Diketahuinya perkembangan BUMDes
	133 Desa
	 
	 

	 
	 
	Diketahuinya jumlah fasilitas modal usaha lembaga keuangan mikro
	20 klpk
	 
	 

	 
	 
	Pengembangan peluang pemasaran bagi hasil usaha ekonomi masyarakat
	40 klpk
	 
	 

	 
	 
	Pembentukan kelompok usaha ekonomi mikro dan usaha masyarakat
	10 klpk
	 
	 

	 
	 
	Pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro dan usaha kecil masyarakat perdesaan
	40 Jenis Usaha
	 
	 

	 
	 
	Pengembangan kegiatan usaha/produk unggulan
	41 Kec
	 
	 

	 
	 
	Teridentifikasinya pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan
	10 Lokasi
	 
	 

	 
	 
	Terlatihnya pengelola usaha ekonomi
	40 klpk
	 
	 

	 
	 
	Pengumpulan data dan informasi jenis TTG
	1 Kali
	 
	 

	 
	 
	Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
	2 Kali
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Posyantek yang dibina
	1 Posyantek
	 
	 

	 
	 
	Jumlah Posyantek yang mengikuti pelatihan
	30 Orang
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya lomba inovasi TTG
	1 Kali
	 
	 

	 
	 
	Jumlah potensi sumber daya alam yang diinventarisasi
	42 Kec
	 
	 

	3
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
	Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka optimalisasi peran pemerintah Kab. Garut dalam membangun pemahaman dan pengelolaan aset PNPM Mandiri
	100%
	6.668
	BPMPD

	 
	 
	Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka optimalisasi peran pemerintah Kab. Garut dalam kegiatan MP3KI pola khusus PNPM Mandiri Pedesaan
	20%
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	1 Desa
	 
	 

	 
	 
	Tercapainya kemanunggalan TNI dan Masyarakat
	5 Desa
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya partisipatif swadaya masyarakat
	2 Desa
	 
	 

	 
	 
	Jumlah pengurus BPSPAMS dan asosiasi yang mengikuti orientasi/pelatihan
	40 Orang
	 
	 

	 
	 
	Rehabilitasi kantor desa
	84 Desa
	 
	 

	4
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Meningkatnya Kinerja aparatur pemerintahan desa
	421 desa
	3.750
	BPMPD

	 
	
	Meningkatnya SDM aparatur Pemerintahan Desa
	50 desa
	 
	 

	 
	 
	Terbinanya Apaaratur pemerintah desa 
	421 desa
	 
	 

	 
	 
	Tertatanya sistem administrasi pemerintahan desa
	8 kec
	 
	 

	 
	 
	Terbinanya sistem pengelolaan keungan pemerintah desa
	421 desa
	 
	 

	 
	 
	Terbinanya sistem pengelolaan kekayan pemerintah desa
	421 desa
	 
	 

	 
	 
	Terdata dan terbinanya tanah kas desa
	421 desa
	 
	 

	 
	 
	Terjaminnya kesehatan Aparatur pemerintah desa 
	421 desa
	 
	 

	 
	 
	Tersususunnya 7 peraturan daerah tentang pemerintahan desa
	-
	 
	 

	 
	 
	Terlaksananya pemilihan kepala desa di 284 desa
	Tahun berikutnya di sesuaikan dengan SK habis masa jabatannya
	 
	 

	5
	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
	Meningkatnya pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat
	20 desa
	2.400
	BPMPD

	 
	
	Terbentuknya batas batas wilayah pemerintahan desa
	85 desa
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXIX
	URUSAN KEARSIPAN

	1
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	Terciptanya sistem perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien
	9 SOPD
	218
	Bapusipda

	2
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Meningkatnya eksistensi lembaga perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
	32 skpd, 60 Desa,
42 Kecamatan
	242
	Bapusipda

	3
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
	1 paket
	110
	Bapusipda

	4
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	Terlaksananya pelayanan informasi perpustakaan dan kearsipan secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel
	1 paket
	61
	Bapusipda

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XXX
	URUSAN PERPUSTAKAAN

	1
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	 
	 
	2.650
	Bapusipda

	 
	
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan yang tidak terjangkau oleh perpustakaan daerah
	90%
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Kegiatan Story Telling Tingkat TK/PAUD
	0%
	 
	 

	 
	 
	Terselenggaranya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi
	100%
	 
	 

	 
	 
	Tersedianya Sarana Kerja dan Buku Perpustakaan di Daerah
	95%
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya Koordinasi Pengembangan BudayaBaca
	80%
	 
	 

	 
	 
	Terciptanya Informasi Perpustakaan di Masyarakat
	45%
	 
	 

	 
	 
	Terpenuhinya kebutuhan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan daerah
	85%
	 
	 

	 
	 
	Terciptanya penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	100%
	 
	 

	 
	 
	Terbangunnya Gedung Perpustakaan
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Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan Provinsi:

v sistem Pusat Kegiatan:
a. PKWp Rancabuaya
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL):
« Perkotaan Garut
+ Perkotaan Pameungpeuk
+ Perkotaan Cikajang
« Perkotaan Bungbulang

v 2 (dua) Kawasan Strategis Provinsi terkait dengan
SDA (KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat —
Papandayan) dan Lingkungan Hidup (KSP Garut
selatan)

v Kawasan lindung :81,39%

Kawasan Strategis Kabupaten:

8 (delapan ) Kawasan yang Memilki Niai
Strategis Ekonomi yang Berpengaruh
tethadap Pertumbuhan Ekonomi

)

- Kawasan Perbatasan Bagian

Utara (Bl. Limbangan-
Malangbong) Kawasan
yang didukung oleh jaringan
prasarana dan fasiitas
penunjang ekonomi.

Kawasan Koridor Kadungora —
Leles - Garut. [Kadungora, Leles,
Tarogong Kaler) Kawasan yang
memiliki potensi cepat fumbuh.

ABUPATEN BANDUNG

Kawasan Stategis Provinsi Panas Bumi
Kamojang - Darajat - Papandayan
Kepentingan Pendayagunaan SDA
dan/atay Teknologi Tinggi

Kawasan Perbatasan Bagian
Barat [Caringin, Clsewu,
Talegong) Kawasan yang dapat
mempercepat pertumbuhan
kawasan terfinggal di dalam
wilayah kabupaten.

Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan
(Cibalong, Farmeungpeuk, Cikelet,
Mekarmukfi, Pakenjeng, Bungbulang dan
Caringin) Kawasanyang bemengaruh
terhadap perkembangan wiayah koridomya
termasukkawason Garut bagianselatan.

Kawasan Stategis Nasional
1. Fasilitas Peluncuran Roket Pameungpeuk.
2. Kawasan Pengamat Dirgantara

Pameungpeuk.

Garut Selatan Kepentingan
daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup

KABUPATEN SUMEDANG

BT Rerkotaan
== "7 Mallingbeng

"L s wasmencra

KSK Minapolitan (Tarogong
< Kaler, Sukawening,
 Pangatikan, Sucinaraja,
Wanaraja, Karangpawitan)

wm o Kawasan sektor unggulan

yang dapat menggerakan
pertumbuhan ekonomi.

hL |

Kawasan Perkotaan Garut
(Tarogong Kidul, Tarogong
Kaler, Garut Kota, Banyuresmi,
Karangpawitan) Kawasan yang
‘memiliki nilai strategis ekonomi
yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi.

i

Kawasan Agropolitan (Cisurupan,
Cikajang. Cigedug, Sukaresmi,
Pasiwangi , Bayongbong)
Kawasan sektor unggulan untuk
mempertahankan tingkat produks
pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan.

P il

Kawasan Perbatasan Bagian
Timur (Singojaya,
Banjarwangi, Pendeuy,
Cihurip) Kawasan yang
dapat mempercepat
pertumbuhan kawasan
tertinggal di dalam wilayah
kabupaten.
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